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Secara garis besar, buku ini membahas secara singkat terkait 
kebijakan publik, kemudian policy network (jaringan Kebijakan 
Publik), Pengelolaan Zakat, Fundraising dalam pengelolaan zakat, 
dan pendekatan Multipartner Governance dalam Fundraising dana 
Zakat untuk mengentaskan kemiskinan di Jeneponto: sebuah Re-
fleksi. Buku ini disusun secara sederhana sebagai luaran penelitian 
Hibah Riset Muhammadiyah (RisetMu) Bath 2. Buku ini diharapkan 
mampu memberikan kontribusi bagaimana koordinasi, komunikasi, 
kerjasama dan interaksi yang baik dapat terjalin antar instansi pe-
merintah, Non Pemerintah, dan Masyarakat dalam tata kelola zakat 
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dari kesempurnaan, baik dari teknis penulisan maupun materi yang 
disajikan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penu-
lis harapkan demi penyempurnaan buku ini.  Semoga Allah SWT 
memberikan imbalan yang setimpal kepada seluruh pihak yang tel-
ah membantu,, AaMiin Ya Robbal ‘Aalamiin.

Selamat Membaca.

     Makassar, 11 Maret 2023
  

     Penulis
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untuk mengentaskan kemiskinan. Buku ini bisa menjadi salah satu 
referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin memperdalam 
tentang jejaring kebijakan publik.
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BAB 1
KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. 
Hogwood dan Gunn, seperti dikutip Parsons (2005) menyebut-
kan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk 
sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau 

aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai 
keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah 
program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori 
atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari ga-
gasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau 
rencana yang mengandung tujuan politik. 

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud- maksud, 
bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada 
serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki outcomes 
di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, 
muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebija-
kan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan (Handoyo, 2012). 

Anderson (dalam Hill and Hupe 2002) memahami kebijakan se-
bagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejum-
lah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan 
berkaitan dengan tindakan. Sebagaimana diungkapkan Suskind, 
seorang penulis yang dekat dengan pejabat gedung putih masa 
George W. Bush, “ketika kita melakukan tindakan berarti kita tel-
ah membuat suatu realitas dan ketika kita membuat tindakan baru, 
maka kita juga membuat realitas baru” (Fischer et al, 2007). 

Istilah kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauh berbe-
da dengan kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu 
kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh 
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara 
untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Budiardjo, 2009). 

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang 
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok 
atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan 
adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan 
atau sasaran yang dinginkan (Widodo, 2007). 

Post, et al (1999) memaknai kebijakan sebagai rencana tindakan 
yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan 
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yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan penduduk negara 
secara substansial. 

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan, dapat ditarik 
benang merah bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan ren-
cana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. 
Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, ke-
bijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan 
yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam kaitan ini, 
Greer and Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan sebagai sejum-
lah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputu-
san spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara 
atau alat (means) dan tujuan (ends), dengan fokus pada seleksi tu-
juan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Ide kebijakan di atas melibatkan apa yang disebut Easton sebagai 
alokasi nilai-nilai (the allocation of values) dan memiliki konsekuensi 
distribusional. Kebijakan dalam arti khusus, berkaitan dengan ruang 
publik. Kebijakan berada pada ruang hidup di luar kepentingan pri-
vat individu atau kelompok. Namun demikian, sebagaimana dicatat 
Ranson and Steward (dalam Greer and Paul Hoggett 1999), domain 
publik yang mewarnai kebijakan publik memiliki peran esensial da-
lam mengklarifikasi, menyatakan, dan mewujudkan tujuan-tujuan 
publik, yang juga menjadi tujuan para individu atau kelompok se-
cara keseluruhan. 

Apa yang dikemukakan Anderson, Budiardjo, Friedrich, Post, et 
al., serta Greer and Paul Hoggett mengenai konsep kebijakan ter-
dapat kesamaan, yaitu mereka sama-sama memfokuskan diri pada 
suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalah-
an yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan atau 
sasaran dimaksud adalah tujuan publik, bukan tujuan orang per 
orang atau kelompok tertentu. 

B. Pengertian Publik

Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika 
dikaitkan dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat dirunut 
dari sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani 
Kuno mengekspresikan kata publik sebagai koinion dan pri-

vat disamakan dengan idion. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik 
dalam bahasa Romawi res-publica dan privat sebagai res-priva. Den-
gan menelusuri literatur sejarah Romawi, Gobetti (2007) memilah 
istilah privat dalam kaitannya dengan individu atau person; sedang-
kan publik merujuk pada komunitas atau negara. Dalam analisis Go-
betti, John Locke termasuk pemikir politik yang lebih menekankan 



pada kepentingan privat atau individu, sedangkan Thomas Hobbes 
meyakini urusan publik atau negara lebih penting. Saxonhouse se-
bagaimana dikutip Parsons (2005) melakukan pemilahan antara kata 
publik dan privat sebagai berikut. 

Tabel 1. Perbedaan Publik dan Privat

Sumber: Handoyo (2012)

Pemilahan publik dan privat dalam konteks ruang, dalam prak-
tik kehidupan tidaklah mudah. Saxonhouse (dalam Parsons 2005) 
menyadari bahwa batas-batas keduanya tidaklah absolut. Hubun-
gan antara ruang publik dengan ruang privat sangat kompleks dan 
mencerminkan interdependensi. Kepentingan publik dan privat pun 
bisa saling bertentangan. Untuk memecahkan ketegangan antara 
kepentingan publik dan privat adalah dengan memasukkan ga-
gasan pasar. Sebagaimana dikemukakan Habermas, bahwa pada 
awal abad 19, ruang publik yang berkembang di Inggris, berasal 
dari perbedaan antara kekuasaan publik dan dunia privat. 

Cara memaksimalkan kepentingan individu dan sekaligus mem-
promosikan kepentingan publik adalah dengan menggunakan 
kekuatan pasar (Parsons, 2005). Berfungsinya kebebasan individu 
dalam menentukan pilihan dapat memenuhi kepentingan indivi-
du sekaligus meningkatkan ketersediaan barang publik dan kese-
jahteraan publik. Dalam kaitan ini, peran negara dan politik adalah 
menciptakan kondisi di mana kepentingan publik dapat dijamin. It-
ulah sebabnya, pemerintah tidak boleh banyak mencampuri urusan 
individu. Kepentingan publik dalam hal ini akan terlayani dengan 
baik jika kepentingan kebebasan ekonomi dan pasar difasilitasi oleh 
negara, tetapi tidak diatur dan dikendalikan oleh negara. Interven-
si negara bisa dipahami sejauh intervensi tersebut untuk menjamin 
penegakan hukum dan hak asasi manusia, namun tidak mencampu-
ri keseimbangan alami yang muncul dari kepentingan diri. 

Dalam kaitan dengan posisi dan peran negara di dalamn-
ya, sektor publik dapat dibedakan dari sektor privat. Baber se-
bagaimana dikutip Parsons (2005) dari Masey, menyebutkan 
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sepuluh ciri penting dari sektor publik, yaitu: 
1. sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang 

lebih mendua, 
2. sektor publik lebih banyak problem dalam mengimplementa-

sikan keputusan-keputusannya, 
3. sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki 

motivasi yang sangat beragam, 
4. sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertah-

ankan peluang dan kapasitas, 
5. sektor publik lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan 

pasar, 
6. sektor publik melakukan aktivitas yang lebih banyak mengand-

ung signifikansi simbolik, 
7. sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan 

legalitas, 
8. merespon isu-isu keadilan dan kejujuran, 
9. sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik, 
10. sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik 

minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta. 

Sektor publik tidak selalu hanya mengejar keuntungan finansi-
al. Sektor ini bisa mengejar keuntungan finansial, tetapi dapat juga 
mengutamakan kesejahteraan sosial. Jika yang dikejar adalah kese-
jahteraan sosial, maka sektor publik ini tergolong sektor nonprofit, 
yang ciri-cirinya adalah (1) sektor ini tidak mengejar keuntungan, 
(2) cenderung menjadi organisasi pelayanan, (3) ada batasan yang 
lebih besar dalam tujuan dan strategi yang mereka susun, (4) lebih 
tergantung kepada klien untuk mendapatkan sumber daya finan-
sialnya, (5) lebih didominasi oleh kelompok profesional, (6) akunt-
abilitasnya berbeda dengan akuntabilitas organisasi privat atau pro-
vit, (7) manajemen puncak tidak mempunyai tanggung jawab yang 
sama atau imbalan finansial yang sama, (8) organisasi sektor publik 
bertanggung jawab kepada elektorat dan proses politik, dan (9) tra-
disi kontrol manajemennya kurang (Parsons, 2005). 



C.  Pengertian Kebijakan Publik

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yai-
tu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada 
ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik mer-
upakan salah satu komponen negara yang tidak boleh dia-

baikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang ga-
gal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau 
sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan 
untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 
2009). 

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan 
dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akade-
mis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hu-
kum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang 
lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan 
Deregulasi. Menurut Charles O. Jones (1984;25), istilah kebijakan 
(policy) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan un-
tuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat   berbeda.   
Istilah   ini   sering   dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, 
keputusan (decision), standar, proposal dan grand design. Namun 
demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan sedikit ab-
strak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi 
terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa 
contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah 
dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam 
kehidupan sehari-hari (Mustari dkk., 2022).

Kemudian, James Anderson (dalam Mustari dkk., 2022) menga-
takan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan 
untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, 
suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah 
aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan 
seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan 
pembicaraan-pembicaraan bisa, namun jadi kurang memadai untuk 
pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis 
menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan 
batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Kebijakan    publik    merupakan    kewenangan pemerintah 
menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan 
masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah 
dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan 
kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). 
Pengertian kebijakan (policy) adalah prinsip atau cara bertindak yang 
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dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam seti-
ap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah 
yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut 
ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat 
(Mustari dkk., 2022).

Salah satu definisi mengenai Kebijakan Publik diberikan oleh 
Robert Eyestone (dalam Mustari dkk., 2022), Eyestone mengatakan 
bahwa secara luas kebijakan dapat didefinisikan sebagai “hubun-
gan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep ini 
mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti kare-
na apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. 
Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. 
Dye (Mustari dkk., 2022), yang mengatakan bahwa “Kebijakan pub-
lik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu (public policy is whatever government 
choose to do or not to do). Walaupun batasan yang diberikan ini 
agak tepat, namun batasan ini tidak cukup perbedaan yang jelas 
antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan 
apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Disamping itu, konsep 
ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pega-
wai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya 
berada diluar domain kebijakan publik. Seorang pakar ilmu politik 
lain, Carl Friedrich mengatakan bahwa “Kebijakan sebagai suatu 
arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pe-
merintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan ham-
batan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan 
yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rang-
ka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau 
suatu maksud tertentu” (Budi Winarno dalam Mustari dkk., 2022).

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara 
(governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. 
Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan 
publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugro-
ho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk 
mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Menge-
lola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. 
Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya 
mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola neg-
ara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan 
publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya. Gambar 
berikut memperjelas ilustrasi di atas. 



Gambar 1. Dimensi Tugas Negara

Sumber: (Nugroho 2009).

Kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan han-
ya dengan kekuatan paksa, tetapi memerlukan kebijakan (Parsons, 
2005). Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi 
tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara 
merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan 
publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan 
publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pe-
megang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah 
dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai (Handoyo, 
2012). 

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipa-
hami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dimen-
gerti sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan 
dengan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya kebijakan publik 
berlangsung dalam latar (setting) kekuasaan tertentu. Dalam kon-
teks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. 

Perspektif kekuasaan tersebut dapat digunakan dalam me-
mandang relasi antara rakyat dan negara, misalnya dalam melihat 
hubungan antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah 
kota Semarang. Pedagang kaki lima (PKL) dalam perspektif kebi-
jakan publik, berada pada posisi pihak yang seharusnya dilayani, 
sedangkan pemerintah kota Semarang beserta aparaturnya mer-
upakan pihak yang sudah semestinya memberi pelayanan melalui 
kebijakan yang diambil. Hal ini sangat beralasan, karena sebagaima-
na dikatakan Ndraha (2003), pemerintah berfungsi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas produk-produk pe-
merintah, dengan melakukan pelayanan publik dan pelayanan sipil. 

Pemerintah melakukan pelayanan publik, karena pemerintah 
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merupakan badan publik yang diadakan tidak lain adalah untuk 
melayani kepentingan publik, sedangkan dalam hal layanan sipil, 
pemerintah setiap saat harus siap sedia memberikan layanan ke-
pada setiap orang yang membutuhkan. Dalam realitasnya, tidak ja-
rang yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang melayani dan 
birokrasi pemerintah sebagai pihak yang dilayani. Itulah sebabnya, 
dalam praktik pemerintahan acapkali menimbulkan abuse of power 
sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penyakit 
yang sulit disembuhkan dari diri birokrasi (Handoyo, 2012).

Dalam realitas relasi pemerintah-masyarakat, sebagai pihak yang 
menguasai sumber daya politik, ekonomi, budaya, dan militer, pe-
merintah berada pada posisi superordinat, yakni pihak yang sangat 
berkuasa dalam mengatur dan mengendalikan warga masyarakat, 
termasuk di dalamnya pedagang-pedagang kecil seperti halnya 
PKL. Dalam posisi ini, pemerintah kota dengan segala kebijakannya 
harus ditaati dan dipatuhi oleh PKL. Perda Kota Semarang nomor 
11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki 
Lima, merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah kota 
Semarang yang harus ditaati pedagang kaki lima. PKL sebagai pihak 
subordinat, harus siap diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Da-
lam konteks relasi kuasa, yang dikhawatirkan adalah jika kebijakan 
publik yang ditempuh Pemkot merupakan perencanaan yang cer-
dik (scheming), sebagaimana ditulis Marlowe (dalam Parsons, 2005), 
yaitu menciptakan atau merekayasa sebuah ceritera yang masuk 
akal dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perekayasa. 

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. 
Dalam kaitan ini, Dye (2002) mengartikan kebijakan publik sebagai 
“whatever government choose to do or not to do”. Kebijakan pub-
lik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu. Dalam buku berjudul Public Policy 
making, Anderson (2000) pun setuju dengan pandangan Dye ten-
tang makna kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih pemer-
intah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Dalam kes-
empatan lain, Anderson (dalam Hill dan Hupe, 2002) mengartikan 
kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan 
badan-badan pemerintahan. 

Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2007) sepaham pula 
dengan Dye dan Anderson dengan menyatakan “what government 
say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government 
programs”.

Sesuai dengan konsep kebijakan publik di atas, pemerintah 
dapat melakukan banyak hal, mulai dari mengelola konflik da-
lam masyarakat, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonf-



lik dengan masyarakat lain, mendistribusikan berbagai penghar-
gaan atau hadiah dan layanan material kepada anggota-anggota 
masyarakat, hingga menarik uang dari masyarakat yang sering 
diwujudkan dalam bentuk pajak. 

Individu atau masyarakat mengharapkan pemerintah melakukan 
banyak hal untuknya. Semua kelompok masyarakat pasti meng-
inginkan pemerintah dapat melayani kepentingan mereka dan 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kebija-
kan publik harus didesain untuk menghilangkan atau setidaknya 
mengurangi ketidaknyamanan dan ketidaksenangan individu dan 
kelompok-kelompok masyarakat (Dye, 2002). Sejalan dengan pan-
dangan Dye tersebut, pemerintah kota Semarang suka atau tidak 
suka, melalui kebijakan yang diambil mestinya dapat mengatasi 
konflik penggunaan ruang publik yang selama ini banyak digunakan 
oleh para pedagang dan melalui kebijakannya pula, semua warga 
kota Semarang harus dapat dibuat nyaman, aman, tenang dan sen-
ang, termasuk mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. 

Kebijakan publik dalam pandangan Dye dan Anderson, bukan 
sekadar keputusan yang menghasilkan aktivitas-aktivitas yang terpi-
sah. Sebagaimana dilihat Richard Rose, kebijakan dipandang sebagai 
serangkaian panjang aktivitas yang saling berhubungan (Anderson, 
2000). Makna kebijakan Dye maupun Anderson, tidak semata-mata 
berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pe-
merintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejum-
lah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini se-
jalan dengan apa yang digagas Carl J. Friedrich tentang kebijakan 
publik. Menurut Friedrich (dalam Anderson, 2000), kebijakan adalah 
sejumlah tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu yang menyediakan rintangan sekaligus 
kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan 
untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan 
dan sasaran. 

Ide utama kebijakan memang terkait dengan sejumlah tindakan. 
Kebijakan sebagai tindakan, dalam pandangan Friedrich (dalam An-
derson, 2000), diarahkan untuk memenuhi sejumlah maksud dan 
tujuan, meskipun diakui bahwa tidak mudah untuk melihat mak-
sud dan tujuan tindakan pemerintah. Hanya melalui pejabat-pejabat 
atau agen pemerintah, kebijakan publik dapat diketahui ke mana 
arahnya. 

Perkembangan masyarakat industri dengan bentuk-bentuk ad-
ministrasinya, telah mengubah makna kebijakan tidak sekadar se-
bagai apa yang dilakukan oleh negara, tetapi juga memiliki kai-
tan dengan persoalan politik dan administrasi birokrasi. Gagasan 
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kebijakan sebagai politik dijalankan oleh sebuah alat administrasi 
yang canggih, yang disebut dengan birokrasi. Mereka yang berke-
cimpung di ruang birokrasi dinamakan birokrat, sedangkan mereka 
yang berkutat pada arena politik disebut politisi. 

Birokrat memperoleh legitimasinya dari klaimnya sebagai badan 
nonpolitis, sedangkan politisi mengklaim otoritasnya berdasarkan 
penerimaan kebijakan-kebijakan atau platform mereka oleh elek-
torat (Parsons, 2005). Para pelaksana kebijakan ini memiliki apa yang 
oleh David Easton (dalam Parsons, 2005) disebut dengan otoritas 
atau kewenangan. Mengapa birokrat dan politisi memiliki otoritas 
tersebut? Jawabannya adalah sistem politik menentukan apa-apa 
yang dilakukan oleh para politisi dan urusan-urusan keseharian 
dalam sistem politik dilakukan oleh birokrat. Konstitusi dan Un-
dang-Undang pun mengakui bahwa merekalah yang dipandang 
bertanggungjawab terhadap persoalan dan agenda kebijakan yang 
telah disusun. 

Dengan berkembangnya sistem kepartaian dan pemilu modern 
pada era masyarakat industri, maka diskursus kebijakan menjadi sa-
rana utama bagi elektorat untuk terlibat dalam kegiatan politik dan 
persaingan antara elit politik. Politisi diharapkan memiliki kebijakan 
sebagaimana halnya sebuah toko yang mempunyai barang dagan-
gan. Dalam pandangan Schumpeter (dalam Parsons, 2005), kebi-
jakan atau pokok-pokok platform merupakan mata uang penting 
dalam perdagangan demokratik. 

Apa yang digagas Schumpeter ini berbeda dengan ide Lasswell 
tentang kebijakan. Lasswell tidak setuju jika kebijakan disamakan 
dengan politik. Menurut Laswell (dalam Parsons, 2005), kebijakan 
harus bebas dari konotasi politik, sebab politik diyakini mengand-
ung makna keberpihakan dan korupsi. Terlepas dari persoalan apa-
kah kebijakan berkaitan dengan politik atau tidak, kebijakan publik 
tetap merupakan sesuatu yang terniscaya dalam masyarakat mod-
ern. Kebijakan publik bisa melahirkan keuntungan atau pun keru-
gian, bisa menyebabkan kenikmatan, iritasi, dan rasa sakit dan dalam 
arti kolektif, memiliki konsekuensi penting terhadap kesejahteraan 
dan kebahagiaan (Anderson, 2000). 

Kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu society, polit-
ical system, dan public policy itu sendiri. Ketiga komponen ini sal-
ing memengaruhi. Dalam studi tentang kebijakan publik di Amerika 
Serikat, Thomas R. Dye (2002) menggambarkan kaitan tiga kom-
ponen di atas seperti dalam gambar berikut:



Gambar 2. Studi Kebijakan: Penyebab dan Konsekuensinya.

Sumber: Handoyo (2012)

Berdasarkan gambar di atas, kondisi sosial ekonomi masyarakat 
meliputi kesejahteraan dan pendapatan, inflasi, resesi, dan pen-
gangguran, pencapaian pendidikan, kualitas lingkungan, kemi-
skinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan dan usia 
hidup, ketidaksamaan dan diskriminasi. Kelembagaan, proses, dan 
perilaku dalam sistem politik mencakupi federalisme, pemisahan 
kekuasaan, sistem perimbangan kekuasaan, kepartaian, kelompok 
kepentingan, perilaku voting, birokrasi, struktur kekuasaan, serta 
kongres, Presiden, dan pengadilan. Kebijakan publik yang dihasil-
kan dari kondisi masyarakat yang direspon dan diolah dalam sistem 
politik, dapat berupa hak-hak sipil, kebijakan pendidikan, kebijakan 
kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, 
perpajakan, belanja dan defisit anggaran, kebijakan pertahanan, dan 
peraturan-peraturan. 

Garis panah yang ditunjukkan oleh garis A, B, C, D, E, dan F pada 
gambar di atas, menunjukkan adanya pengaruh atau dampak dari 
satu komponen terhadap komponen lainnya, misalnya garis A 
menggambarkan tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi mas-
yarakat terhadap lembaga, proses, dan perilaku politik dan pemer-
intahan. Demikian pula, garis B menggambarkan pengaruh dari 
lembaga-lembaga politik dan pemerintah, proses, dan perilakunya 
terhadap kebijakan publik yang diambil. 

Segitiga kebijakan Dye dapat juga dipakai untuk memotret 
bagaimana kebijakan publik di Indonesia dirancang dan diim-
plementasikan. Di Indonesia, kebijakan publik yang ditetapkan 
dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, baik 
berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan mas-
yarakat, tingkat kemiskinan, kualitas hidupnya, maupun tingkat 
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daya saingnya. Kelembagaan dan sistem politik Indonesia memen-
garuhi dan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi mas-
yarakat Indonesia. Kelembagaan tersebut sangat rumit, mencakupi 
sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem kultural. 
Dalam kelembagaan ini turut bermain partai politik, pemerintah 
(pusat dan daerah), birokrasi, parlemen, dan organisasi. Mereka 
menentukan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah. Out-
put kebijakan bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, atau pun Peraturan Daerah, baik menyangkut 
bidang pendidikan, kesehatan, finansial, maupun bidang-bidang 
lain yang menyentuh kehidupan masyarakat atau publik. Partai poli-
tik dan birokrasi dinilai yang paling menonjol dalam menentukan 
suatu kebijakan publik. Partai Golkar pada masa Orde Baru, partai 
PDI-P pada masa pemerintahan Megawati, dan partai Demokrat 
pada masa pemerintahan SBY merupakan contoh dari partai poli-
tik yang secara dominan menentukan corak kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah. 

Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat 
dikemukakan menyangkut kebijakan publik. Masing-masing defi-
nisi tersebut memuaskan menjelaskan satu aspek namun besar 
kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lainnya. Oleh 
karena itu,  preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik mer-
upakan  kebijakan  yang  dikembangkan dan ditetapkan oleh lem-
baga-lembaga dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat 
perhatian sebaik-baiknya agar bisa membedakan kebijakan publik 
dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti kebijakan yang 
dikeluarkan pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh 
aktor-aktor dan faktor- faktor bukan pemerintah, seperti kelom-
pok-kelompok penekan maupun kelompok-kelompok kepentin-
gan. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi 
oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah (Mustari dkk., 2022).

D. Strata, Karakteristik, dan Unsur Kebijakan Publik

Abidin (2006) membedakan kebijakan dalam tiga level, yaitu 
(1) kebijakan umum, (2) kebijakan pelaksanaan, dan (3) ke-
bijakan teknis. 

Kebijakan umum merupakan kebijakan yang men-
jadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif 
maupun negatif, yang mencakupi keseluruhan wilayah atau in-
stansi yang bersangkutan. Umum dalam pengertian tersebut 
bersifat relatif. Pada level negara, kebijakan umum berupa un-
dang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan Presiden. 



Peraturan daerah atau Peraturan Gubernur merupakan kebija-
kan umum pada level provinsi. 

Tidak semua kebijakan dapat digolongkan pada kebijakan umum. 
Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan 
dapat disebut sebagai kebijakan umum. Pertama, cakupan kebija-
kan meliputi keseluruhan wawasan, tidak terbatas pada aspek dan 
sektor tertentu. Kedua, berjangka panjang atau tidak mempunyai 
batas waktu. Tujuan jangka panjang dari kebijakan umum bersifat 
samar-samar, bahkan kadang dianggap tidak jelas. Kebijakan umum 
memang tidak tepat untuk menetapkan sasarannya dengan jelas 
dan terlalu teknis, karena rumusan demikian akan menimbulkan ke-
sulitan dalam perubahan jangka panjang. Ketiga, strategi kebijakan 
umum tidak bersifat operasional. Pengertian operasional ini bersifat 
relatif. Bisa saja sesuatu yang dianggap umum oleh suatu kota atau 
kabupaten, dipandang operasional oleh kota atau kabupaten lain-
nya. Namun demikian, kebijakan umum tidak diartikan sebagai ke-
bijakan yang sederhana. Makin umum suatu kebijakan, akan makin 
kompleks dan dinamis sifat dari kebijakan tersebut. 

Kebijakan pelaksanaan adalah penjabaran dari kebijakan umum. 
Pada level pusat, peraturan pemerintah untuk melaksanakan un-
dang-undang dan peraturan menteri untuk melaksanakan peraturan 
presiden merupakan contoh dari kebijakan pelaksanaan. Keputusan 
kepala dinas atau keputusan bupati untuk melaksanakan peraturan 
daerah atau keputusan gubernur merupakan wujud dari kebijakan 
pelaksanaan. 

Kebijakan teknis merupakan strata paling rendah dari kebijakan. 
Kebijakan teknis merupakan kebijakan operasional yang berada di 
bawah kebijakan pelaksanaan. Contoh kebijakan teknis adalah eda-
ran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada seluruh rektor per-
guruan tinggi negeri untuk menaikkan angka partisipasi kasar (APK)
mahasiswa. 

Berbeda dengan Abidin (2006) yang membedakan kebijakan 
publik dalam tiga level, yaitu kebijakan umum, kebijakan opera-
sional, dan kebijakan teknis; Nugroho (2009) mengelompokkan 
kebijakan publik dalam tiga strata. Pertama, kebijakan publik yang 
bersifat makro, umum, atau mendasar, yaitu hierarki peraturan pe-
rundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004. Kedua, kebijakan publik yang bersifat mes-
so atau menengah, seperti peraturan menteri, peraturan gubernur, 
peraturan bupati, dan peraturan walikota. Ketiga, kebijakan publik 
yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang mengatur implementasi 
atau pelaksanaan kebijakan di atasnya. Peraturan yang dikeluarkan 
oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota 
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merupakan wujud dari kebijakan mikro. 
Secara umum, kebijakan publik selalu menunjukkan karakteris-

tik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson 
(dalam Abidin, 2006) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan 
publik. 
1. Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than 

random or chance behavior. Setiap kebijakan memiliki tujuan. 
Pembuatan kebijakan tidak boleh sekadar asal atau karena keb-
etulan ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tu-
juan yang ingin dikejar, tidak perlu dibuat kebijakan. 

2. Public policy consists of courses of action, rather than separate, 
discrete decision or actions, performed by government officials. 
Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan 
yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan 
yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi 
pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum. 

3. Policy is what government do, not what they say will do or what 
they intend to do. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan 
oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau 
apa yang mereka ingin lakukan. 

4. Public policy may be either negatif or positive. Kebijakan dapat 
berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengar-
ahan untuk melaksanakannya. 

5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan di-
dasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk 
memaksa masyarakat mematuhinya. 

Suatu kebijakan dibuat secara sengaja dan ada tujuan yang hen-
dak diwujudkan. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya 
dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Abidin 
(2006) mencatat ada empat unsur penting dari kebijakan, yaitu 
(1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (demand), dan (4) 
dampak atau outcomes. 

Suatu kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. 
Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan 
yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria, yaitu diingink-
an untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. 
Tujuan yang diinginkan berarti tujuan tersebut dapat diterima oleh 
banyak pihak, karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak atau mewakili kepentin-
gan mayoritas atau didukung oleh golongan kuat (dominan) dalam 
masyarakat. Tujuan yang baik harus rasional, artinya merupakan pi-
lihan terbaik dari berbagai alternatif yang diperhitungkan berdasar-
kan pada kriteria yang relevan dan masuk akal. Tujuan yang baik 



masuk akal, memiliki gambaran yang jelas, pola pikirnya runut, dan 
mudah dipahami langkah-langkah untuk mencapainya. Tujuan yang 
baik berorientasi ke depan, dalam arti (1) tujuan kebijakan meng-
hasilkan kemajuan ke arah yang diinginkan, yang dapat diukur baik 
dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, (2) tujuan yang ingin dica-
pai pada masa depan terletak pada suatu jangka waktu tertentu, 
sehingga masa tersebut terlewati dapat dilakukan evaluasi atas hasil 
pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Unsur kedua dari kebijakan adalah masalah. Masalah merupa-
kan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan 
masalah apa yang hendak dipecahkan, dapat menimbulkan kega-
galan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya berb-
agai metode pemecahan masalah dielaborasi jika seorang analis 
kebijakan gagal atau salah mengidentifikasi masalah. Kemiskinan di 
perkotaan merupakan masalah. Jika seorang analis kebijakan secara 
sembrono berpandangan bahwa sumber atau akar penyebab mas-
alah kemiskinan adalah kebodohan dan sikap fatalis dari orang mi-
skin, maka bisa jadi kebijakan yang dirumuskan bisa salah arah. Mis-
alnya, analis menyarankan perlunya pendidikan gratis bagi orang 
miskin, belum tentu kebijakan pendidikan untuk mengentaskan 
orang miskin ini tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan 
perkotaan. Kemiskinan bersifat multidimensi, maka cara meman-
dangnya pun juga harus dalam perspektif multidimensi. Tidak ada 
akar penyebab tunggal dalam persoalan kemiskinan di perkotaan. 
Penyebab kemiskinan bisa saja karena pendidikan yang rendah dari 
masyarakat, sikap fatalis, kebudayaan yang tidak mendukung kerja 
keras, lemahnya etos wirausaha, kepemimpinan daerah yang lemah, 
birokrasi yang korup, dan lain-lain. Itulah sebabnya, alternatif pe-
mecahan yang dijadikan sebagai kebijakan bersifat komprehensif 
dan dapat digunakan untuk memecahkan kemiskinan berdasarkan 
sebab- sebab yang multidimensional. 

Tuntutan merupakan unsur ketiga dari suatu kebijakan. Partisi-
pasi merupakan ciri dari masyarakat maju. Partisipasi masyarakat 
dapat berupa dukungan, kritik, dan tuntutan. Tuntutan bisa muncul 
karena dua hal, yaitu (1) terabaikannya kepentingan suatu golongan 
dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pemerin-
tah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan 
masyarakat tersebut, (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu 
permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai. 

Unsur terakhir dari kebijakan adalah dampak atau outcomes. 
Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh 
dari tercapainya suatu tujuan. Dalam teori ekonomi, pengaruh atau 
dampak tersebut disebut dengan multiplier effects atau pengaruh 
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ganda. Tindakan kebijakan ekonomi makro atau mikro dari pemer-
intah dapat berpengaruh lebih besar terhadap pendapatan nasi-
onal. Tindakan kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan pening-
katan investasi, perpajakan, dan lain-lain. Tindakan kebijakan akan 
berpengaruh terhadap pertambahan atau pengurangan berlipat 
ganda dari pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat 
berpendapatan rendah akan memiliki multiplier effect lebih besar 
daripada masyarakat yang berpendapatan tinggi karena setiap tam-
bahan pendapatan yang diperoleh akan segera dikeluarkan kembali 
untuk konsumsi dalam komposisi yang lebih besar, sehingga tabun-
gan dan investasi akan menjadi kecil (Abidin 2006). 

E. Bentuk dan Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa 
didukung oleh sebuah sanksi yang tegas. Sanksi dapat be-
rupa hadiah (reward)dan hukuman (punishment). Sebagai 
rangkaian tindakan atau bukan tindakan yang memiliki sanksi 

tersebut, kebijakan publik dapat mengambil bentuk, seperti hukum, 
undang- undang, statuta, maklumat, regulasi, atau perintah (Fischer, 
et al, 2007). 

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara 
umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur 
kehidupan bersama (Nugroho, 2009). Dalam perspektif instrumen-
tal, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang 
berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai 
kepublikan. Wujud dari nilai-nilai kepublikan bermacam-macam, 
di antaranya adalah (1) nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, sep-
erti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, (2) memecahkan mas-
alah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, 
kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk, (3) memanfaatkan 
peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, sep-
erti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ek-
spor, (4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan 
masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindun-
gan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan. 

Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, mau-
pun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk 
mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan 
jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, 
kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan 
monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah 
atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. 



Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan (1) men-
dukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan menjalank-
an fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas 
dan kompetitif, (2) memberi jaminan agar aktivitas ekonomi ber-
langsung tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, (3) melumasi dan 
memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melaku-
kan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan (4) memberi ja-
minan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya 
dari kekuasaan kapitalis. 

Dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk (1) terwujudnya 
pengendalian sosial terhadap masyarakat, (2) mengatasi konflik so-
sial yang terjadi di masyarakat, dan (3) membangun relasi sosial di 
antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi. 

Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk (1) 
menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, (2) me-
mungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang 
dibuat oleh pemerintah atau negara, dan (3) untuk menciptakan ke-
hidupan yang damai di dalam masyarakat. 

F. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus 
Webster and Roger dipahami sebagai to carry out, accomplish, 
fulfill, produce, complete (Hill dan Hupe, 2002). Dalam KBBI 
(2002), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi 

bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, 
atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesi-
fik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah 
spesifik dalam masyarakat (Hill dan Hupe, 2002). 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebija-
kan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana din-
yatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007), implementasi 
kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang- undang ditetap-
kan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 
(benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output). 

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih 
Sulistyastuti, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai ke-
giatan menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji-janji 
sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), un-
tuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan 
kebijakan (to produce), dan untuk menyelesaikan misi yang harus 
diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (to 
complete). 
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Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyas-
tuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi 
sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus 
berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok 
terkait. 

Hill dan Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai 
apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. 
Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan 
yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, 
yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. 
Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan im-
plementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. 
Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi 
membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada 
implementator atau tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe (2002) meragu-
kan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal 
ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa 
yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh 
perumus kebijakan. 

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang 
mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil- 
hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Winarno, 2007). 
Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, 
khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat pro-
gram berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, 
implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Per-
tama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang 
dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan 
sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. 
Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran 
dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan 
desain program. Ketiga, badan- badan pelaksana harus mengor-
ganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-
unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, 
badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan 
kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. 

Grindle (dalam Winarno, 2007) menjelaskan bahwa tugas imple-
mentasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan 
kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan 
pemerintah.Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan ke-
bijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan memper-
mudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti 
ada kesalahan dalam analisis kebijakannya. 



Van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2007) memahami im-
plementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta 
yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan da-
lam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencak-
upi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 
tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu mau-
pun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai pe-
rubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputu-
san-keputusan kebijakan. 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik benang merahn-
ya bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk men-
jalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk 
mewujudkan tujuan kebijakan. 

Gambaran dari output kebijakan hingga policy outcomes dapat 
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output

Sumber: Handoyo (2012)

Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa 
dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam kegiatan imple-
mentasi merupakan hal biasa, sehingga pihak implementator tidak 
perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini 
penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai. 

G. Pandangan Filsafat tentang Kebijakan Publik

Filsafat banyak memberikan kontribusi terhadap analisis kebi-
jakan publik. Beberapa filsuf yang pemikirannya memengaruhi 
kebijakan publik dan analisis kebijakan, di antaranya adalah 
Machiavelli, Bacon, Karl Popper, Hayek, Etzioni, dan Habermas. 

Sebagai seorang filsuf politik, Machiavelli (dalam Parsons, 2005) 
mengkaitkan teori-teori pemerintahan dengan pengalamannya dalam 
politik aktual. Pihak penguasa, menurut Machiavelli harus memahami 
bagaimana kekuasaan bisa bekerja. Pemerintahan merupakan sebuah 
keterampilan. Studi pemerintahan dapat disebut sebagai ilmu pemer-
intahan. Machiavelli tertarik pada seni keterampilan bernegara. Ia yakin 
bahwa dengan pemahaman yang cukup mengenai realitas politik dan 
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kekuasaan, maka pembuat keputusan dapat menjalankan kekuasaan 
secara lebih baik dan memiliki kemampuan lebih besar dalam menga-
tasi setiap persoalan yang dihadapi. 

Machiavelli tertarik pada pemanfaatan kebijakan untuk meraih 
tujuan yang dikejar oleh pemegang kekuasaan. Pandangan Machia-
velli relevan dengan analisis kebijakan pada abad 20 karena adanya 
alasan Machiavellian, yakni keinginan untuk memahami apa yang 
sesungguhnya terjadi di pemerintahan dan bagaimana kinerja pe-
merintahan memenuhi janji-janjinya. Kriteria untuk menilai kesuk-
sesan para elit yang bekerja di pemerintahan adalah kinerja dan ha-
sil yang telah dicapai. Kebijakan dalam hal ini, merupakan strategi 
untuk mewujudkan tujuan. Dalam kaitan ini, tidak menjadi soal apa-
kah kebijakan yang dibuat benar atau salah, yang terpenting adalah 
kebijakan mana yang menurut si pembuat paling bisa dilaksanakan. 

Bacon (dalam Parsons, 2005) memiliki titik pandang yang berbe-
da dengan Machiavelli. Dalam hal kebijakan, Bacon mengusulkan 
gagasan jalan tengah (res mea), bahwa kebijakan yang baik sebagai 
implementasi pelaksanaan kekuasaan, memerlukan kemampuan 
untuk mempertahankan otoritas dan legitimasi dengan memba-
ngun dukungan dan persetujuan, ketimbang harus menciptakan 
permusuhan sebagaimana diyakini Machiavelli. Jika Machiavelli 
memandang kebijakan sebagai aktivitas untuk mempertahankan 
kekuasaan, sedangkan Bacon memahami kebijakan sebagai aktivi-
tas untuk menjaga keseimbangan dan otoritas. Bacon memiliki dik-
tum terkenal, yakni pengetahuan adalah kekuasaan. 

Kebijakan dalam hal ini dipahami Bacon sebagai penggunaan 
pengetahuan untuk tujuan pemerintahan. Sebagai seorang politisi, 
Bacon berkeinginan agar kekuasaan dan pengetahuan dalam tatan-
an politik baru dapat digabungkan. Regenerasi dunia pengetahuan 
penting menurut Bacon, karenanya ia menyarankan kepada para 
pengelola negara agar kegiatan belajar dipandang sebagai tujuan 
praktis tertinggi mereka. Masyarakat yang baik harus diatur dengan 
tertib, religius, dan bersih, dan hal itu hanya bisa dilakukan jika mas-
yarakat mengutamakan pembelajaran. 

Filsuf yang berseberangan pandangan dengan Bacon adalah Karl 
Popper. Kontribusi utama Popper (dalam Parsons, 2005) terhadap 
filsafat kebijakan publik adalah (1) pada level metodologi, ia menen-
tang validitas ide ilmu pengetahuan Baconian sebagai induksi, yakni 
observasi terhadap fakta-fakta sebagai dasar pendeduksian teori 
atau hukum umum, (2) sebuah metode kebijakan publik yang bertu-
juan membuat pengambilan keputusan politik mendekati pendeka-
tan ilmiah untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah, menurut 
Popper (dalam Parsons, 2005), tidak terdiri dari proses pembuktian 



logis berdasarkan akumulasi fakta dan bukti, melainkan lebih bera-
da pada latar (setting) teori yang dapat difalsifikasi. Ia berpendapat 
bahwa masalah ada pada struktur pengetahuan dan dia menolak 
gagasan Baconian bahwa eksistensi fakta terpisah dari persepsi, 
nilai, teori, dan solusi. 

Kebijakan publik tidak semata-mata dipahami dalam kerangka 
ilmiah sebagaimana yang diyakini oleh para penganut paradigma 
positivistik. Hayek merupakan salah satu dari filsuf dari kelompok 
kanan baru yang mengkritik penggunaan paradigma positivistik 
dalam analisis kebijakan publik. Salah satu kontribusi penting dari 
Hayek terhadap studi kebijakan adalah apresiasinya terhadap politik 
ide dan pentingnya promosi ide melalui organisasi (Parsons, 2005). 

Hayek bersama sejawatnya mendirikan think-thank pertama, 
yaitu Mont Pelerin Society pada tahun 1947, yang menjadi sumber 
inspirasi bagi terbentuknya beberapa think-thank lainnya, seperti 
Institute of Economic Affairs. Hayek menolak positivisme logis dari 
kelompok Vienna dan ia mengkritik gagasan yang menyatakan bah-
wa pengetahuan objektif eksis dan dapat berfungsi sebagai basis 
untuk mendeduksi hukum atau merencanakan masyarakat secara 
ilmiah. 

Pengetahuan manusia sangat terbatas, sehingga pendapat yang 
mengatakan bahwa negara, pemerintah atau birokrasi dapat men-
yatukan dan mengkoordinasikan semua informasi yang tidak ter-
batas dalam rangka membuat keputusan sosial dan mencampu-
ri kebebasan pasar dan pilihan individu, merupakan pandangan 
yang keliru dan menyesatkan. Bagi Hayek, masyarakat bukan hasil 
dari desain manusia, tetapi merupakan tatanan spontan (Parsons, 
2005). Gagasan untuk membuat tatanan tersebut menjadi lebih baik 
melalui campur tangan penerapan teori kebijakan oleh pemerin-
tah adalah sebuah gagasan yang secara epistemologis tidak tepat. 
Hayek (dalam Parsons, 2005) percaya bahwa pemerintah atau pem-
buat kebijakan tidak dapat memecahkan masalah atau memperbaiki 
apa- apa yang muncul secara spontan dari interaksi antara individu 
bebas dengan pasar bebas. Itulah sebabnya, Hayek mengusulkan 
bahwa peran kebijakan publik harus terbatas pada bagaimana me-
mastikan agar tatanan spontan dalam masyarakat dan perekonomi-
an bisa berjalan tanpa campur tangan negara. 

Negara berfungsi untuk mempromosikan kebebasan personal 
dan pasar serta menegakkan aturan undang-undang untuk terwu-
judnya kemaslahatan semua individu. Apabila pembuatan kebijakan 
harus melibatkan negara, harus dijamin bahwa kebijakan tersebut 
tidak sampai menciptakan monopoli (Hayek dalam Parsons, 2005) 

Pada era 1990-an berkembang paradigma komunitarianisme. 
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Etzioni merupakan salah satu pendukung utama paradigma terse-
but. Etzioni (dalam Parsons, 2005) menunjukkan jalan tengah an-
tara penggunaan regulasi dan kontrol negara di satu pihak den-
gan penggunaan kekuatan pasar murni di pihak lainnya. Bagaimana 
negara mengambil peran dalam kehidupan masyarakat, berikut ini 
pandangan Etzioni.

Menurut pandangan komunitarian, inti negara kesejahteraan 
yang kuat, tetapi terbatas harus dipertahankan. Tugas-tugas lain 
yang selama ini dilaksanakan negara harus diserahkan kepada indi-
vidu, keluarga, dan komunitas. Dasar filosofisnya adalah kita perlu 
mengembangkan rasa tanggung jawab personal, sekaligus tang-
gung jawab bersama. Bagaimana kita melaksanakan aktivitas yang 
harus ditangani pada level masyarakat? Jawabannya adalah dengan 
menerapkan prinsip subsidiary. Prinsip ini menyatakan bahwa tang-
gung jawab untuk setiap situasi pertama-tama jatuh pada mereka 
yang paling dekat dengan persoalan. Hanya ketika solusinya tidak 
bisa ditemukan oleh individu, maka keluarga harus ikut terlibat. Jika 
keluarga tidak bisa mengatasinya, barulah komunitas lokal boleh 
terlibat. Jika memang persoalannya terlalu besar untuk komunitas, 
barulah negara diperbolehkan terlibat (Parsons, 2005). 

Paradigma kebijakan yang diusulkan Etzioni ini menunjukkan 
adanya garis tanggung jawab yang jelas, yaitu perorangan, keluar-
ga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik 
harus ditujukan untuk mempromosikan dan membangkitkan kem-
bali institusi-institusi yang berdiri di antara individu dan negara, yai-
tu keluarga, organisasi relawan, sekolah, gereja, lingkungan rukun 
tetangga, dan komunitas. Pembuat kebijakan, menurut Etzioni, ha-
rus mau mengubah kebijakan dalam rangka memberi penekanan 
yang lebih besar kepada tanggung jawab personal ketimbang pada 
hak-hak personalnya. Nilai moral harus menjadi batu pijakan bagi 
kebijakan untuk mengatasi semakin luasnya fragmentasi masyarakat 
modern. 

Kebijakan publik sebagai upaya pemecahan masalah berdasarkan 
rasionalitas atau akal manusia dikritik oleh Habermas. Seperti halnya 
Hayek, Habermas (dalam Parsons, 2005) mengakui adanya dominasi 
rasionalitas dalam memecahkan problem. Habermas memperkuat 
ide rasionalitas dalam analisis kebijakan, dengan mengusulkan kon-
sep rasionalitas komunikatif. Habermas (dalam Parsons, 2005) ber-
pendapat bahwa “daripada meninggalkan nalar sebagai informing 
principle bagi masyarakat kontemporer, kita sebaiknya menggeser 
perspektif dari konsep nalar yang terbentuk dalam pengertian sub-
jek-objek yang terindividualisasikan ke konsep penalaran yang ter-
bentuk dalam komunikasi intersubjektif”. 



Penalaran seperti itu, diperlukan ketika kehidupan bersama yang 
berbeda-beda dalam ruang dan waktu yang sama mendesak kita 
untuk mencari cara menemukan kesepakatan tentang bagaimana 
menangani persoalan kolektif (Habermas dalam Parsons, 2005). Up-
aya membangun rasa memahami sebagai fokus aktivitas penalaran 
akan menggantikan filsafat kesadaran yang berorientasi subjek yang 
menurut Habermas telah mendominasi konsep barat tentang nalar 
sejak era pencerahan. Gagasan Habermas menimbulkan dampak 
luas bagi teori dan praktik kebijakan publik. Pada level teori misal-
nya, ide-idenya menyarankan perlunya perhatian yang lebih besar 
kepada bahasa, wacana, dan argumen. Dalam tataran praktis, teori 
Habermas, seperti situasi perbincangan yang ideal, mengajak para 
perumus kebijakan untuk mencari metode analisis baru dan proses 
institusional baru yang dapat mempromosikan pendekatan interko-
munikatif guna merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 
publik. 
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BAB 2
POLICY NETWORK (JARINGAN KEBIJAKAN)

A. Policy Network (Jaringan Kebijakan)

Policy Network atau jaringan kebijakan dalam era kebijakan 
publik kontemporer yaitu bagaimana lembaga pemerintah 
diorganisir diberikan anggaran diberikan SDM dan diger-
akkan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu public ser-

vice (Budiman, 2013). Sebelum sampai pada era kebijakan publik 
kontemporer policy network tidak bisa diimplementasikan karena 
berbagai dominasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, 
sedangkan policy network atau jaringan kebijakan adalah sebuah 
kebijakan yang dibuat oleh berbagai stakeholder atau lembaga 
yang ada di masyarakat, swasta ataupun pemerintah. 

Jaringan kebijakan merupakan suatu kebijakan yang melibatkan 
banyak aspek banyak stakeholder atau banyak lembaga, yaitu lem-
baga lembaga diluar pemerintah tidak hanya BUMN, BUMD atau 
pemerintah daerah tetapi juga melibatkan LSM dan swasta. Kebija-
kan publik di era demokrasi tidak bisa dilaksanakan secara mandiri 
tetapi harus merekrut lembaga lain mengajak civil society mengajak 
akademisi agar rumusan kebijakan itu bisa mencakup berbagai as-
pek kehidupan yang ada di masyarakat. Berikut tiga perkembangan 
perspektif pelayanan publik. 

Tabel 2. Perkembangan Perspektif Pelayanan Publik

Perspektif OPA NPM NPS
Teori Utama Teori Politik atau 

Kekuasaan
Teori Ekonomi 
atau pebisnis 

Teori 
Demokratis 

Masyarakat Klien atau Rakyat 
Pendukung 
Kekuasaan

Customer atau 
pelanggan 

Masyarakat 
Berdaulat

Wewenang 
Pemerintah

Sangat Dominan 
atau Otoriter

Hanya Melayani

Sumber: Wijaya (2021)
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam perspektif Old Pub-
lic Administration kajian utamanya adalah political teory yaitu pe-
merintah terlalu condong kepada kekuasaan. Administrasi di era 
Old Public Management pemerintah biasanya otoriter seperti di 
era orde baru kekuasaan adalah hal yang paling utama. Masyarakat 
atau rakyat yang mendapatkan pelayanan di dalam Old Public Ad-
ministration hanya klien yaitu rakyat pendukung saja, apabila mas-
yarakat tidak berpartisipasi pada kebijakan pemerintah maka tidak 
mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Wewenang pemerintah 
pada era Old Public Administration sangat dominan, pemerintah 
yang menentukan segalanya. Oleh karena itu policy network atau 
jaringan kebijakan tidak dapat dilaksanakan di era Old Public Ad-
ministration sebab di era ini pemerintah tidak membuka kesempa-
tan bagi stakeholder lain untuk terlibat dalam kebijakan. 

Setelah reformasi birokrasi pada tahun 1998 Pemerintah Indone-
sia tidak menerapkan sistem Old Public Administration tetapi me-
nerapkan New Public Management. Yang sebelumnya pemerintah 
menutup kesempatan bagi stakeholder, di era New Public Manage-
ment pemerintah membuka kesempatan bagi stakeholder. Pada era 
New Public Management stakeholder yang terbentuk hanya satu 
stakeholder yaitu pebisnis oleh karena itu kajian utamanya adalah 
teori ekonomi. Pemerintah harus mereposisi tugasnya tidak hanya 
melaksanakan kekuasaannya lalu menghabiskan anggaran negara. 
Pemerintah di dalam era New Public Management harus seperti 
pebisnis, pemerintah harus mampu mendatangkan uang, meng-
hasilkan investasi. Bahkan dalam struktur politik pemerintah ban-
yak yang berlatar belakang seorang pengusaha. Pebisnis di era New 
Public Management beralih fungsi, di era Old Public Administration 
mereka tidak dapat berkembang.

Di era New Public Management justru para pengusaha bisa 
menjadi penguasa. Masyarakat di dalam New Public Manage-
ment adalah customer atau pelanggan, siapa yang mempunyai 
kapasitas untuk pelayanan dia yang dapat dilayani atau ciri dari 
New Public Management adalah high cost yaitu seluruh aspek 
pelayanan masyarakat tidak terjangkau. Wewenang dari pemer-
intahannya adalah hanya mengendalikan dan kebijakannya ber-
pihak pada pebisnis. Jadi di era tersebut sangat kuat hubungan 
antara penguasa dengan pengusaha. Di era ini juga sulit untuk 
membuat kebijakan yang sifatnya public service karena pendeka-
tan teori ekonomi yang diutamakan adalah profit. Jaringan ke-
bijakan atau policy network di era New Public Management ti-
dak memiliki ruang karena jaringan kebijakan menuntut adanya 
demokrasi keterbukaannya kesempatan untuk berbagai lembaga 



yang ada di masyarakat turut berpartisipasi dalam kebijakan yai-
tu akademisi, masyarakat soial, media masa. 

Dalam era New Public Service menuntut adanya demokrasi, da-
lam New Public Service masyarakat merupakan pemegang kedaula-
tan. Oleh karena itu wewenang pemerintah dari New Public Service 
adalah melayani kepentingan masyarakat. Jaringan kebijakan hanya 
dapat berlaku di era New Public Service karena pemerintah mem-
buka lebar kesempatan bagi stakeholder seperti akademisi, mas-
yarakat, pebisnis, LSM atau media berperan dalam kebijakan. Di era 
New Public Service rakyat atau public memandang bahwa pemerin-
tah belum mampu memenuhi kebutuhan mereka atau pemerintah 
belum mampu melakukan pelayanan yang sesuai dengan keinginan 
rakyat, oleh karena itu muncul bahwa pemerintah tidak boleh ber-
jalan sendiri harus merekrut beberapa stakeholder di lapisan mas-
yarakat yang disebut dengan konsep collaborative governance. 

Menurut Hetherington (dalam Wijaya, 2021) pada saat New Pub-
lic Management harus diterapkan dengan collaborative governance, 
yaitu pemerintah bergandeng tangan dengan beberapa stakeholder 
untuk membuat suatu kebijakan. Collaborative governence menurut 
Ansell dan Gash (dalam Wijaya, 2021) adalah pembentukan peng-
arahan dan pengaturan suatu organisasi lintas sektor untuk men-
gatasi kebijakan public yang tidak dapat ditangani oleh satu sektor 
saja. Dengan melibatkan berbagai sektor yang ada di masyarakat 
diharapkan kebijakan yang dihasilkan adalah kebijiakan yang berpi-
hak kepada kepentingan rakyat. 

Collaborative governance fokus pada policy networking, kebija-
kannya harus multi partner. Pemerintah tidak lagi sendiri dalam hal 
membuat kebijakan, pemerintah harus melibatkan tiga sektor yaitu 
sektor pemerintah, sektor swasta dan akademisi yang dikenal den-
gan konsep Triple Helix. Sebenarnya pemerintah dapat membentuk 
sektor yang lebih banyak tetapi hal itu nantinya akan merepotkan 
pemerintah dalam membentuk kebijakan. 

Dalam perjalanan triple helix ternyata pebisnis lebih dominan 
dari pada akademisi sehingga produk kebijakan yang dihasilkan 
lebih condong kepada kepentingan bisnis. Maka timbul pemikiran 
dari etzkowitz dan leydesdorff (2000) bahwa governance minimal 
dari sektor kalangan akademisi yang berfokus pada ilmu pengeta-
huan dan teknologinya yang inovatif dan aplikatif, kalangan bisnis 
yang melakukan kapitalisasi sedangkan pemerintah yang menjaga 
stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi, tapi kenyataannya 
pemerintah lebih cenderung pada pebisnis, maka harus ada sek-
tor lain yang lebih kuat yang menyuarakan kepentingan rakyat yai-
tu civil society (Budiman, 2013). Dari Triple Helix berubah menjadi 
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quadro helix atau empat kekuatan sektor yaitu pemerintah akade-
misi pebisnis dan civil society. Diharapkan dengan hadirnya civil so-
ciety dalam bentuk LSM dapat mewakilkan kepentingan rakyat dan 
menjadi penyeimbang. 

Setelah kehadiran quadro helix ternyata belum cukup kuat untuk 
mewakili kepentingan masyarakat, gerakan atau suara civil society 
tidak didengungkan seringkali terendam oleh kekuasaan pemerin-
tah, masyarakat dianggap sebagai sektor yang lemah belum mem-
punyai daya dorong untuk merubah arah kebijakan. Dalam perjalan 
quadro helix membutuhkan sektor yang lebih kuat yaitu sektor yang 
mampu menyuarakan semua masalah kepentingan masyarakat yai-
tu sektor media masa dan disebut Penta Helix. Jadi pemerintah saat 
menjalankan pemerintahannya minimal harus melibatkan empat 
kekuatan lain diluar pemerintah yang pertama adalah pemerintah, 
yang kedua adalah swasta, yang ketiga adalah masyarakat sipil, ke-
empat akademisi dan yang kelima adalah media masa. 

Jaringan kebijakan hanya dapat berjalan di era New Public Ser-
vice khususnya di era Penta Helix. Jaringan kebijakan juga hanya 
berjalan jika pemerintahnya sudah demokratis yang tidak memon-
opoli kebijakan. Dengan demikian setiap stakeholder yang terlibat 
bisa memperjuangkan kepentingannya masing masing karena mer-
eka dalam posisi yang independen dan dalam posisi yang setara. 
Ketika kebijakan itu dibuat maka pemerintah harus bisa mendengar 
semua kepentingan dari stakeholder yang terlibat. 

Sabatier (dalam Suwitri, 2008) mengatakan bahwa Advocacy Co-
alition dalam jaringan kebijakan adalah sekelompok aktor pengam-
bil kebijakan dalam subsistem kebijakan. Aktor dari advocacy coa-
lition terdiri dari sejumlah institusi swasta, masyarakat, media dan 
pemerintah yang saling terhubung atas dasar kepercayaan pada 
pencapaian tujuan. Sistem kepercayaan yang menjadi landasan 
pada hubungan antar aktor terdiri atas tiga tingkat menurut Howl-
ett dan Ramesh (dalam Suwitri, 2008) yaitu common belief, core of 
belief dan external factors. 

Common belief dalam kebijakan ini adalah suatu kepercayaan 
dan kesamaan pendapat pada tujuan kebijakan berlandaskan ke-
samaan ilmu pengetahuan tentang masalah publik yang memiliki 
daya tarik perhatian dari aktor-aktor tersebut. Core of belief ada-
lah suatu sistem kepercayaan berlandaskan atas pandangan yang 
sama dari para aktor terhadap kondisi yang diinginkan masyarakat. 
Eksternal faktors merupakan suatu kepercayaan yang berlandaskan 
pendapat umum, teknologi, anggaran, keahlian, jumlah pendukung, 
otoritas dan nilai budaya. 

Koalisi advokasi merupakan sebuah model dari subsistem kebijakan 



dalam kerangka jaringan kebijakan. Subsistem kebijakan merupakan 
jaringan dari suatu kebijakan yang didalamnya terdapat beberapa ak-
tor dalam koalisi koalisi advokasi dan dapat dibedakan satu dengan 
yang lain berdasarkan kepercayaan serta sumberdaya yang dimiliki 
(Parson, 2005). Semakin banyak kepentingan aktor yang terlibat dalam 
suatu jaringan kebijakan maka semakin memperkaya koalisi secara ku-
litas ataupun kuantitas (Sabatier dalam Suwitri, 2008). Namun, sema-
kin banyak aktor tidak menjamin mempermudah untuk merumuskan 
kebijakan bahkan dapat mengagalkan proses perumusan kebijakan 
dan ketika berada di kondisi ini hanya dapat diatasi ketika sang aktor 
penengah muncul (policy broker). 

Cobb dan Elder (dalam Suwitri, 2008) mengemukakan bahwa ak-
tor kebijakan merupakan beberapa organisasi atau lembaga yang 
berkumpul dalam suatu komunitas kebijakan yang terdiri dari pe-
merintah, masyarakat termasuk privat. Waarden (dalam Suwitri, 
2008) mengatakan bahwa aktor kebijakan biasanya disebut juga se-
bagai stakeholders. Dalam suatu komunitas kebijakan stakeholders 
saling terhubung melalui sistem nilai dan ketergantungan sumber-
daya satu sama lain. 

Jaringan kebijakan terbentuk dalam setiap tahapan perumusan 
kebijakan. Tahapan perumusan kebijakan terdiri dari empat serang-
kaian tahapan yaitu, tahap identifikasi alternatif, tahap perumusan 
alternatif, tahap pemilihan alternatif dan tahap pengambilan kepu-
tusan. Dalam setiap jaringan alternatif kebijakan akan terbentuk 
suatu komunitas yang di dalamnya terdiri dari beberapa lembaga 
yang sering disebut sebagai subsistem kebijakan. 

B. Konsep Policy Network (Jaringan Kebijakan)

Jaringan kebijakan diperlukan untuk menjawab problem sosial 
yang bersifat kompleks. Konsep Network belakangan ini men-
jadi sebuah konsep yang banyak dibicarakan berbagai pihak, 
baik oleh pemerintah, ilmuan (sosial dan alam), praktisi bisnis, 

maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam ilmu politik, kata “ja-
ringan” sering digunakan baik oleh politisi maupun akademisi un-
tuk menjelaskan pentingnya kehadiran stakeholders dari berbagai 
background dalam membicarakan dan memutuskan sebuah kepu-
tusan politik yang biasa kita kenal dengan istilah kebijakan publik.

Teori jaringan dapat digunakan pada berbagai level aktivitas sep-
erti memformulasi, implementasi kebijakan dan program pelayanan 
publik secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan berbagai sum-
ber daya yang tersedia secara bersama (sharing resourches). Peman-
faatan sumber daya secara bersama-sama hanya dapat ditemukan 
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pada organisasi-organisasi berbasis jaringan. Sifat jaringan ini yang 
memungkinkan terciptanya efektifitas dan efisiensi penggunaan 
sumber daya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi sep-
erti dalam proses perumusan kebijakan (Hidayat, 2019).

Jaringan kebijkan mampu menstimuli penguatan legitimasi ke-
bijakan dan mampu megantisipasi potensi konflik yang akan ter-
jadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan. Jaringan berbeda 
dengan organisasi berdasarkan pada tingkat formalisasi hubungan 
yang dibangunnya dan tipe koordinasinya. Dalam konteks jaringan, 
kekuasaan pusat (power center) tidak menjadi bagian yang utama 
dan pola koordinasi yang terbangun tidak bersifat hirarkis (hierar-
chical authority) melainkan bersifat tawar-menawar dan negosia-
si (horizontal bargaining). Hal ini menegaskan tak ada lagi proses 
pembuatan keputusan yang terpusat (Hidayat, 2019).

Konsep Policy Network (Jaringan Kebijakan) menganalisis hubun-
gan antara jaringan-jaringan kebijakan yang dapat diidentifikasi 
dan hasil-hasil kebijakan yang dibuat, melalui pemahaman susunan 
kelembagaan dari jaringan yang ada, dimana jenis-jenis kebijakan 
berhubungan dengan jenis-jenis jaringan tertentu (Siregar, 2017).

Konsep policy network digunakan untuk mendeskripsikan pola 
hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat 
dalam formulasi kebijakan publik. Ketergantungan antara aktor-ak-
tor dalam network tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka 
untuk memenuhi atau mencapai tujuan secara sendiri-sendiri, me-
lainkan memerlukan sumber daya lain yang dimiliki oleh pihak lain 
di luar dirinya (Tressa, 2018).

Secara sederhana, Policy Networks dapat dirtikan sebagai jarin-
gan aktor dalam formulasi kebijakan publik. Konsep ‘jaringan kebi-
jakan’ menghubungkan kebijakan publik dengan konteks strategis 
dan terlembaganya: jaringan publik, semi-publik, dan aktor swasta 
yang berpartisipasi dalam bidang kebijakan tertentu. Konsep ini baru 
dalam arti bahwa ia menggabungkan wawasan dari ilmu kebijakan, 
yang berfokus pada analisis proses kebijakan publik, dengan ide-ide 
dari ilmu politik dan teori organisasi tentang distribusi kekuasaan 
dan ketergantungan, fitur organisasi, dan hubungan organisasi. 
Sebagai jaringan kebijakan fenomena empiris dapat ditemukan di 
hampir setiap bidang kebijakan (Ramdani, 2019).

Istilah jaringan sering digunakan untuk menggambarkan berb-
agai jenis aktor yang terkait dalam kehidupan politik, sosial atau 
ekonomi. Jaringan mungkin terstruktur tetapi secara longgar masih 
mampu menyebarkan informasi atau terlibat dalam aksi kolektif. 
Kemudian disebutkan lagi, bahwa istilah policy network berkono-
tasi sekelompok aktor, yang masing-masing memiliki minat atau 



“saham” dalam sektor kebijakan yang diberikan dan kemampuan 
untuk membantu menentukan kegagalan atau keberhasilan kebi-
jakan (Ramdani, 2019).

Policy networks digambarkan dalam beberapa kategori. Perta-
ma, didiskripsikan sebagai aktor-aktor, Kedua, keterkaitan diantara 
actor-aktor, ketiga, boundary (batas) (Suwitri, 2008). Teori jaringan 
bisa digunakan dalam atau pada berbagai tingkatan aktivitas seperti 
formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan program-program 
pelayanan publik melalui pendayagunaan sumber daya yang ter-
sedia secara efektif dan efisien. Hanya pada organisasi-organisasi 
yang berbasis jaringan dapat ditemukan pemanfaatan sumber daya 
secara bersama-sama. Sifat jaringan tersebut memungkinkan ter-
wujudnya pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif untuk 
mencapai tujuan organisasi sebagaimana dalam perumusan kebi-
jakan. Jaringan kebijkan dapat mendorong penguatan legalitas ke-
bijakan dan mampu memprediksi potensi konflik yang akan terjadi 
ketika suatu kebijakan telah dirumuskan (Ramdani, 2019).

Satu ciri khas dari teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya 
pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor 
mungkin saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan 
dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial 
skala luas maupun ditingkat yang lebih mikroskopik. Hubungan ini 
berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivi-
tas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai 
kekayaan, kekuasaan, dan informasi. Akibatnya adalah bahwa sistem 
yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu ter-
gantung pada komponen lain.

Wellman (dalam Taufik, 2017) mengatakan bahwa teori jaringan 
bersandar pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis. Prinsip itu 
adalah sebagai berikut: 

1. Pertama, ikatan antara aktor biasanya adalah simetris baik da-
lam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan 
sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan in-
tensitas yang semakin besar atau semakin kecil.

2. Kedua, ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks 
struktur jaringan lebih luas.

3. Ketiga, terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis 
jaringan non-acak. Disatu pihak, jaringan adalah transitif (transi-
tive): bila ada ikatan antara A dan B dan C, ada kemungkinan ada 
ikatan antara A dan C. Di lain pihak, ada keterbatasan tentang 
berapa banyak hubugan yang dapat muncul dan seberapa kuat 
hubungan itu dapat terjadi. Akibatnya adalah ada kemungkinan 

31 Policy Network



32Policy Network

terbentuknya kelompok-kelompok jaringan dengan batas ter-
tentu, yang saling terpisah satu sama lain.

4. Keempat, adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya 
hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara in-
dividu.

5. Kelima, ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah 
sistem jaringan dengan akibat bahwa daya yang terbatas akan 
terdistribusikan secara tak merata.

6. Keenam, sebagai prinsip terakhir, distribusi yang timpang dari 
sumber daya yang terbatas itu dengan bekerjasama. Sedangkan 
kelompok lain bersaing dan memperebutkannya.

Jadi teori jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem 
akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi 
dan konflik.

Rhodes (2015) mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai satu 
dari kumpulan konsep yang berfokus pada hubungan dengan pe-
merintah dan ketergantungan pada aktor-aktor negara maupun 
aktor masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Rhodes menekankan 
bahwa hubungan struktural antara lembaga-lembaga politik se-
bagai elemen penting dalam jaringan kebijakan dari pada hubun-
gan interpersonal antar individu dalam lembaga-lembaga tersebut. 
Kenis dan Schneider (1991) berpendapat bahwa jaringan kebijakan 
merupakan bentuk baru dari pemerintahan ditandai dengan dom-
inasi hubungan informal, desentralisasi, dan horizontal. Jaringan 
kebijakan memberikan kemungkinan komunikasi antara aktor yang 
berbeda secara berkelanjutan. Jaringan dapat terdiri dari organi-
sasi formal, berbagai instansi pemerintah, aktivis lokal dan kelom-
pok-kelompok dukungan internasional.

Sebagai alat analisis kebijakan publik, maka pendekatan Jaringan 
Kebijakan cukup sensitif untuk mengidentifikasi, menganalisis dan 
mengkategorisasi hubungan-hubungan antara aktor pemerintah, 
aktor dari kelompok kepentingan dan kelompok lainnya. Kemudian 
analisis tersebut menghasilkan skema klasifikasi jaringan-jaringan 
secara komparatif, seperti misalmya menempatkannya di dalam se-
buah kontinum jaringan mulai dari jaringan yang paling kuat mem-
bentuk komunitas kebijakan hingga yang paling lemah ikatannya 
yang hanya mengandalkan isu-isu semata. 



Gambar 4. Dialektika Jaringan Kebijakan

Sumber: Siregar (2017)

Gambar 5. Jaringan Kebijakan sebagai Analisis Tingkat Meso

Sumber: Siregar (2017)

Terkait jaringan kebijakan di dalam pelaksanaan program. Persoa-
lan jaringan kebijakan bukanlah hal yang mudah, jaringan kebijakan 
ialah suatu kegiatan yang begitu kompleks yaitu melibatkan banyak 
aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Hal 
ini dapat dipahami bahwa di dalam pelaksanaan atau implementasi 
suatu program atau kebijakan pemerintah sangat diperlukan adan-
ya kerjasama dari semua aktor yang terkait dalam kebijakan atau 
program yang sedang dijalankan. Dalam kata lain, pemerintah ha-
rus mampu membangun jaringan antar aktor demi mencapai tujuan 
dari keberadaan program (Sudirman et al., 2022).
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BAB 3
PENGELOLAAN ZAKAT

A. Konsep Pengelolaan Zakat

Kata zakat secara bahasa dapat diartikan dengan al- tathhir: 
mensucikan, al-nama’: berkembang, al-barakah: keberkah-
an, dan katsrat al-khair: banyak kebaikannya. Penggunaan 
kata zakd yang merupakan bentuk asal dari zakat jika ditu-

jukan untuk seseorang zaka al-rajul berarti orang tersebut banyak 
kebaikannya. Dan jika ditujukan untuk tanaman zakat al-syajarah 
maka berarti tanaman itu tumbuh berkembang dengan baik (Ibn 
Makram, 1990).

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara 
etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), men-
sucikan (atthaharatu) dan berkah (al-barakatu). Sedangkan secara 
terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta 
dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok ter-
tentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Dari perspektif 
sosiologis, bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang 
menerimanya (mustahik). Zakat akan memperkecil kesenjangan 
sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang 
miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan per-
saudaraan (Firmansyah, 2013).

Zakat adalah pembersihan dari membersihkan atau pertumbu-
han dari tumbuh. sedangkan arti zakat dalam syari’at Islam adalah 
sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu 
dengan syarat-syarat tertentu pula. Contoh, seorang Islam yang 
memiliki padi dari hasil sawahnya sebanyak 14 kwintal, wajiblah ia 
memberikan sepersepuluhnya kepada fakir miskin, musafir yang 
terlantar dan sebagainya, padi yang dikeluarkan itulah dinamakan 
zakat. Ibadah zakat ini adalah peraturan agama yang akan memeli-
hara kemerdekaan dan kebebasan bagi perseorangan dalam beker-
ja dan berusaha, dan menjaga hak masyarakat atas perseorangan di 
dalam bentuk pertolongan dan gotong royong.

Zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam 
meredistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat 
muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam kon-
teks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang 
dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, 



dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam 
masyarakat (Hafi & Wiguna, 2016).

Zakat merupakan instrument dalam ekonomi islam yang dapat 
memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang muslim dan 
dapat membangun ekonomi. Dalam awal sejarah islam, zakat ber-
peran sebagai sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan 
sumber pendapatan yang lain seperti ghanimah, kharaj, fai’, jizyah. 
Apabila zakat dikelola secara efektif dan efisien maka dapat ber-
manfaat bagi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan hakn-
ya untuk memenuhi kebutuhan primer. Dalam hal ini, zakat telah 
berhasil menjadi instrumen yang dapat melepaskan masyarakat dari 
kemiskinan dan dapat menjadi solusi pemerataan ekonomi mas-
yarakat miskin serta mendorong pembangunan ekonomi bangsa 
(Suryani & Fitriani, 2022).

Pendapatan utama di Indonesia diperoleh dari pembayaran pa-
jak. Dalam hal ini Indonesia menerapkan kewajiban zakat melalui 
Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan suatu kewa-
jiban untuk mengeluarkan harta oleh umat islam atau badan usaha 
agar diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat dan ses-
uai dengan ketentuan syariat islam. Dalam berzakat, maka terdapat 
suatu harta yang memiliki kewajiban untuk dizakati yaitu, perak, 
emas, uang, surat berharga, pendapatan seseorang dari pekerjaan 
apapun yang mencapai nisab (Suryani & Fitriani, 2022).

Kementerian Agama RI melalui www.kemenag.go.id menjelaskan 
zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan 
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasar 
dari pengertian Kementerian Agama RI diatas, bahwa zakat ternyata 
tidak hanya berlaku pada individu namun juga melekat kewajibann-
ya terhadap badan/lembaga/institusi. Disamping itu para Ulama se-
karang harus mulai mengkonsep dan mengembangkan pada zakat 
lembaga atau institusi (Sundari, 2018).

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat fundamental. Zakat 
berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan, ekonomi, dan sosial. 
Pada aspek ketuhanan dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur’an 
yang menyebutkan masalah kewajiban zakat disandingkan dengan 
kewajiban shalat secara bersamaan. Oleh karena itu, Indonesia tel-
ah mengodifikasi hukum dalam pengaturan zakat yaitu UU No. 38 
tahun 1999 yang kemudian diubah dalam UU No. 23 tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini dibuat untuk men-
goptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerata-
an ekonomi dan pembangunan. Pada aspek keadilan sosial, perin-
tah zakat merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan 
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dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masyarakat 
(Susilowati & Setyorini, 2018).

Zakat diharapkan mampu meminimalisasi kesenjangan sosial. 
Selain itu, zakat diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian 
masyarakat. Zakat memiliki dua dimensi manfaat yaitu sebagai up-
aya ibadah kepada Allah SWT dan sebagai upaya kepedulian sosial 
dengan sesama manusia. Dengan demikian, optimalisasi distribusi 
dana zakat secara profesional akan memberikan dampak yang lebih 
baik dalam upaya pendistribusian kekayaan. Optimalisasi distribu-
si dana zakat hingga saat ini masih sangat terbatas karena keter-
batasan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang zakat.

Membayar zakat merupakan wujud pelaksanaan ibadah guna 
menghindarkan diri dari kekufuran sekaligus untuk mengeliminir 
munculnya sifat iri dan dengki ketika si miskin melihat kelompok 
masyarakat kaya. Sejumlah penelitian juga telah menjelaskan adan-
ya korelasi zakat dan keadilan sosial yaitu mendeskripsikan Islam 
mensyariatkan zakat dengan tujuan meratakan jaminan sosial 
(keadilan sosial). Karena zakat adalah dana yang dipungut dari si 
kaya untuk diberikan kepada si miskin. Jadi tujuan zakat sangat jelas 
untuk mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikan 
rupa sehingga tidak seorang pun umat Islam yang tinggal dalam 
keadaan miskin dan menderita (Nafi’ah, 2021).

Oleh karenanya apabila ketaatan membayar zakat ini ber-
langsung komperehensif maka zakat akan dapat menjadi potensi 
ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya 
sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan umat. Bah-
kan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung 
program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi yang 
dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu: 
1. Hanafy mendefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari 

harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan 
Allah swt. (Ridwan, 1997). 

2. Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan bagian tertentu 
dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab bagi orang 
yang telah haul, dan bukan merupakan barang tambang dan 
pertanian (al-Zuhaili, 1997).

3. Syafi’i mendefinisikannya dengan sesuatu yang dikeluarkan dari 
harta atau jiwa dengan cara tertentu (Anshary).

4. Hambali mendefinisikannya dengan hak wajib pada harta ter-
tentu yang ditujukan untuk kelompok orang tertentu pada wak-
tu yang tertentu pula (Ridwan, 1997).



Dari definisi ulama mazhab tersebut, walaupun dikemukakan 
dengan redaksi yang berbeda namun kandungannya sama. Hanya 
saja Hanafi, Maliki, dan Hambali mencakup pengertian kepada zakat 
mal saja sedangkan Syafi’i mencakup zakat mal dan zakat fitrah. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Zakat didefinisikan 
dengan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam definisi 
ini, bukan hanya harta yang bersifat pribadi yang wajib dizakati, tapi 
juga harta kelompok umat Islam seperti perusahaan, dan lembaga 
lain (UU Departemen Agama RI. Nomor 38 Tahun 1999). 

B. Peran Zakat dalam Islam

Salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada 
manusia selain shalat adalah perintah berzakat, dan amar 
berzakat telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke 
Kota Madinah al-Munawwarah (Ash-Shiddiqy, 1999). Hanya 

saja zakat mulai diwajibkan tahun kedua Hijriyah bertepatan dengan 
perhitungan 623 Masehi. Perintah berzakat sejak diwajibkan oleh 
Rasul tetap dikerjakan dan diteruskan oleh parasahabat, khalifah 
dan para sultan diberbagai belahan negeri Muslim dan masih diker-
jakan hingga saat ini. Dalam berbagai hadits Nabi SAW diungkapkan 
bahwa zakat merupakan ma’lum min al-din bi al-darurah. Di dalam 
al- Qur’an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan 
kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk 
kata (Qardhawi, 1999).

Urgennya posisi zakat dalam Islam, sehingga zakat merupakan 
salah satu kewajiban prioritas umat Islam, dan masuk dalam rukun 
Islam yang keempat. Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan 
umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghi-
langkan kesenjangan sosial (Rusli, 2005). Dalam al-Quran terdapat 
32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan mengunakan istilah yang 
merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. 
Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempu-
nyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Is-
lam (Qadir, 2001).

Selain itu, pentingnya eksistensi zakat dalam implementasinya 
terhadap ajaran Islam, tentunya sudah banyak perjuangan menega-
kkan zakat sejak zaman Nabi hingga sahabat. Pada masa Rasulul-
lah SAW, Khalifah Abu Bakar ibn Khattab dan Umar ibn Affan, zakat 
di kelola oleh negara, bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar 
ibn Khattab dilakukan penyerangan terhadap penentang pembayar 
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zakat. Kemudian seiring perkembangan wilayah Islam diberlakukan 
sistem pajak yang disebut dengan jizyah yang pada mulanya hanya 
diberlakukan kepada kalangan non muslim atas jaminan yang mer-
eka terima dari negara (Mhd. Ali, 2006).

Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab terjadi tatkala pasukan 
muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas 
saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan 
harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. 
Tanah−tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan 
menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan 
dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setem-
pat. Konsekuensinya, penduduk diwilayah Irak tersebut diwajibkan 
membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah me-
meluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pa-
jak bagi kaum muslimin di luar zakat. 

Dari dulu hingga saat ini, keberadaan zakat diyakini sebagai in-
strumen yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Namun de-
mikian ternyata masalah keterbelakangan, kemiskinan, kualitas kes-
ehatan yang tidak baik, gizi buruk yang terjadi pada sebagian umat 
Islam sampai hari ini belum dapat teratasi dengan zakat meskipun 
ada kewajiban dan keterlibatan negara dalam mengurus dan men-
gelolanya. Hal tersebut perlu mencontoh perilaku Nabi dan para 
sahabat-sahabat. Anggapan yang menurut sebagian mereka tidak 
cukup membayar zakat tap juga giat dalam berinfak dan sadaqah. 
Dengan melaksanakan tiga perintah, baik perintah zakat, infaq dan 
sadaqah dan ini dapat menjadi jurus untuk mengurang kemiskinan 
seperti halnya yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz yang mampu 
menjadikan rakyat menjadi adil dan sejahtera sehingga tidak ada 
yang menjadi mustahik karena semua telah menjadi muzakki dalam 
waktu tiga puluh bulan (Arifin, 2011).

Sebagai bentuk peran zakat khususnya di Negara Indonesia, di 
tengah permasalahan ekonomi yang kurang sehat, zakat, infaq dan 
sadaqah muncul menjadi instrumen dalam pembangunan ekonomi 
dan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan umat didesa mau-
pun di kota. Zakat memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan 
dengan sistem instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada 
(Mayang Sari, 2010). Sayangnya sistem pengumpulan zakat di Indo-
nesia secara global masih belum berjalan apa yang menjadi harapan 
umat dan hal ini dapat terlihat dari besarnya potensi dana zakat 
yang dimiliki oleh bangsa ini yang memiliki potensi Muslim terbesar 
nomor satu di dunia yang berkisar 207 juta pemeluk Islam. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan direktur pemberdayaan zakat Kementeri-
an Agama RI Jaja Jailani yang mengatakan bahwa potensi dari dana 



zakat Indonesia yang menurut penelitian IPB dan BAZNAS menca-
pai 217 triliun, namun pengumpulan zakat di lapangan hanya men-
capai 2,8 triliun. 

Sebagaimana lumrahnya, Indonesia sebagai negara yang ber-
penduduk mayoritas Islam memiliki potensi yang besar dari segi 
penerimaan pajak melalui zakat. Seperti diketahui penerimaan neg-
ara didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak, setelah sekian 
lama diperankan oleh minyak dan gas. Peranan minyak dan gas tidak 
dapat terus diharapkan sebagai sumber utama penerimaan negara 
karena keberadaannya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, 
membuat pemerintah harus mencari alternatif lain yang menggali 
sumber penerimaan, salah satunya melalui pajak. 

Zakat merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset 
dan kekayaan ummat. Melalui zakat diharapkan sumber-sumber 
ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, 
tapi juga terdistribusikan kepada para fakir miskin, sehingga mer-
eka juga ikut merasakan nikmatnya. Dalam Islam, zakat merupakan 
rukun agama, sedangkan dalam perekonomian, zakat merupakan 
sarana terpenting dalam distribusi kesejahteraan. Sedangkan Pa-
jak punya konsep tersendiri, ia diatur oleh negara, bukan agama. 
Aturan-aturan yang ada dipajak bersifat berubah-ubah disesuaikan 
sepanjang kebutuhan. 

C. Kewajiban Zakat

Zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim 
melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu dan zakat 
merupakan ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu 
sebagaimana yang dijelaskan di dalam Alquran, Hadis dan 

Ijma. 
Zakat bukanlah syariat baru yang hanya terdapat pada syariat 

nabi Muhammad saw, akan tetapi zakat merupakan bahagian dari 
syariat yang dibawa oleh para Rasul terdahulu sebagai rangkaian 
dari ibadah fardhu lainnya. Hal tersebut dialami pada masa nabi 
Ibrahim, nabi Ismail, Nabi Isa dan pada masa Rasulullah zakat itu 
disempurnakan dari segi pemasukan dan penyaluran serta bebera-
pa bagian yang harus dikeluarkan (Sabiq, 1977).

Ada yang menjadi perbedaan pelaksanaan zakat pada masa na-
bi-nabi sebelum nabi Muhammad saw dan pada masa nabi Mu-
hammad saw, yaitu pada masa nabi-nabi sebelum Muhammad saw, 
zakat sifatnya hanya menjadi sunnah, sedangkan pada masa nabi 
Muhammmad saw zakat itu menjadi suatu kewajiban bagi mereka 
yang telah memenuhi bebarapa syarat yang telah ditentukan dalam 
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syar’i. 
Penentuan permulaan wajib zakat di dalam Islam, ada dua 

pendapat yang berbeda dari ulama. Pendapat pertama, menga-
takan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun ke-2 sesudah Rasu-
lullah hijrah ke Madinah. Ulama yang berpendapat demikian dian-
taranya adalah Muhammad Ridha dan Abdul Wahab Khallaf dengan 
alasan-alasan sebagai berikut: 
1. Sebelum hijrah ke Madinah, para ulama sepakat bahwa tidak 

pernah ada suatu yang harus dilakukan oleh para hartawan 
muslim dan tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah seperti ke-
wajiban shalat. 

2. Adapun infaq yang dilakukan oleh dermawan muslim kepada 
orang-orang muslim yang membutuhkannya sejak permulaan 
da’wah Islam tidak ada keterangan, bahwa infak adalah zakat 
wajib, melainkan atas kerelaan hati kaum muslimin, sehingga 
waktu dan jumlahnya terserah kepada mereka. 

Adapun pendapat kedua menyatakan, bahwa zakat itu diwajib-
kan bersamaan dengan perintah kewajiban shalat, ketika nabi Nabi 
Muhammad saw berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. 
Ulama yang berpendapat demikian adalah Sayyid Sabiq dan Hasbi 
Ash-Shiddiq dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: 
1. Ayat-ayat perintah zakat pada umumnya adalah beriringan den-

gan perintah shalat, baik ayat-ayat yang menerangkan zakat itu 
pada syariat Rasul-rasul sebelum Islam, maupun dalam syariat 
Islam semuanya mengandung perintah langsung. 

2. Di antara sekian banyak ayat-ayat perintah zakat yang beririn-
gan dengan ayat perintah shalat, terdapat ayat Makkiyah. Ini 
satu dalil, bahwa zakat diwajibkan di Makkah sebelum hijrah 
ke Madinah. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat dalam surah 
al-Mukmin ayat 4 yang terjemahnya “Dan orang-orang yang 
menunaikan zakat”. 

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan, bahwa 
ulama berpendapat bahwa yang dimaksud zakat di sini adalah zakat 
harta, padahal ayat ini turun di Makkah. Sedangkan zakat diwajib-
kan di Madinah hanyalah penegasan jenis harta yang wajib dizakati, 
nishab dan kadar zakatnya. Jadi jelaslah bahwa zakat itu secara mut-
lak diwajibkan di Madinah (Ibnu Katsir). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai sejarah diwa-
jibkannya zakat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari 
kedua pendapat ulama tersebut, yaitu:
1. Zakat diwajibkan di Makkah bersamaan dengan shalat fardhu 



sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, hanya waktu itu belum 
ada penegasan secara terinci tentang harta yang wajib dizakati 
dan belum ada ketentuan kadar zakat yang ditentukan. 

2. Adapun pendapat yang mengatakan zakat diwajibkan pada 
tahun ke-2 Hijriyah, maka yang dimaksudkan itu bukan secara 
mutlak, akan tetapi barulah pada tahun itu syarat penetapan 
harta-harta yang wajib dizakati dan kadar zakatnya masing-mas-
ing secara terinci. Orang-orang yang menerima zakat waktu itu 
hanya terbatas pada dua golongan saja yaitu fakir dan miskin, 
hal tersebut berjalan sampai tahun ke-9 Hijriyah. 

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan, di mana dalam hal 
ini zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam atau sebagai salah 
satu rukun Islam. Perintah untuk mendirikan shalat dalam kitab suci 
Alquran tidak pernah terpisahkan, melainkan selalu diikuti dengan 
zakat dengan tekanan yang sama. 

Berdasarkan dengan pengakuan keimanan seseorang yang men-
yatakan dirinya beriman, haruslah mendirikan shalat dan menun-
aikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan ses-
eorang kepada Allah, orang yang menyatakan keimanannya hanya 
dalam kata saja, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat 
dikategorikan sebagai muslim sejati, dikarenakan tidak adanya per-
buatan yang membuktikan keimanannnya. 

D. Syarat-syarat Wajib Zakat

Menurut Muin (2020) dalam bukunya “Manajemen Pengelo-
laan Zakat”, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
para wajib zakat menurut jumhur ulama adalah: 

1. Merdeka 
Dalam hal ini, menurut kesepakatan ulama bahwa zakat itu 

tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mem-
punyai hak milik. Madzhab Maliki berpendapat, bahwa tidak ada 
kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik 
atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, 
karena harta milik hamba sahaya itu pada dasarnya tidak sem-
purna, sedangkan zakat itu pada hakikatnya hanya diwajibkan 
pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba 
sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya (al-Zuhaili, 
1997).

2. Islam
Menurut Ijma, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena 

zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang 
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kafir bukan orang yang suci. Madzhab Syafi’i berbeda dengan 
madzhab- madzhab lainnya, yang mewajibkan orang murtad 
untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum riddahnya terja-
di, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seo-
rang muslim. Riddah menurut madzhab ini, tidak menggugurkan 
kewajiban zakat, sebab orang yang murtad sama dengan kafir. 
Adapun harta yang dimiliki sewaktu riddah berlansung, menurut 
pendapat Syafi’i yang paling shahih, hukumnya adalah bergan-
tung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali 
ke dalam agama Islam, sedangkan hartanya (yang di dapatkan 
sewaktu riddahnya masih ada )zakat wajib atasnya, akan tetapi 
jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluar-
kan zakat. 

3. Baligh dan Berakal 
Kedua hal tersebut (baligh dan berakal) dianggap sebagai 

syarat oleh madzhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib 
diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya ti-
dak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan 
ibadah. 
Adapun menurut jumhur ulama, bahwa kedua syarat tersebut 

bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat juga wajib dikeluar-
kan dari harta anak kecil dan orang gila, di mana ia dikeluarkan oleh 
walinya. Lagi pula zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang 
yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir 
dan miskin. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang 
berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mer-
eka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kera-
bat-kerabat mereka. 

Pendapat ini, menurut penulis lebih baik, sebab di dalamnya ter-
kandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang 
fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menyucikan jiwa, serta melatih 
sikap untuk suka menolong dan dermawan. 
4. Harta Yang Dikeluarkan Adalah Harta Yang Wajib Dizakati 

Adapun jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati menurut 
Ibnu Rusyd adalah: 
1. Dari barang tambang. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu 

emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan. 
2. Dari binatang yang sengaja diternakkan, dalam hal ini ada 

tiga macam ternak, yaitu; unta, lembu, dan kambing. 
3. Dari biji-bijian, yaitu gandum dan syar’i. 
4. Dari buah-buahan, ada dua macam yaitu korma dan anggur 

kering (kismis). 
Harta benda yang selain disebutkan di atas, diperselisihkan 



apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan 
zakatnya antara lain adalah; buah-buahan dan biji-bijian yang 
selain disebutkan di atas, madu, perusahaan dan pendapatannya, 
surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan 
ikan dan harta karun. 

Menurut jumhur ulama, bahwa harta yang dizakati itu disyaratkan 
produktif, yakni berkembang, sebab salah satu makna zakat adalah 
berkembang dan produktifitas. Yang dimaksud berkembang di sini 
adalah bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, 
maksud berkembang di sini adalah bahwa harta tersebut disiapkan 
untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan, maupun diternak-
kan kalau dia hewan ternak. 

Syarat harta yang wajib dizakati adalah:
1. Harta yang Dizakati telah Mencapai Nisab 

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara sebagai 
tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang me-
wajibkannya. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh bahwa 
nishab emas adalah 20 mitsqal, kalau menurut ukuran seka-
rang kira-kira sekitar 100 gram, karena 1 mitsqal adalah 5 gram. 
Kemudian Nishab perak adalah 200 dirham yang seharga dengan 
20 mitsqal. Adapun nishab kambing adalah 40 ekor, nishab sapi 
adalah 30 ekor, dan nishab unta adalah 5 ekor (Zahrah, 1995).

2. Harta yang Dizakati adalah Milik Penuh
Para fuqaha dalam hal ini berbeda pendapat mengenai ten-

tang apa yang dimaksud dengan milik penuh atas harta milik. 
Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah 
berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengelu-
arannya berada di tangan seseorang, ataukah harta yang dimiliki 
secara asli. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang yang 
dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. 
Dengan demikian seorang tuan tidak wajib mengeluarkan zakat 
dari harta hamba sahayanya yang akan menebus dirinya, karena 
dia belum memiliki harta itu. Begitu juga halnya dengan harta 
waqaf, tidak wajib dizakati, karena menurut pendapat yang pal-
ing shahih, harta wakaf adalah milik Allah SWT. 

3. Kepemilikan Harta telah Sampai Setahun, menurut Hitungan 
    Qamariyah. 

Menurut madzhab Syafi’i, bahwa masa haul menjadi syarat 
dalam zakat uang, perdagangan, dan binatang ternak. Masa 
setahun yang sempurna yang berturut-turut juga menjadi 
syarat dalam zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah 
mencapai nishab berkurang pada masa perjalanan setahun, 
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kendatipun sebentar, maka tidak wajib zakat baginya. 
Atas dasar ini, apabila harta yang telah dimiliki itu berkurang 

pada masa setahun, baik dengan proses tukar-menukar, atau 
yang lainnya seperti jual-beli dan hibah, maka masa haulnya dim-
ulai lagi, karena pemilikan terhadap harta tersebut mengalami 
perubahan. Dan untuk menghitung haulnya tersebut, harta tadi 
tidak boleh digabung dengan harta yang telah dimiliki sebelum-
nya. 

4. Harta tersebut Bukan Merupakan Harta Hasil Utang.
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan 

dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang 
karena Allah, seperti zakat dan pajak bumi, maupun utang un-
tuk manusia, kendatipun utang tersebut disertai dengan jami-
nan, karena kapan pun pemberi utang yang mendapat jaminan 
berhak mengambil hartanya dari pengutang (pemberi jaminan) 
atau merupakan utang yang ditangguhkan atau utang tersebut 
berupa mahar yang ditangguhkan dari seorang istri yang akan 
dicerai atau bahkan utang tersebut merupakan nafkah yang mes-
ti diputuskan oleh kadi atau perasaan saling merelakan.

Adapun utang yang tidak berkaitan dengan hak para hamba, 
seperti utang nazar, kafarat dan haji tidak mencegah kewajiban 
zakat. Begitu juga, utang tidak mencegah kewajiban sepersepu-
luh (untuk tanaman dan buah-buahan), kewajiban, pajak, kafarat. 
Maksudnya ialah bahwa utang tidak mencegah kewajiban kafarat 
harta. Demikian menurut pendapat yang paling shahih. 

Menurut madzhab Hanbali, bahwa utang mencegah kewajiban 
zakat untuk harta-harta yang tak terlihat (emas, perak, uang, dan 
barang-barang dagangan). Pendapat ini berdasarkan pernyataan 
Utsman bin Affan berikut : “Bulan ini adalah bulan dikeluarkan-
nya zakat kalian. Dengan demikian barang siapa memiliki utang 
lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakat kalian. Dalam se-
buah riwayat yang lain disebutkan sebagai berikut: “Barang siapa 
memiliki utang, hendaknya dia melunasi utangnya dan mening-
galkan sisa hartanya”. Pernyataan ini dikemukakan oleh Utsman 
bin Affan di depan para sahabat dan tidak di sangkal oleh mere-
ka. Oleh karena itu, pernyataan Utsman bin Affan itu menunjuk-
kan bahwa para sahabat menyepakati hal tersebut. 

5. Harta yang Akan Dizakati Melebihi Kebutuhan Pokok 
Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati 

terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Ibnu malik menafsirkan 
bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang 
secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, 
tempat tinggal, pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh 



dari panas dan dingin dan pelunasan utang. Orang yang memiliki 
utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang 
telah sampai nishab.

Apabila seseorang mempunyai beberapa dirham yang ber-
hak dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok di atas, 
dirham-dirham tadi dipandang tidak ada. Sama halnya,air yang 
harus diberikan kepada seseorang yang haus, dipandang tidak 
ada. Oleh karena itu, orang yang memberikan air tadi boleh ber-
tayamum. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat ada dua, yaitu: 

1. Niat
Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupa-

kan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu ia memerlukan 
adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan 
sunnat. 

Menurut madzhab Syafi’i niat itu wajib dilakukan di dalam 
hati. Ia tidak diisyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Niat 
juga sudah dipandang shahih, ketika ia dilakukan setelah harta 
itu dilepaskan ataukah mendahulukan niat sebelum harta diser-
ahkan juga dipandang shahih. 

2. Adanya tamlik (memindahkan harta kepada pemiliknya) 
Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat. Tamlik terse-

but adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq. Dengan 
demikian seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada mus-
tahiq kecuali dengan jalan tamlik (al-Zuhaily).

E. Prinsip-Prinsip Zakat 

Menurut M. A. Mannan (1997) dalam bukunya “Teori dan Prak-
tek Ekonomi Islam”, menyatakan bahwa zakat itu mempu-
nyai beberapa prinsip, yaitu: 

Prinsip keyakinan keagamaan,  menyatakan bahwa orang yang 
membayar zakat merasa yakin bahwa pembayaran tersebut mer-
upakan salah satu manifestasi keyakinan keagamaannya, sehingga 
kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, maka 
ia belum merasa sempurna keimanannya.

Prinsip pemerataan dan keadilan,  hal tersebut cukup jelas meng-
gambarkan bahwasanya tujuan zakat yaitu membagi lebih adil 
kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umatnya.

Prinsip produktifitas dan kematangan,  hal tersebut menekankan 
bahwa zakat telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (pro-
duksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu 
satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil hasil 
tertentu.
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Prinsip nalar dan kebebasan,  hal tersebut menjelaskan bahwa 
zakat hanya dapat dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasma-
ni serta rohaninya, yang merasa tanggung jawab untuk membayar 
zakat guna kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang 
yang sedang sakit jiwa dan sedang dihukum.

Prinsip etik dan kewajaran,  menyatakan bahwa zakat tidak akan 
diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang 
ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, jika akibat dari pe-
mungutan tersebut membuat orang yang membayarnya akan men-
derita.

F. Tujuan dan Hikmah Zakat 

1. Tujuan Zakat 
Adapun yang dimaksud tujuan zakat, dalam hal ini adalah 

sasaran praktisnya. Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat, 
yaitu dari pihak para wajib zakat (muzakkiy), pihak penerima zakat 
(mustahiq) dan dari kepentingan masyarakat (sosial). 

Tujuan zakat bagi pihak wajib zakat (muzakkiy) dalam hal ini 
adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan 
sejenisnya, selain itu juga melatih jiwa untuk bersikap terpuji, sep-
erti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati bathin dari sikap ber-
lebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu 
sendiri. Selain itu juga menumbuhkan sikap kasih sayang kepada 
sesama, membersihkan nilai harta itu dari unsur noda dan cacat, 
dan melatih diri agar menjadi pemurah serta menumbuh kem-
bangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya. 

Adapun tujuan zakat bagi penerima zakat (mustahiq) adalah 
untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer 
sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan 
kebencian yang sering menyelimuti hati mereka apabila melihat 
orang kaya yang bakhil. Selain itu akan muncul dalam hati mereka 
rasa simpatik, hormat sera rasa tanggung jawab untuk ikut men-
gamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan 
harta orang-orang kaya yang pemurah. 

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, 
antara lain adalah bahwa zakat itu bernilai ekonomik, merealisa-
si fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk agama Allah dan 
mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umum-
nya. 

Lebih luas lagi Wahbah (1984) menguraikan tujuan zakat bagi 
kepentingan masyarakat, sebagai berikut: 
1. Menggalang jiwa dan semangat menunjang solidaritas sosial 



di kalangan masyarakat muslim. 
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial 

ekonomi dalam masyarakat. 
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat 

berbagai bencana alam dan lain sebagainya. 
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, 

persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam mas-
yarakat. 

5. Menyediakan suatu dana khusus untuk menanggulangi biaya 
hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para 
tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-
orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk 
itu (Wahbah, 1984). 

Dari bebarapa uraian mengenai zakat tersebut di atas, maka 
dapat kami simpulkan bahwa tujuan zakat itu pada dasarnya adalah 
menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil 
dan seksama, sehingga si kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang 
miskin semakin miskin. Di samping itu zakat juga bertujuan untuk 
mensucikan jiwa seseorang dari sifat kikir dan bakhil, mengembang-
kan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorrang, terutama bagi 
mereka yang mempunyai harta, mendidik manusia untuk berdisiplin 
menunaikan kewajiban zakat dan menyerahkan hak orang lain yang 
ada pada dirinya, dan juga mengangkat derajat fakir miskin serta 
membantunya untuk keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan 
yang dialami. 

2. Hikmah Zakat 
Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan iba-

dah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi 
pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Adapun yang di-
maksud dengan hikmah zakat dalam hal ini adalah makna yang 
bersifat rohaniah dan filosofis yang mengandung manfaat. 

Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimilogis bermakna 
bersih, tumbuh dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntun-
gan bagi pelakunya, meskipun secara tematik dan kuantitatif akan 
berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan. 

Dengan mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan, 
kan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu men-
gapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat 
ditujukan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat (mu-
zakki) dan penerima zakat (mustahiq). 

Dengan memahami hikmahnya, pihak muzakki akan mera-
sakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam 
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menunaikan kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat 
dicintainya. Secara tidak lansung seseorang yang telah menge-
luarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan prefentif bagi 
terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi 
oleh kemiskinan dan ketidak adilan (Qadir, 1998).
Al-Zuhaili (1997) mencatat 4 hikmah zakat, yaitu: 
1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang 

yang jahat. 
2. Membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuh-

kan. 
3. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta mem-

biasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan keder-
mawanan. 

4. Mensyukuri nikmat Allah swt. berupa harta benda 
(al-Zuhaili).

Sedangkan Didin Hafidhuddin mencatat ada 5 hikmah dan 
manfaat zakat yaitu : 
1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri 

nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kema-
nusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan ma-
terealistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mem-
bersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 

2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfung-
si untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir 
miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, 
sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya den-
gan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari 
bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki 
dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika 
mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup 
banyak. 

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang 
berkecukupan hodupnya dan para mujahid yang seluruh wak-
tunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt yang karena 
kesibukannnya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempa-
tan untuk berusaha dan beriktiar guna memenuhi nafkah diri 
dan keluarganya. 

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana 
maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sa-
rana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi 
sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manu-
sia muslim. 



5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat 
itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi 
mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang 
diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan 
Allah swt. (Hafidhuddin, 2004)
Hasbi Ash-Shiddiq, membagi rahasia dan hikmah zakat atas 

empat sisi, yaitu hikmah bagi pihak wajib zakat (muzakkiy), pihak 
penerima zakat (mustahiq), gabungan antara keduanya, dan hik-
mah rahasia yang khusus dari Allah swt. 

Dari empat aspek di atas dapat disimpulkan, bahwa hikmah 
dan rahasia yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah pe-
mantapan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan hori-
zontal dengan sesama manusia secara simultan. 

Pemantapan hubungan vertikal dengan Allah melalui penuna-
ian zakat merupakan suatu kewajiban bidang harta. Kewajiban ini 
hampir sama dengan syariat berqurban, dalam hal ini dituntut suatu 
kepatuhan dan kerelaan untuk mengurbankan atau mengeluarkan 
sebagian reski yang diberikan oleh Allah. Kepatuhan inilah yang 
merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari 
keridhaannya semata-mata. Dengan kepatuhan ini akan memberi 
pengaruh yang mendalam bagi peningkatan keimanan dan ketak-
waan seseorang kepada Allah, jiwanya semakin bersih dari sifat-sifat 
tercela, hartanya menjadi bersih dan ia betul-betul telah meyakini 
bahwa kepunyaan mutlak atas harta adalah Allah swt. 

Kemudian dalam kitab Hikmah al-Tasyri wa Falsafah, Ali Ahmad 
al-Jurjani mengatakan, bahwa hikmah zakat adalah sebagai berikut : 
1. Menolong orang yang lemah dan membantu orang yang ter-

aniaya serta menguatkannya untuk dapat melaksanakan ke-
wajiban-kewajibannya, baik yang berkaitan dengan tauhid, 
ibadah dan sarana untuk melaksanakan kewajiban tersebut. 

2. Membersihkan jiwa pemberi zakat dari dosa dan mensucikan 
akhlaknya dengan sifat dermawan dan mulia serta meninggal-
kan rasa kikir. 

3. Allah swt telah memberikan kenikmatan kepada orang kaya 
dan memberikan keutamaan dengan berbagai macam kenik-
matan dan harta yang lebih dari kebutuhan aslinya, sehingga 
mereka bisa merasakan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, 
mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal 
maupun syara’. Pemberian zakat kepada fakir adalah termasuk 
dalam syukur nikmat tersebut (al-Jurjani, 1994).
Wahbah dkk. (1984) membagi juga hikmah zakat atas empat 

sisi, yaitu dari segi kepentingan orang-orang kaya sebagai mu-
zakkiy, dari segi eksistensi harta benda itu sendiri, dari kepentin-
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gan kaum fakir miskin yang berhak atas zakat itu, serta dari pihak 
masyarakat pada umumnya. 

Dari kepentingan pihak orang kaya hikmah yang terkandung 
di dalamnya adalah memantapkan hubungan dengan Allah, di 
samping meningkatkan hubungannya dengan sesama manusia 
dan sebagian untuk memberikan jaminan keselamatan harta ben-
da dan kekayaannnya dari kemungkinan hilang atau binasa. 

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati itu sendiri, 
zakat memberi jaminan akan membentengi harta kekayaan itu 
dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari 
kekotoran dan subhat. 

Adapun hikmah yang langsung dan nyata dirasakan oleh fa-
kir miskin adalah bahwa zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya 
untuk mereka merupakan bukti nyata wujud cinta kasih orang- 
orang kaya. Dengan demikian pihak fakir miskin menyadari dan 
akan membalasnya dengan sikap cinta kasih atas kebaikan hati 
mereka serta mendoakan kebaikan bagi mereka sehingga harta 
kekayaannnya semakin bertambah dan penuh keberkatan. 

Adapun hikmah yang berhubungan dengan kepentingan mas-
yarakat adalah dengan zakat yang berasal dari orang-orang kaya 
itu, maka berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan 
dan berbagai penyakit sosial lainnya dapat ditanggulangi. 

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ula-
ma, maka dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek diniyyah, 
aspek khuluqiyyah, dan aspek ijtimaiyyah. 
a. Faidah dinniyah (segi agama)
1. Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek dinniyah 

ini adalah: 
Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari 
rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada 
kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.

2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekat-
kan diri) kepada Tuhannya, akan menambah keimanan kare-
na keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.

3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berli-
pat ganda, sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT dalam QS. 
Al-baqarah ayat 261: Terjemahnya: 

“Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan 
Allah adalah sama dengan orang yang menanam sebutir 
benih, dimana tiap benih tumbuh tujuh bulir, tiap bulir tum-
buh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi sia-
pa yang dikehendaki . Dan Allah Maha Luas kurnia-Nya lagi 
Maha Mengethui”.  



b. Faidah Khuluqiyah (segi akhlak)
Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyah 
ini adalah: 
1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapan-

gan dada kepada pribadi pembayar zakat. 
2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (be-

las kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak pu-
nya. 

3. Merupakan realita, bahwa dengan menyumbangkan se-
suatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga 
bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan melu-
askan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang 
dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 

4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 

c. Faidah Ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan)
Di antara hikmah zakat apabila di tinjau dari aspek ijtimaiyyah 
ini adalah; 
1. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam me-

menuhi hajat hidup fakir miskin yang merupakan kelom-
pok mayoritas sebagian besar negara di dunia. 

2.  Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan 
mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam 
kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin 
fi sabilillah. 

3. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan 
rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin, karena 
masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan 
permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat 
ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk se-
suatu yang tidak bermanfaat. Apabila harta yang demikian 
melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemi-
skinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih 
antara si kaya dan si miskin. 

4. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya 
dan yang jelas berkahnya akan melimpah. 

5. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta ben-
da, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya 
akan meluas lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. 

Dari beberapa uraian mengenai hikmah zakat, dapat kita simpul-
kan bahwa hikmah zakat itu memberi keuntungan kepada semua 
pihak, jika dilihat dari segi pengaruhnya. Di mana bagi orang miskin, 
dengan dana zakat itu akan mendorong dan memberi kesempatan 
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untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya akan 
berubah dari golongan penerima menjadi golongan pemberi zakat. 
Dan bagi orang kaya sendiri akan memperoleh kesempatan untuk 
menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban 
agama dan ibadah kepada Allah dan juga memperoleh kesempatan 
mengembangkan kekayaannya melalui zakat. Dan tak kalah pent-
ingnya adalah dapat mengembangkan jati diri dan fitrah manusia 
sebagai makhluk sosial. 

G. Strategi Pengumpulan Zakat

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya 
pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. 
Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan 
yang lain. Zakat harus memiliki mekanisme dan sistem kon-

trol yang jelas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan lembaga terkait. 
Dengan adanya kewajiban membayar zakat maka orang yang mem-
bayar zakat tidak akan pernah habis dan menjadi amal ibadah bagi 
yang membayarnya (Pangiuk, 2020). 

Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgan-
dakan harta masyarakat. Ini dimungkinkan karena zakat dapat 
meningkatkan permintaan dan penawaran juga untuk diusahakan 
dan dialirkan sebagai investasi sektor riil yang pada akhirnya zakat 
berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar di-
dayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah 
pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang 
berhak menerima zakat secara tepat (Maghfiroh, 2007).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Didin Hafidhuddin, bah-
wa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, 
amanah, dan bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang me-
madai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk menge-
lola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan 
mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang 
transparan (Hafidhuddin, 2008).

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorgan-
sasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendis-
tribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan 
oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorgani-
sasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat 
dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengam-
bil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzaki. 



Memperhatikan pentingnya dalam pengelolaan zakat, maka dib-
utuhkan strategi yang jitu. Manajemen strategi itu sendiri adalah 
serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh 
manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran 
suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi terse-
but (Siagian, 1995).

Strategi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah harus secara 
terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan 
jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah secara 
ikhlas selaras dengan Firman Allah yang artinya: 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 
yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepada-Nya- lah kamu dikembalikan” (QS. al-Baqarah: 234). 

Dalil di atas secara subjektif menjelaskan bahwa dalam hal peng-
umpulan zakat, harus dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata 
mengharap ridha Allah. Selain itu, pengumpulan zakat juga sebai-
knya dilakukan dengan mekanisme yang baik yang tidak ada un-
sur merugikan siapapun. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi yang 
matang agar proses pengumpulan bisa tepat dan bermanfaat. 

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, terdapat beberapa tahap 
dalam startegi pengumpulan Zakat, Infaq maupun Shadaqah, yaitu: 

a. Penentuan segmen dan target muzakki 
Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk 

memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil 
tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa 
mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat 
dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi 
menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pen-
didikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan 
karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman 
tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses trans-
formasi sosial ekonomi umat. 

b. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya 
manusia dan sistem operasi yaitu, sebagai berikut: 
1. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang 

memiliki moral dan kompetensi yang tepat. 
2. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki 

komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi 
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zakat utamanya dalam pengelola dan mensolialisasikan visi dan 
misi lembaga zakat. 

3. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut 
dapat strandarisasi mendukung operasional terpenuhinya 
,menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi 
dengan baik. 

4. Mengadakan pelatihan bagi pengurus lembaga zakat. 
5. Membangun sistem komunikasi Pembangunan sistem ko-

munikasi harus menekankan pada pembangunan database, 
yaitu mereka yang memuhi kriteria sebagai muzakki utama 
akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. 

c. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan 
masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga zakat

Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan 
cara, yaitu: 
1. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomu-

nikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin lembaga 
yang lebih representetif dan lengkap agar memuat informasi 
yang lebih banyak. 

2. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, sep-
erti: komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan yang bi-
asanya dikemas seperti pengajian atau jama`ah yasin. 

3. Melakukan kerjasama dengan media masa, baik koran dan 
televisi lokal maupun nasional. 

4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan den-
gan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, 
sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat 
untuk mereka.

H. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Menurut Muin (2020) dalam bukunya “Manajemen Pengelo-
laan Zakat”, dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, 
terdapat beberapa tahap sejarah, yaitu: 

1. Pengelolaan Zakat di Masa Penjajahan 
Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib ditunaikan 

oleh umat Islam terutama yang mampu tentunya sudah diter-
apkan dan ditunaikan oleh umat Islam Indonesia berbarengan 
dengan masuknya islam ke nusantara. Kemudian ketika Indo-
nesia dikuasai oleh para penjajah, para tokoh agama Islam 
tetap melakukan mobilisasi pengumpulan zakat. Pada masa 



penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam terma-
suk zakat di atur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belan-
da Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan 
ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat 
dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk 
pelaksanaannya sesuai dengan syariah Islam. 

2. Pengelolaan Zakat di Awal Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga 

diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemu-
dian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengel-
uarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367, tanggal 8 Desember 
1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan 
masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan penga-
wasan supaya pemakaiaan dan pembagian dari hasil pungutan 
tadi dapat berlansung menurut hukum agama. 

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan 
Undang Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) 
tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat ser-
ta pembentukan Baitul al-Mal, tetapi kedua perangkat peratur-
an tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat maupun kepada Presiden. 

3. Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru
Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan 

Undang-Undang tentang zakat dan disampaikan kepada De-
wan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat 
Nomor: MA/095/1967 tanggal 5-juli 1967. Dalam surat Menteri 
Agama tersebut disebutkan antara lain: “Mengenai rancangan 
undang-undang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya 
mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka 
diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan hu-
kum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal 
mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pe-
merintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat dari 
pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam un-
dang- undang”. 

Rancangan undang-undang tersebut disampaikan juga ke-
pada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-maslah 
sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai ke-
wenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri 
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Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat 
ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Kemudian pada 
tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 5 ta-
hun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal. Kedua PMA (Pera-
turan Menteri Agama) ini mempunyai kaitan sangat erat, karena 
Baitul Mal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, 
dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk dis-
alurkan kepada yang berhak. 

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama No-
mor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat 
(BAZ). Pada tahun yang sama dikeluarkan juga Peraturan Men-
teri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul 
Mal. Baitul Mal yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama 
(PMA) tersebut berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. PMA 
Nomor 4 tahun 1968 dan PMA Nomor 5 tahun 1968 mempunyai 
kaitan yang sangat erat. Baitul Mal itulah yang menampung dan 
menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) 
seperti dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No-
mor 4 tahun 1968. 

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 
2 tahun 1984 tanggal 3 maret 1984 tentang infaq seribu rupi-
ah selama bulan ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam 
Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji nomor 
19/1984 tanggal 30 april 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 
dikeluarkan Instruksi Menteri Agama aNomor 16 tahun 1989 ten-
tang peembinaan Zakat, Sadaqah dan Infaq yang menugaskan 
semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga- 
lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq 
dan sadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pen-
didikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputu-
san Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 
29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil zakat, in-
faq dan sadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi 
Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang pedoman Pembi-
naan teknis Badan Amil zakat, Infaq dan Sadaqah dan Instruksi 
Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan 
Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah. 

4. Pengelolan Zakat di Era Reformasi
Adapun era reformasi, adalah era runtuhnya Orde Baru pada 

tahun 1998. Setahun setelah era reformasi tersebut, yakni tahun 
1999 terbitlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-undang Pengelolaan 



Zakat Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam 
selama periode Presiden BJ. Habibie. 

Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempur-
nakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat 
dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi 
bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis 
multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada ta-
hun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ten-
tang pengelolaan zakat, yang kemudian diiikuti dengan dike-
luarkannya Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 
dan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji 
nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, 
pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang 
dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur 
pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat 
(LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhim-
pun dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), yayasan dan 
lembaga-lembaga lainnya. 

Dalam undang-undang No 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip 
pengelolan zakat secara professional dan bertanggung jawab 
yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerin-
tah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pem-
binaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola 
zakat. 

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamen-
tal dibanding kondisi sebelum tahun 1970-an. Pengelolaan zakat 
dilakukan oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, 
tapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh bed-
da di banding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk 
menyuruh muzakki untuk membayar zakat. Mereka tidak direg-
istrasi dan diatur oleh pemerintahj seperti halnya petugas pajak 
guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah 
kewajiban. 

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu 
kota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. BA-
ZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS 
dalam melakukan pengumpulan. Pendistribusian dan penday-
agunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil 
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Zakat (LAZ) . Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan 
secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit 
syariah dan keuangan. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat disahkan oleh presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono 
di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat diundangkan oleh Menhumkam Amir Syamsuddin tanggal 
25 November 2011 di Jakarta. Kemudian ditindak lanjuti tentang 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksa-
naan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelo-
laan Zakat. 

UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai 
penyempurna UU sebelumnya, yaitu UU No 38 Tahun 1999 . 
Adapun yang menjadi perbedaan UU sebelumnya, diantaranya 
adalah: 
1. Namanya adalah UU Zakat, Infaq dan Sedekah, sebelumnya 

adalah UU Zakat
2. Posisi Pemerintah, dalam hal ini BAZNAS lebih tinggi dari mas-

yarakat, yg tadinyabkedudukan pemerintah dan masyarakat 
sejajar. 

3. Hanya yang mendapat izin saja dari pemerintah yang boleh 
mengelola zakat, sebelumnya masyarakat dibebaskan untuk 
mengelola zakat.

4. Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dibentuk oleh ormas Islam, se-
belumnya LAZ dibentuk oleh masyarakat. 

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah 
pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. 
Secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktual, berkedudu-
kan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. 

BAZNAS terdiri atas 11 anggota, 8 orang berasal dari unsur 
masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Masa kerja ang-
gota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali 
untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diber-
hentiksn oleh Presiden atas usul Menteri setelaah mendapat per-
timbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk 
mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi 
dan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau peja-
bat yang ditunjuk atas usul Bupati/walikota setelah mendapat 
pertimbangan BAZNAS. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , BAZNAS, BA-
ZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk 



Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan 
usaha milik negara, perusahaan swasta, dan perwakilan repub-
lik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada 
tingkat kecamatan, kelurahan. 

Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pen-
gelola zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. Lembaga 
Amil Zakat dibina dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh 
pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ harus member-
ikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. 
Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Ke-
menterian Agama atas usulan dari LAZ yang telah memenuhi 
persyaratan pengukuhan. 

Adapun persyaratan untuk mendapatkan ijin, setidaknya LAZ 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : terdaftar sebagai 
organisasi kemasyarakat Islam yang mengelola bidang pen-
didikan, dakwah, sosial yang berbadan hukum, mendapat re-
komendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariah, memeiliki 
kemampuan teknis, administratifdan keuangan untuk melakukan 
kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendaya-
gunakan zakat bagi kesejahteraan umatdan bersedia diaudit syr-
iah dan keuangan secara berkala. 

Dalam menjalankan operasionalx LAZ dibiayai oleh hak amil 
dari total dana zakat yang dihimpun. Sedangkan BAZNAS oper-
asionalnya dibiayai selain dari hak amil dan dana APBN/APBD. 
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BAB 4
FUNDRAISING DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. Pengertian Fundraising dalam Zakat 

Fundraising atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai 
kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan 
sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik in-
dividu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan dis-

alurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Fundraising menurut 
Peter Stenbec adalah tidak hanya menggalang uang, tapi juga mer-
upakan komunikasi yang efektif dengan publik, mengembangkan 
jaringan kerja dan berkomitmen terhadap donor dan membangun 
suatu kekuatan dan kesuksesan organisasi yang mampu menatap 
masa depan dengan percaya diri. Sedangkan menurut Silva fund-
raising adalah suatu proses manajemen yang mengidentifikasikan 
orang-orang yang dapat berbagi nilai- nilai dengan organisasi dan 
mengambil langkah-langkan untuk menjalin hubungan. 

Penyaluran dana dapat diartikan sebagai kegiatan mendistri-
busikan dana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat (baik 
individu, kelompok organisasi, perusahaan maupun pemerintah) 
yang di gunakan untuk membiayai program kegiatan operasional 
lembaga yang ada pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi dari 
lembaga tersebut (Sutisna, 2006). Penghimpunan dana dapat pula 
diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseo-
rangan atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyal-
urkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto, 2009).

Kebijakan dari aktifitas penghimpunan mencakup jenis serta cara 
dana yang diterima. Organisasi pengelola zakat harus menentu-
kan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai 
karakteristik dan kosekuensi pengendalian yang berbeda (Kemen-
trian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Direktorat Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, 
2015). 

Kegiatan fundraising memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, 
yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun sim-
patisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image), 
dan memberikan kepuasan pada donatur amil zakat atau pengum-
pul zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang 
yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang 
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berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah 
mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para 
mustahik penerima dana zakat. Syarat menjadi amil zakat adalah 
beragama Islam, dewasa, memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti 
dan memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan 
tugas dengan baik, dan pekerja keras.

Dalam pengumpulan zakat ini telah ditegas-
kan oleh Allah sebagai firmannya sebagai berikut: 
Artinya; “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 
jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengeta-
hui.” (Q S. At-Taubah: 103). 

Maka dari itu menghimpun dana adalah sebuah proses yang ter-
diri dari dua tahap. Tahap pertama, menunjukan kepada calon do-
natur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui 
kegiatan. Tahap kedua, meyakinkan orang-orang mau menyum-
bang dan menunjukkan alasan-alasan kegiatan (Norton, 2002).

B. Metode Fundraising 

Proses penghimpunan zakat banyak mengikuti konsep frun-
daising, yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan pengga-
langan dana untuk tujuan tertentu. Fundraising zakat berarti 
upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha un-

tuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama fundraising zakat adalah 
muzakki. Maka mengingat proses frundaising zakat merupakan hal 
yang mendasar bagi upaya pengelola zakat, pihak-pihak yang telah 
di beri wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakink-
an masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, 
para pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki 
kapasitas untuk melakukan proses Frundaising (Pangiuk, 2020). 

Pendistribusi ZIS saat ini masih belum efektif dan kemanfaatan dana 
ZIS melalui pemberdayaan ekonomi tergolong masih kurang efisien. 
Paradiqma landasan fiqih bahwa zakat dapat didayagunakan dalam 
kegiatan ekonomi produktif. Sudah saatnya OPZ mulai mengurangi 
porsi zakat konsumtif dan mengoptimalisasikan dan memprioritaskan 
zakat produktif. Banyak model dan kebijakan yang dilakukan selama 
ini tidak efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan. Paradigma 
pembangunan melalui pemberdayaan (empowerment) merupakan 
pendekatan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan. 

Ada dua jenis metode Fundraising yaitu secara langsung (direct 
fundraising) dan tidak langsung(indirect fundraising):



1. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising) 

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang meng-
gunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi 
muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dima-
na proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzak-
ki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila 
dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi 
setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka 
segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan 
informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah terse-
dia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: Direct Mail, Direct 
Advertising, Telefundraising dan presentasi langsung. 

2. Metode Fundraising tidak langsung (Indirect fundraising) 

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-
teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki 
secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak 
dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung ter-
hadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan 
dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan 
citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi 
pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, 
image compaign dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, 
menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan 
lain-lain. 

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode 
fundraising ini (langsung atau tidak langsung), karena keduanya 
memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri.Metode fund-
raising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, mu-
zakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika 
semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampa-
kan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzak-
ki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut 
dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai 
mengkombinasikan kedua metode tersebut.

C. Tujuan Fundraising 

Setiap organisasi amil zakat, fundraising selalu menjadi bahan 
yang menarik untuk diadakan. Hal ini diasumsikan bahwa tanpa 
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fundraising, kegiatan amil zakat tidak akan berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. Sehingga fundraising menjadi rumah besar bagi 
organisasi amil dalam mengoptimalkan setiap program yang dia-
dakan. 

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi 
lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya pro-
gram dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial 
tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan 
(Pujihardi, 2006). Organisasi pengelolaan zakat menghimpun dana 
zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak 
langsung dari masyarakat. Cara-cara yang dilakukan meliputi pem-
bukaan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada 
media massa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke rumah dan 
kontak dengan komunitas tertentu. 

Berdasarkan rumusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam Departemen Agama RI, Tujuan dari fundraising adalah se-
bagai berikut: 

1. Menghimpun Dana
Menghimpun dana adalah merupakan tujuan fundraising 

yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat 
maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam 
pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai 
material. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga peng-
umpulan zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat 
dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasil-
kan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun 
memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya 
apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada 
sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemam-
puan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehing-
ga pada akhirnya lembaga akan melemah. 

2. Memperbanyak Donatur/Muzakki
Tujuan kedua dari fundraising adalah menambah muzakki, 

menambah populasi muzakki. Nazhir yang melakukan fundrais-
ing harus terus menambah jumlah donator/ zaktnyanya. Untuk 
dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat 
ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau 
menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan terse-
but, maka menambah Muzakki adalah cara yang relatif lebih 
mudah dari pada menaikan jumlah donasi dari setiap muzakki. 
Dengan alasan ini maka, mautidak mau fundraising dari waktu 



kewaktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk 
terus manambah jumlah muzakki.

3. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga 
Aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Lembaga 

Amil Zakat (LAZ), baik langsung atau tidak langsung akan ber-
pengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda 
terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi den-
gan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan mem-
bentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini diran-
cang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak 
positive. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, 
dan pada akhirnya menunjukan sikap atau perilaku terhadap 
lembaga. Jika yang ditunjukan adalah citra yang positif, maka 
dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terha-
dap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam 
mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan mem-
berikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat 
mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan 
donasi kepada lembaga. 

4. Menghimpun Simpatisan/Relasi dan Pendukung
Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang 

telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilaku-
kan oleh sebuah Organisasi Pengola zakat atau Lembaga 
Amil Zakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati ter-
hadap lembaga tersebut. Akan tetapi pada saat itu mereka 
tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu 
(ya katakanlah “dana”) kepada lembaga tersebut sebagai 
donasi karena ketidak mampuanmereka. Kelompok seperti 
ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga 
meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini ha-
rus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun 
mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha 
melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lemba-
ga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini 
pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor 
atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. 
Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga se-
bagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memer-
lukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memi-
liki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam 
aktifitas fundraising. 
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5. Meningkatkan Kepuasan Muzakki
Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan muzak-

ki. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk 
jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya 
secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan mu-
zakki itu penting? karena kepuasan muzakki akan berpengaruh 
terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. 
Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara 
berulang-ulang, bahkan menginformasika kepuasannya ter-
hadap lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping 
itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser ala-
mi (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan 
cara ini secara bersamaan lembaga mendapat duakeuntungan. 
Oleh karenanya dalam hal ini benar-benar diperhatikan, kare-
na fungsi pekerjaan fundraising lebih banyak berinteraksi den-
gan muzakki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga 
harus bertujuan untuk memuaskan muzakki. 

D. Prinsip-prinsip Fundraising 

Kegiatan fundraising bagi sebuah organisasi zakat sangat 
penting dan dijadikan sebagai jantung bagi organisasi zakat. 
Dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising tertera da-
lam UU RI antara lain UU RI no 23 tahun 2011 tentang pen-

gelolaan zakat, dijelaskan dalam bab III pasal 24 berbunyi: “Badan 
Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang 
telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai den-
gan ketentuan hukum Islam/syariat Islam”. 

Fundraising berhubungan dengan kemampuan perorangan, or-
ganisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang 
lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Da-
lam hal ini lembaga perlu membangun etika fundraising dengan 
mengacu pada misi lembaga (Widjajanti, 2006).

Kegiatan fundraising harus berdiri di bawah prinsip- prinsip se-
bagai berikut: 

1. Prinsip meminta
Sebagaimana lumrahnya dan sering terjadi, donatur biasanya 

memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mere-
ka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donator, ia tetap meyakini 
bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menja-
di hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat 
meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada 



juga donator yang menyumbang karena butuh penghargaan dari 
orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah hati member-
ikan sumbangan.

2. Prinsip berhubungan dengan orang lain
Artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun 

mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungk-
inan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lemba-
ga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota dona-
tur sebuah lembaga adalah keinginan untuk menolong orang 
lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lem-
baga pengelola zakat adalah bagaimana lembaga dapat ber-
peran dengan melakukan apa yang diinginkan donatur atau 
masyarakat. 

3. Prinsip menjual
Penggalangan dana/daya adalah sebuah proses yang terdi-

ri atas dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon 
donator bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga 
tawarkan melalui kegiatan lembaga. Pada umunya, orang atau 
suatu lembaga dengan mudah bersedia untuk diminta men-
jadi donator atau memberikan sumbangan, ketika mereka 
sependapat bahwa kebutuhan itu penting dan perlu dilakukan 
sesuatu yang berarti untuk itu. Kedua, bahwa sebuah lembaga 
siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada 
masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa 
dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang 
lebih baik. Penggalangan dana/daya bukan hanya meminta 
uang saja tetapi lebih mengenai menilai bahwa donatur dapat 
merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program 
lembaga dengan menerima program tersebut. 

4. Prinsip Kepercayaan dan hubungan masyarakat 
Biasanya donator lebih suka memberikan sumbangan kepa-

da organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini be-
rarti reputasi organisasi dan hubungan masyarakat yang baik 
menjadi penting, seperti: membeberkan hasil-hasil yang dica-
pai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat. Semua 
contoh-contoh hal tersebut dapat membuat orang menyadari 
penting apa yang dilakukan dan membuat yakin bahwa se-
buah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan 
membuahkan hasil. Inilah yang membuat lebih mudah bagi 
mereka untuk memutuskan mendukung lembaga. 
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5. Prinsip mengucapkan terima kasih.
Mengucapkan terima kasih sangatlah penting, sebagai se-

buah penghargaan dan pengakuan kedermawanan donator. 
Juga merupakan sebuah tindakan untuk kepentingan sendi-
ri dalam arti yang baik, yaitu donator menjadi merasa lebih 
dihargai dari lembaga dan barangkali akan mau memberikan 
sumbangan lagi secara kontinyu. Lembaga yang mengucap-
kan terima kasih setiap saat ada kesempatan tentu mendapat 
imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donator sebagai 
pendukung dan mungkin tidak percaya donator memberikan 
sumbangannya berulang kali hanya karena ucapan terima kasih 
yang disampaikan setiap ada kesempatan yang baik. Meskipun 
demikian, dalam kenyataannya banyak donator yang menge-
luh, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan ucapan terima 
kasih, bahkan dari organisasi yang mereka dukung sekalipun. 

Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang it-
ulah yang diperlukan oleh lembaga sehingga masyarakat atau do-
natur dalam hal ini muzakki dapat memberikan sumbangan mereka 
secara teratur dan dalam jumlah yang sesuai. Semua upaya terse-
but dilakukan untuk mencari donator dan meyakinkan mereka agar 
mau terlibat dalam organisasi yang dipimpin. Hal ini akan benar-be-
nar berhasil jika donator terus memberikan dana/dayanya selama 
bertahun-tahun dan semakin besar jumlahnya. Bahkan selanjutnya 
donator bersedia mengajak saudara, teman, kerabat untuk ikut ber-
gabung pada lembaga tersebut. 
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BAB 5
JEJARING KEBIJAKAN PENGENTASAN 

KEMISKINAN; ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL 
MULTIPARTNER GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN 

FUNDRAISING DANA ZAKAT DI KABUPATEN JENEPONTO

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus 
dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan 
sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu 
menikmati kehidupan yang bermartabat. Secara makro, ke-

miskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan 
sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tim-
pang [1]. Oleh sebab itu keseimbangan antara pertumbuhan den-
gan pemerataan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan 
masyarakat selalu dipertanyakan bila ingin mengetahui keberhasi-
lan pembangunan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan 
dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat miskin. Permasalahan kemiskinan bukan 
hanya menjadi permasalahan utama di kota-kota besar, tetapi juga 
semua kabupaten/kota di Indonesia [2]. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah menik-
mati pertumbuhan ekonomi positif selama satu dekade terakhir, na-
mun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan belum 
berkurang secara signifikan. Data Bank Dunia dalam laporan Word 
Bank Country Classifications by income level 2021-2022 menempat-
kan Indonesia dalam kategori Negara berpendapatan menengah 
rendah (lower middle income) pada Tahun 2021 [3]. Data versi BPS 
menyebutkan, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 
2021 adalah 26,50 juta orang atau 9,71 persen [4]. Propinsi Sulawesi 
Selatan termasuk peringkat 19 angka kemiskinan terbanyak Nasion-
al. Jeneponto adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan den-
gan jumlah penduduk miskin tertinggi. Berdasarkan hasil survei BPS 
2022, Kabupaten Jeneponto menjadi kabupaten dengan persentase 
penduduk miskin tertinggi pertama sebanyak 14,58 persen. Bahkan, 
persentase penduduk miskin di Jeneponto lebih tinggi dari rata-rata 
persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, yakni sebesar 8,69 
persen [5].



Gambar 6. 
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan (%)

Sumber: Internet

Beberapa program penegntasan kemiskinan telah dilakukan di-
antaranya melalui implementasi Program Keluarga Harapan [6] dan 
program pemberdayaan Rumah Tangga Miskin [7]. Akan tetapi ber-
dasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut ti-
dak berdampak signifikan pada pengentasan kemiskinan di daerah 
tersebut. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Mankiw 
Gregory (2000) bahwa Idealnya kesejahteraan  ekonomi dicapai 
ketika pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan perka-
pita masyarakat tinggi dan terdistribusi secara merata [8]. Secara 
normative, pendapatan nasional yang sempurna adalah ketika seti-
ap orang menerima pendapatan yang sama besarnya. Berdasarkan 
uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam 
pembangunan ekonomi daerah secara umum adalah pertumbuhan 
ekonomi yang tidak sebanding dengan penurunan angka kemi-
skinan, distribusi pendapatan yang belum merata, dan ketersediaan 
modal yang masih mengalami hambatan untuk sampai ke mas-
yarakat miskin dengan alasan kendala akses. Masalah tersebut akan 
membentuk lingkaran masalah yang saling terkait satu sama lain 
yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif.

Menyadari penting dan eratnya hubungan pemerataan distribusi 
pendapatan dengan pengentasan  kemiskinan,  Islam telah  memi-
liki  instrumen  tersendiri  untuk  menyelesaikan masalah tersebut, 
yaitu zakat [9].   Zakat merupakan kewajiban bagi seorang mus-
lim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk menge-
luarkan antara 2,5%-20% dari proporsi hartanya untuk disalurkan 
kepada yang berkekurangan secara finansial. Menurut Nasir dan 
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Hasan (2012), membayar zakat dari harta seseorang didasarkan 
pada konsep Islam tentang kekayaan yang dianugerahkan oleh Al-
lah, sang pemilik sebenarnya dari semua kekayaan [10]. Umar bin 
Abdul Aziz dan Harun Al Rasyid merupakan contoh dari pemimpin 
Islam yang telah berhasil membuktikan betapa efektifnya instrumen 
ini dalam memeratakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 
Pada masa kini di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk memba-
yar zakat cenderung meningkat, namun potensi zakat yang begitu 
besar belum tergali/terealisasi dan terkoordinir secara optimal. Pa-
dahal Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengumpulkan 
dana zakat karena sekitar 80 persen dari populasi mayoritas di In-
donesia adalah muslim [11].

Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menyal-
urkan zakat melalui lembaga pengelola zakat masih terasa kurang. 
Hal ini juga didukung oleh Lubis (2014) yang menyatakan bahwa 
salah satu faktor keengganan masyarakat membayar zakat pada 
Badan Amil Zakat adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terh-
adap BAZIS/LAZ [12]. Seiring dengan realisasi pengumpulan zakat 
yang masih kecil, pendayagunaan zakat selama ini juga lebih bersifat 
konsumtif ketimbang produktif, maka dampak zakat terhadap pen-
gentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum begitu 
signifikan. Akibatnya, zakat hanya memberikan “ikan” kepada kaum 
miskin, bukan kail dan hanya akan memberikan efek yang bersifat 
jangka pendek. Sehingga pengembangan model fundrising dana 
Zakat diasumsikan akan berdampak signifikan dalam mengentaskan 
kemiskinan [13]. Melibatkan semua pihak baik pemerintah, swasta 
dan masyarakat dalam satu kesatuan tugas dan fungsi pengelolaan 
fundraising zakat. Dalam perspektif jaringan (policy network), pe-
merintah tidak lagi bertindak sebagai aktor tunggal (single actor), 
akan tetapi pemerintah harus mampu membangun jaringan dengan 
aktor-aktor  lainnya  (outside  of  government)  untuk  meminimalisir  
angka  kemiskinan  di Kabupaten Jeneponto.

Rhodes dalam Zhou (2014), mendefinisikan jaringan kebijakan 
sebagai sekelompok aktor atau organisasi yang terhubung satu 
sama lain karena ketergantungan sumber daya melalui tindakan 
kolektif. Teori jaringan didasari pada asumsi bahwa relasi para ak-
tor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (interdependence) 
[14]. Dalam makna yang lebih operasionat dapat dimengerti para 
aktor tidak bakal mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa meng-
gunakan sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain 
[15]. Para pemangku kepentingan harus saling bekerjasama dan 
berkoordinasi dalam mengimplementasikan program pengentasan 
kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Hjren dan Porter dalam Parson 



(2011) mengatakan bahwa implementasi seharusnya dianalisis da-
lam konteks “struktur institusional” yang tersusun dari serangkaian 
aktor dan organisasi [16]. Wellman dalam Ritzer (2014) juga menga-
takan bahwa terdapat prinsip dari teori jaringan, salah satu prinsip 
tersebut adalah bahwa ikatan antara individu harus dianalisis dalam 
konteks struktur jaringan lebih luas [17].

Merujuk pada penjelasan teoritis tersebut di atas, diperlukan se-
buah kajian yang mendalam melalui penelitian tentang bagaima-
na jejaring pengembangan model Multipartner Governance dalam 
perspektif jejaring kebijakan dalam pengelolaan Fundraising Dana 
Zakat di Kabupaten Jeneponto. Sehingga rumusan masalah yang 
akan diteliti antara lain:
1. Bagaimana  relasi  antar  aktor  dalam  pengetasan  kemiskinan  

di  Kabupaten  Jeneponto melalui tata kelola fundrising dana 
zakat

2. Bagaimana kendala implementasi program pengentasa   kemi-
skinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan

3. Bagaimana rumusan pengembangan Model Multipartner  Gov-
ernance dalam  pengelolaan Fundrising dana Zakat di Kabupat-
en Jeneponto.

Tujuan Khusus Penelitian:
1. Mengidentifikasi relasi antar aktor dalam pengetasan kemi-

skinan di Kabupaten Jeneponto melalui tata kelola fundrising 
dana zakat

2. Menganalisis kendala implementasi program pengentasan ke-
miskinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan

3. Merumuskan  Pengembangan  Model  Multipartner  Governance  
dalam     pengelolaan Fundrising dana Zakat di Kabupaten Je-
neponto.

Urgensi Penelitian: 
1. Pemerataan distribusi pendapatan berkaitan erat dengan pen-

gentasan kemiskinan, Islam telah memiliki instrumen tersendiri 
untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu zakat. Selama ini 
dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerata-
an pendapatan belum begitu signifikan sehingga pengemban-
gan model fundrising dana Zakat diasumsikan akan berdampak 
signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Masalah  kemiskinan  tidak dapat diselesaikan sendiri oleh  pe-
merintah  sehingga  perlu merumuskan model jaringan kebija-
kan berbasis multipartner governance yang melibatkan pemer-
intah, swasta dan masyarakat.
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3. Policy Network yang terbagun dari pilar jaringan antar aktor 
kebijakan dalam pengelolaan fundraising dana Zakat merupa-
kan faktor yang menetukan keberhasilan ketercapaian program 
pengentasan kemiskinan.

Penelitian tentang jaringan kebijakan yang membahas relasi ak-
tor kebijakan belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Topik 
Penelitian sebelumnya lebih banyak terkait program pengentasan 
kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada visualisasi data vosviewer 
berikut ini:

Gambar 7. Literature Review

Sumber: Vosviewer Analysis

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengelaborasi teori Rhodes 
Adanya berbagai aktor yang terlibat di dalamnya baik inside 
government maupun outside government. Dalam pendeka-
tan jaringan ini menunjukkan tidak adanya pemerintah se-

bagai aktor tunggal dalam pembuatan sebuah kebijakan. pendekatan 
Multipartner Governance digunakan untuk menganalisis bagaimana 
relasi outside government dan inside government dalam perespektif 
jaringan kebijakan publik dalam implementasi program pengentasan 
kemiskinan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya 
mengkaji efektifitas model kebijakan publik pada tahap formula-
si dan implementasi program dengan pendekatan Top Down dan 



Bottom up dimana pemerintah menjadi aktor tunggal, penelitian ini 
mengeksplorasi implementasi program berbasis jaringan yang masih 
terbilang belum banyak diteliti. Penelitian ini menganalisis jaringan 
kebijakan publik (policy network) dengan melihat relasi aktor dalam 
implementasi.

Program pengentasan  kemiskinan  melaui  fundrising  dana  
zakat  yang  diadopsi  dari teori Rhodes dan teori Mark dengan 
menggunakan indikator interaksi, komunikasi dan koordinasi. Dis-
amping itu, relasi aktor akan dilihat melalui empat pendekatan yai-
tu partisipasi, perspektif, aksesibilitas dan penentuan tindakan. a) 
Partisipasi aktor, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor 
terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan; b) Perspektif aktor, yaitu 
dengan menilai bagaimana aktor-aktor memahami program; c) Ak-
sesibilitas aktor, yaitu dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor 
dalam pelaksanaan program; dan d) Penentuan tindakan, yaitu den-
gan menilai bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan.

1. Jaringan Kebijakan (Policy Network)
Istilah “jaringan” (network) telah dipakai sejak abad ke 19, 

yang berarti meliputi atau menutupi dengan jaringan atau den-
gan sepotong jaring. Gagasan jaringan kebijakan telah menja-
di bagian yang tak terpisahkan dari ilmu politik di Amerika dan 
berkembang juga di Inggris dalam beberapa dekade. Sepanjang 
tahun 1950-an dan 1960-an, studi di Amerika dari proses kebija-
kan membahas pentingnya interaksi antara kelompok-kelompok 
kepentingan, lembaga birokrasi dan pemerintah dalam pros-
es kebijakan public. Kemudian bagi Keynes dalam Taufik (2017) 
pada tahun 1930-an dan 1940-an, jaringan kebijakan relatif ke-
cil. Akan tetapi, dengan perkembangan aktivitas pemerintah dan 
pembuatan kebijakan, partisipannya juga berkembang lebih luas 
dan lebih rumit [18]. Diversitas yang semakin besar dalam mas-
yarakat.   Van Waarden (1992) dalam Luzi dan Hamouda (2008) 
menjelaskan dimensi yang berbeda antara konsep jaringan den-
gan pendekatan lain dapat dilihat, misalnya jumlah dan jenis 
aktor, fungsi jaringan, struktur, pelembagaan, aturan perilaku, 
hubungan kekuasaan dan strategi aktor [19].

Rhodes (2015) mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai satu 
dari kumpulan konsep yang berfokus pada hubungan dengan pe-
merintah dan ketergantungan pada aktor-aktor negara maupun 
aktor masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Rhodes menekank-
an bahwa hubungan struktural antara lembaga-lembaga poli-
tik sebagai elemen penting dalam jaringan kebijakan dari pada 
hubungan interpersonal antar individu dalam lembaga-lembaga 
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tersebut [20]. Kenis dan Schneider (1991) berpendapat bahwa 
jaringan kebijakan merupakan bentuk baru dari pemerintahan 
ditandai dengan dominasi hubungan informal, desentralisasi, 
dan horizontal [21]. Jaringan kebijakan memberikan kemungk-
inan komunikasi antara aktor yang berbeda secara berkelanjutan. 
Jaringan dapat terdiri dari organisasi formal, berbagai instansi 
pemerintah, aktivis lokal dan kelompok-kelompok dukungan in-
ternasional [22]. 

Berkaitan dengan hal itu, Mark (1995) mencoba menciptakan 
model jaringan kesehatan kota Perrow’s. Dalam model tersebut, 
juga terdapat beragam jenis aktor yang saling interaksi satu den-
gan yang lainnya.

Gambar 8. Perrow’s Imaginary City Health Network

Sumber: Mark Considine (1995: 109)

Model jaringan yang dikembang kan oleh Mark menunjukkan ti-
dak adanya pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pembuatan 
sebuah kebijakan publik.

2. Perspektif Jaringan Antar-Organisasi
Dalarn perspektif jaringan antar-organisasi, terdapat bebera-

pa teori yang menjelaskan mengenai jaringan antar-organisasi, 
teori yang dimaksud, antara lain:
a. Teori Jaringan

Teori jaringan relatif masih baru dan belum berkembang. 



Seperti dikatakan oleh Burt (1982) dalarn Ritzer (2014) men-
gatakan bahwa “kini ada semacam federasi longgar dari berb-
agai pendekatan yang dapat digolongkan sebagai analisis ja-
ringan”.

b. Teori Ketergantungan Sumber Daya
Teori ketergantungan sumber daya adalah teori yang men-

yatakan bahwa tujuan suatu organisasi adalah untuk mengu-
rangi ketergantungan pada organisasi lain yang mengsuplai 
sumber-sumber daya dilingkungannya dan berusaha men-
emukan cara atau strategi untuk memperoleh sumber daya 
tersebut.

c. Teari Institusi 
Dalam kajian sosiologis, pengertian institusi mencakup as-

pek yang luas. Luasnya cakupan tersebut dapat dilihat dari 
definisi sebagaimana yang dikemukakan oleh Scott (2008) da-
lam bukunya berjudul Institutions and Organizations: [23]
1. Institusi adalah struktur sosial yang memiliki tingkat 

ketahanan yang tinggi.
2. Institusi terdiri dari kultur-kognitif, normatif, dan elemen 

regulatif yang berhubungan dengan sumberdaya, mem-
berikan stabilitas dan makna kehidupan sosial.

3. Institusi ditransmisikan oleh berbagai jenis operator, ter-
masuk sistem simbol, system relasional, rutuinitas, dan 
artifak.

4. Institusi beroperasi pada berbagai tingkat yurisdiksi, dari 
system dunia ke hubungan interpersonal lokal.

5. Institusi menurut definisinya berarti kestabilan, tetapi 
dapat berubah proses, baik yang selalu bertambah mau-
pun yang tersendat.

Teori institusi merupakan suatu teori yang mempelajari 
bagaimana organisasi- organisasi dapat meningkatkan ke-
mampuannya untuk tumbuh dan bertahan hidup dalam suatu 
lingkungan yang serba kompetitif dengan menjadi terpercaya 
(legitimate) di mata para stakeholdersnya [24].

Dalam penelitian ini, peneliti mengelaborasi teori Rhodes 
Adanya berbagai aktor yang terlibat di dalamnya baik inside 
government maupun outside government. Dalam pendekatan 
jaringan ini menunjukkan tidak adanya pemerintah sebagai aktor 
tunggal dalam pembuatan sebuah kebijakan. Adanya distribusi 
kekuasaan dan relasi antar-aktor yang saling tergantung sama 
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lainnya. Sehingga pada pendekatan ini kekuasaan tidak dipu-
satkan pada kelompok aktor negara saja, melainkan distribusi 
kekuasaan antar-aktor dalam jaringan kebijakan publik. Pada 
Penelitian ini, pendekatan Multipartner Governance digunakan 
untuk menganalisis bagaimana relasi outside government dan 
inside government dalam perespektif jaringan kebijakan publik 
dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Indikator 
yang akan digunakan untuk menjelaskan relasi aktor adalah par-
tisipasi aktor, perspektif aktor, aksesibilitas aktor dan penentuan 
tindakan. Sedangkan untuk menggambarkan dan menganilisis 
model jaringan kebijakan maka indikator yang digunakan adalah 
interaksi, komunikasi dan koordinasi antar aktor.

3. Aktor dalam Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebi-

jakan segera setelah penetapan kebijakan  baik  yang berupa 
undang-undang ataupun peraturan. Implementasi dipandang 
secara luas  mempunyai makna pelaksanaan undang-undang 
dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja 
bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 
meraih tujuan-tujuan kebijakan. Gonsalves dalam Iqbal (2007) 
mendeskripsikan aktor implementasi atas siapa yang memberi 
dampak dan/ atau siapa yang terkena dampak kebijakan, pro-
gram, dan aktivitas pembangunan [25]. Menurut Yakin (2013) ada 
empat unsur yang perlu diperhatikan untuk menganalisis keber-
hasilan peran para aktor dalam implementasi suatu kebijakan, 
yaitu sebagai berikut: a) Partisipasi aktor, yaitu dengan menilai 
bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan suatu 
kebijakan; b) Perspektif aktor, yaitu dengan menilai bagaima-
na aktor-aktor memahami program; c) Aksesibilitas aktor, yaitu 
dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor dalam pelaksa-
naan program; dan d) Penentuan tindakan, yaitu dengan menilai 
bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan [26].

4. Fundraising Dana Zakat
Penggalangan dana (fundraising) bisa diartikan sebagai se-

buah kegiatan dalam rangka penghimpunan dana dan sumber 
daya lainnya, baik dari individu, kelompok, organisasi, perusa-
haan atau pemerintah yang akan digunakan dalam membiayai 
program dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapa-
inya tujuan dari lembaga tersebut. Dengan kata lain, fundrais-
ing atau penggalangan dana dapat disebut juga sebagai sebuah 
proses dalam mempengaruhi masyarakat, baik perorangan, 



kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah agar dapat 
menyalurkan dana atau sumber daya lain kepada sebuah organ-
isasi tersebut [27].

Fundraising (penghimpunan dana) diadakan atas keyakinan 
akan sifat kedermawanan manusia. Kedermawanan atau sering 
disebut dengan filantropi (philantrophy) yang dapat diartikan se-
bagai kemurahan hati, membantu seseorang.

Pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas. Kaitannya 
dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, peng-
umpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan penga-
wasan. Menurut istilah syara’, zakat adalah kadar harta tertentu, 
yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berb-
agai syarat yang semata-mata mencari ridha Allah [28]. Secara 
sosial, dana zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, 
dengan eksistensinya lembaga zakat maka kelompok lemah dan 
kekurangan tidak merasa khawatir atas keberlangsungan hidup 
mereka. Ini dikarenakan substansi zakat memang merupakan me-
kanisme yang menjamin kelangsungan hidup para masyarakat 
miskin sehingga merasa hidup di tengah manusia yang beradab 
memiliki nurani dan bersifat tolong menolong serta kepedulian 
yang tinggi [29].

5. State of the Art
Dari hasil penelusuran akademik, diketahui bahwa penelitian 

ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terkait kebijakan 
publik. Beberapa penelitian sebelumnya hanya mengkaji efektif-
itas model kebijakan publik pada tahap formulasi dan implemen-
tasi program dengan pendekatan Top Down dan Bottom up, se-
dangkan penelitian yang mengeksplorasi implementasi program 
berbasis jaringan masih terbilang belum banyak diteliti. Peneli-
tian ini menganalisis jaringan kebijakan publik (policy network) 
dengan melihat relasi aktor dalam implementasi program pen-
gentasan kemiskinan melaui fundrising dana zakat yang diadopsi 
dari teori Rhodes dan teori Mark dengan menggunakan indikator 
interaksi, komunikasi dan koordinasi. Disamping itu, relasi aktor 
akan dilihat melalui empat pendekatan yaitu partisipasi, pers-
pektif, aksesibilitas dan penentuan tindakan. a) Partisipasi aktor, 
yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan; b) Perspektif aktor, yaitu dengan 
menilai bagaimana aktor-aktor memahami program; c) Aksesibil-
itas aktor, yaitu dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor da-
lam pelaksanaan program; dan d) Penentuan tindakan, yaitu den-
gan menilai bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan.
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Penelitian Achmad Risa Mediansyah (2017) yang meneliti 
tentang jaringan kebijakan publik implementasi kebijakan trans-
portasi di Kota Makassar menggunakan perspektif teori institusi 
untuk menganalisis fenomena jaringan implementasi kebijakan 
publik yang menekankan pada pengaruh biaya transaksi, aturan 
formal, aturan-aturan informal serta proses penegakan hokum 
[30]. Pendekatan ini bersifat normative (yaitu sesuai dengan ide-
al atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma 
konstitusional yang formal. Interkasi yang terjadi hanya antar in-
titusi atau pemerintah saja. Demikian juga penelitian Sri Suwitri 
(2008) yang mengkaji jejaring kebijakan dalam perumusan kebi-
jakan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang menu-
jukkan bahwa jenis jejaring kebijakan yang terbangun adalah 
bureaucratic network, tidak terdapat interaksi antar aktor pemer-
intah, swasta dan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya 
refraksi tujuan [31]. Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti 
berasumsi bahwa perlu pengembangan model jejaring kolab-
orasi untuk mengatasi masalah publik yang tidak dapat dengan 
mudah ditangani oleh satu aktor publik saja (inside Government), 
tetapi  harus melibatkan semua aktor kebijakan baik sektor pub-
lik/pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat (outside Gov-
ernment). Hal inilah yang disebut sebagai model Multipartner 
Governance. Pengembangan model ini akan diteliti dalam up-
aya memecahkan masalah kemiskinan melalui fundraising dana 
zakat di Kabupaten Jeneponto.

C. Metode Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Peneli-
tian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersi-
fat deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi 
dilapangan terkait relasi para aktor, kendala dan pengemban-

gan model policy network  dalam implementasi program pengen-
tasan kemiskinan. Peneliti  menentukan lokasi penelitian secara pur-
posive (sengaja) didasarkan pada pertimbangan bahwa Jeneponto 
menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi 
pertama di Sulawesi Selatan sebasar 14,58%. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen-
tasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa aktor kebijakan publik 
yang merupakan Informan dalam penelitian ini terdiri dari a) Aktor 
Pemerintah: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Badan Perencanaan Pemban-
gunan Daerah, Dinas Kominfo, dan Badan Pusat Statistik. b) Aktor 



Masyarakat: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Tim PKK (Pem-
berdayaan Kesejahteraan Keluarga); dan c) Aktor Swasta: BAZNAS, 
Lazismu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka. Ob-
servasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti rapat, dan FGD. 
Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat atau meng-copy do-
kumen-dokumen, arsip- arsip maupun data lain yang terkait den-
gan masalah yang diteliti.  Teknik analisis data yang dipergunakan 
adalah model interaktif dari Miles, Huberman [32]. 

Adapun penelitian ini akan memecahkan 3 rumusan masalah yai-
tu menganalisis relasi antar aktor, kendala/hambatan implementasi 
program pengentasan kemiskinan dan pengembangan model mul-
tiparner governance. Relasi antar aktor diadopsi dari teori Rhodes 
dan teori Mark dilihat dari 3 indikator yaitu koordinasi, komuni-
kasi dan interaksi. Koordinasi terbatas pada proses penyelerasan 
kepentingan bersama terkait fundraising dana zakat. Komunika-
si yaitu pengiriman dan penerimaan pesan antar pihak, sementa-
ra interaksi yaitu proses mempengaruhi antara satu sama lainnya. 
Rumusan masalah kedua adalah hambatan implementasi program 
pengentasan kemiskinan akan dinarasikan sesuai hasil analisis data 
primer (wawancara) dan sekunder (publikasi ilmiah). Terakhir, adalah 
pengembangan model multipartner governance terdiri dari partisi-
pasi, perspektif, aksesibilitas dan penentuan tindakan. Partisipasi ak-
tor, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan. Perspektif aktor, yaitu dengan menilai 
bagaimana aktor-aktor memahami program. Aksesibilitas aktor, yai-
tu dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor dalam pelaksanaan 
program; dan penentuan tindakan, yaitu dengan menilai bagaimana 
peran aktor dalam menentukan tindakan.

 Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan software di 
PC/laptop bernama NVivo 12+. Adapun metode yang digunakan 
untuk mendapatkan analisis diperoleh dengan 3 cara yaitu perta-
ma pengimputan data. File wawancara berbentuk word/pdf, audio 
ataupun video dimasukkan kedalam software. Setelah itu, kedua 
adalah melakukan coding data. Coding dilakukan dengan membuat 
node dan cases. Node sesuai indikator, kemudian cases yaitu semua 
informan penelitian terkait. Setelah itu, blok kalimat-kalimat diang-
gap relevan dengan indikator penelitian lalu coding. Ketiga yaitu 
visualisasi data, 2 fitur explore yaitu crosstab query digunakan un-
tuk melihat persentase nilai keterhubungan antar lembaga dan fitur 
word frequency digunakan untuk menjawab kendala relasi antar ak-
tor dalam fundraising dana zakat karena fitur tersebut menampilkan 
analisis kata-kata yang sering muncul berdasarkan item/node yang 
sudah dicoding dari hasil wawancara peneliti.
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D. Hasil Penelitian

1. Relasi  antar  aktor  dalam  pengetasan  kemiskinan  di  Ka-
bupaten  Jeneponto melalui tata kelola fundrising dana zakat

Penelitian ini menganalisis kebijakan publik dengan melihat 
relasi tiga aktor triangle (pemerintah, swasta dan masyarakat) 
dalam implementasi program pengentasan kemiskinan melalui 
fundraising dana zakat. Relasi antar aktor akan dilihat dari adopsi 
teori Rhodes dan teori Mark menggunakan indikator interaksi, 
komunikasi dan koordinasi. Pengolahan data dilakukan dengan 
menginventarisir hasil wawancara dan meng coding hasil waw-
ancara menggunakan software NVivo 12+. Data primer berupa 
wawancara dimasukkan ke dalam software, format file bisa ber-
bentuk word, pdf, audio dan video. Kemudian, menentukan node 
dan cases nya. Node terdiri dari indikator interaksi, komunikasi 
dan koordinasi. Sementara cases yaitu Badan Amil Zakat Nasi-
onal (BAZNAS kabupaten Jeneponto), Pemerintah Desa Palajau, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakt Desa, Dinas Sosial, Kementerian 
Agama Kabupaten Jeneponti, bidang Kesejahteraan Masyarakat 
(KESRA) kabupaten Jeneponto, Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) Jeneponto, Lazismu Jeneponto dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator koordinasi 
yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat pada tiga pi-
lar Governance, menonjol pada semua lembaga dibanding in-
dikator lainnya yaitu  interaksi dan komunikasi. Koordinasi yang 
kuat dilihat pada hubungan BAZNAS dan Kemenag (Kementri-
an Agama) Kabupaten Jenepono sebagaimana pendapat ketua 
penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto:

“Kalau penggalangan dana kan itu wewenangnya BAZNAS. 
Untuk kementerian agama perannya disini cuman pengawasan. 
Disamping pengawasan terus membantu mensosialisasikan 
mengajak kemasyarakat melalui KUA. Lebih kerucut lagi pen-
yuluhnya, tetapi di Kementerian Agama juga itu dibentuk Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ). Semua KUA itu ada Unit Pengum-
pul Zakat (UPZ) nya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) inilah yang 
mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah” (Wawancara 
bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).
Demikian halnya dengan koordinasi secara internal pada BA-

ZNAS terkait Fundraising Dana Zakat sudah dilaksanakan denga 
cukup baik. sebagaimana disampaikan oleh ketua BAZNAS kabu-
paten Jeneponto:



“Penggalangan dana zakat, tidak terlepas dari rapat pimpinan. 
Pimpinan itu ada 5, ketua 1 dan wakil 4 orang. Wakil 1 itu bagian 
pengumpulan, Wakil 2 bertugas untuk pendistribusian dan pem-
berdayaan zis, Wakil 3 bagian keuangan dan laporan dan wakil 
4 bertugas administrasi pengembangan SDA dan umum. Ini kita 
rembuk bersama tentang bagaimana pengumpulannya, strate-
gi dalam pengumpulannya, kemudian kalau sudah terkumpul 
terus bagaimana untuk disalurkan. Itu secara khusus kita bicara-
kan bersama. Kita lakukan rapat secara rutin setiap jumat Sore” 
(Wawancara bersama Maulana Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS 
kabupaten Jeneponto telah membagi beban kerja sesuai den-
gan tupoksinya masing-masing mulai bidang pendistribusian, 
pengumpulan, pelaporan keuangan dan lainnya. Struktur organ-
isasi relevan dengan kompleksitas pekerjaan. Dalam Pengelolaan 
Zakat relasi antara Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto dan 
BAZNAS sudah baik, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua 
penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto 
melalui hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya lihat di BAZNAS itu ketika ada musibah, kami dilibat-
kan, kami dipanggil untuk menyaksikan langsung pemberian 
bantuan seperti kebakaran, banjir. Pokoknya bencana alam. Itu 
yang baru dilakukan BAZNAS kabupaten. Karena ini kan pen-
gurus baru di BAZNAS, kami sudah sampaikan bersama den-
gan pihak Kepala kementerian agama kalau bisa kedepannya 
kita sudah terbangun kepercayaan dari masyarakat dan sudah 
meningkat kesadaran untuk membayar. Tentunya dana yang 
masuk juga akan meningkat. Kita mau BAZNAS bisa membuat 
program yang bisa dilihat masyarakat, kalau cuman bantu-
an-bantuan itu belum tetapi kalau misalnya pihak BAZNAS 
sudah mampu merangkul ini pebisnis atau perusahaan-peru-
sahaan besar kan bisa disalurkan untuk beasiswa pendidikan 
atau yang lainnya. Ini akan berdampak besar bagi masyarakat, 
supaya terbangun kepercayaan bahwa BAZNAS itu ada. Me-
mang ini pekerjaan berat, karena selama ini pembayaran 
cuman di masjid saja, dari keluarga sehingga yang kurang kel-
uarganya terus dia miskin siapa yang bisa bantu” (Wawancara 
bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).
Dalam pendekatan Multipartner Governance, kerjasama den-

gan aktor swasta sangat dibutuhkan untuk mendorong muncul-
nya terobosan dalam pengentasan kemiskina. Selain itu, aspek 
transaparasi dalam pengelolaan zakat juga menjadi hal yang 
sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. 
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Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilias, Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) melibatkan Kementrian Agama (Kemenag) 
Kabupaten Jeneponto untuk menyaksikan penyaluran bantu-
an sosial dari dana zakat, demikian juga Kementerian Agama 
Jeneponto yang berupaya membantu BAZNAS untuk mening-
katkan pengumpulan dana zakat melalui sosialisasi ke madra-
sah-madarasah, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
sebagai perpanjangan tangan BAZNAS. Sehingga dapat disim-
pulkan bahwa indikator koordinasi antara BAZNAS dengan ke-
menterian agama kabupaten Jeneponto telah terimplementasi 
dengan baik.  Akan tetapi koordinasi dengan lembaga lain masih 
dikategorikan lemah.  Berikut disjikan hasil olahan wawancara 
dengan menggunakan NVivo12+:

Gambar 9. Hasil Chart Relasi Antar Aktor

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Hasil olah data NVivo 12+ menunjukkan bahwa relasi aktor 
d+engan indikator Koordinasi,komunikasi dan interaksi didomi-
nasi oleh BAZNAS Jeneponto dengan nilai total 14 dari skala 20. 
Nilai paling rendah ditunjukkan oleh Kelompok Swadaya Mas-
yarakat (KSM) ,Pemerintah Desa Palajau,  Dinas Pemberdayaan 



Masyarakat Desa dan LSM Pattirojeka. Ini menunjukkan bahwa 
relasi antar aktor pada lembaga tersebut dalam Fundraising dana 
zakat berada kategori kurang baik. Untuk penjelasan lebih detil, 
berikut akan diuraikan secara parsial setiap indikator koordinasi, 
komunikasi dan interaksi untuk mendeskripsikan relasi aktor pe-
merintah dan non pemerintah dalam pengentasan kemiskinan 
melalui fundraising dana zakat di Kabupaten Jeneponto.

a. Koordinasi
Relasi antar aktor dapat dilihat dari pendekatan koordinasi. 

Koordinasi mengkaji mengenai proses menyeleraskan kepent-
ingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, indikator koordi-
nasi ditunjukkan oleh BAZNAS kabupaten Jeneponto dengan 
kementerian agama kabupaten Jeneponto, sebagaimana di-
jelaskan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara bahwa BA-
ZNAS berperan mengelola dana zakat sementara kementeriaan 
agama(Kemenag) Jeneponto wajib dilibatkan untuk mengawasi 
pengelolaan dana zakat. Berbeda dengan BAZNAS Jeneponto 
yang berkoordinasi dengan baik dengan Kemenag Jenepon-
to, 7 instansi pemerintah dan non pemerintah yang lain tidak 
berkoordinasi dengan baik.  Hal ini diperkuat dari wawancara 
bersama ketua Lazismu kabupaten Jeneponto:

“Kalau ketentuan kebijakan itu pastinya sesuai dengan Un-
dang-Undang yang berlaku. Kalau memang untuk berzakat itu, 
masih terkendala karena kurangnya kesadaran masyarakat. Dan 
sosialisasinya masih harus diperkuat lagi. Karena sampai sekarang 
masyarakat itu belum banyak mau berzakat, itu saja kemarin BA-
ZNAS menandatangani MoU dengan Bupati. Hanya saja keter-
libatan lembaga lain belum ada. Hanya BAZNAS dan kemenag 
yang berkoordinasi baik. Padahal Dinas Sosial sebenarnya punya 
tupoksi menyiapkan data masyarakat miskin yang bisa disam-
paikan ke BAZNAS dalam penyaluran zakat. Masyarakat juga ma-
sih belum sadar zakat karena kurangnya sosialisasi.  Wawancara 
bersama Muhammad Jihad, 17 Januari 2023). 
Demikian juga yang disampaikan oleh kepala bidang pen-

gentasan kemiskinan dinas sosial kabupaten Jeneponto terkait 
pembagian kerja:

“Kalau pengambilan kebijakan di dinas sosial sendiri, ter-
khusus soal bantuan sosial sesuai Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS). Tidak bisa keluar dari data itu yang diberikan 
bantuan. Kecuali sifatnya darurat seperti korban bencana”, BA-
ZNAS belum pernah meminta data yang dimaksud. (Wawan-
cara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023).
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Dinas sosial memiliki kebijakan sendiri terkait pemberi-
an bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dengan 
berpedoman pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 
Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertujuan untuk menye-
jahterakan masyarakat melalui kegiatan atau program pen-
gentasan kemiskinan harusnya bersinergi dengan lembaga 
lain seperti Lazismu dan BAZNAS sebagai pengelola zakat. 
Dari hasil olahan data penelitian diketahui bahwa kendala 
pengelolaan zakat dari Lazismu adalah kurangnya sosialisasi 
dan kerjasama antar lembaga atau instansi pemerintah dan 
Non Pemerintah. Maka peran relasi antar lembaga dibutukan, 
namun keterkaitan atau relasi antar aktor belum terlaksana 
dengan baik.  Visualisasi data dari koding hasil wawancara 
dapat dilihat berikut:

Gambar 10. Hasil Chart Indikator Koordinasi

Sumber: Olah data software NVivo 12+



Berdasarkan hasil olah data NVivo 12+ menunjukkan bahwa 
untuk indikator koordinasi, Kemenag dan BAZNAS Jeneponto 
mendominasi dengan nilai 7 dan nilai 6. Sedangkan nilai ter-
endah untuk indikator koordinasi terdapat pada dinas Pem-
berdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kelompok Swadaya Mas-
yarakat (KSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai 
2 dari skala 7. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang 
baik hanya antara Kemenag dan BAZNAS.

b. Komunikasi
Selain koordinasi, komunikasi juga menjadi Indikator rela-

si antar aktor pemerintah dan Non Pemerintah. Hasil analisis 
wawancara menujukkan bahwa komunikasi antara BAZNAS dan 
Kememtrian Agama (Kemenag) Jeneponto terjalin dengan baik. 
Begitu pula dengan Lazismu (Lembaga Zakat, Infaq dan Sha-
daqah Muhammadiyah.  Sebagaimana yang dikemukaan oleh 
ketua penyelenggara zakat Kementerian Agama kabupaten Je-
neponto:

“Selain BAZNAS sendiri, ada juga Lazismu. Walaupun ha-
nya lewat Whatsapp (WAG) untuk mengawasi perkemban-
gan-perkembangan yang terjadi”, (Wawancara bersama Dra. 
Hj. Jasminih, 20 Januari 2023). 
Dari data wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kemen-

terian Agama berkomunikasi dengan BAZNAS terkait fundrais-
ing dana zakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Komunikasi yang dijalin tersebut dilakukan melalui on-
line berupa pembagian informasi di whatsapp group dan offline 
dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi kegiatan 
penyaluran bantuan sosial dari dana zakat oleh BAZNAS. BA-
ZNAS Jeneponto mengedepankan komunikasi untuk menyosial-
isasikan pentingnya berzakat dilapisan masyarakat bawah den-
gan melibatkan komunitas dakwah di tingkat desa. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan pihak BAZNAS, sebagai berikut:

“Kami bangun kerja sama dengan aparat di desa. Kemu-
dian kami juga meminta bantuan dari komunitas-komunitas 
dakwah. Di komunitas dakwah itu kan banyak sekali yang ber-
gabung, bahkan ratusan penceramah-penceramah. Pencera-
mah ini biasa turun bertabligh, apakah hari jumat atau melalui 
pengajian-pengajian. Kami juga meminta tolong agar masalah 
zakat ini disampaikan/dikomunikasikan”, (Wawancara bersama 
Maulana Askari, 17 Januari 2023).
Pendekatan komunikasi juga menyorot hubungan Lazismu, 

BAZNAS dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka, 
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pasalnya kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama 
yaitu menyejahterakan masyarakat memalui bantuan sosial. 
Namun, faktanya hubungan komunikasi Lazismu dan BAZNAS 
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak terjalin baik 
mengenai bantuan sosial secara umum maupun fundraising 
dana zakat. Hal ini sebagaimana pendapat Direktur Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka:

“Kalau hubungannya BAZNAS dengan pattiro itu sekarang 
lagi hubungan kerja sama tapi bukan di zakatnya, maksudnya 
saya juga tidak tahu karena mereka kan ini pengurus baru. Tapi 
sejujurnya kemarin itu, saya senang sekali mereka punya ke-
bijakan kalau gaji ASN dipotong 2,5 persen untuk zakat. Akan 
tetapi tidak ada sosialisasi sebelumnya terkait pemotongan 
tersebut sehingga menuai complain dari beberapa ASN. Kalau 
hubungan kelembagaan belum ada, mungkin nanti kedepan 
karena saya rasa respon Jeneponto kemarin ini soal banjir, ke-
bakaran dan lainnya BAZNAS yang paling cepat tanggap untuk 
menanganinya. Meskipun kelembagaan belum ada koordinasi, 
tapi secara personal kita sudah membangun kerja sama itu ka-
lau BAZNAS ini memang sebagai lembaga independen yang 
bisa membackup nanti masalah kemiskinan. Tidak ada lemba-
ga lain yang sekuat BAZNAS yang bisa melakukan fundrais-
ing. Sebenarnya akan lebih efektif fundraising dana zakat jika 
memakai aplikasi yang bias diakses masyarakat dimana dan 
kapan saja untuk membangun trust masyarakat.”, (Wawancara 
bersama Suryani Hajar, 19 Januari 2023).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Lem-

baga Swadaya Masyarakat belum menjalin komunikasi, baik secara 
personal maupun kelembagaan mengenai fundraising dana zakat, 
hal ini juga menyiratkan fakta bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Pattiro Jeka belum ada komunikasi dengan lembaga zakat lainn-
ya termasuk Lazismu kabupaten Jeneponto. Begitu pula dengan Dinas 
Sosial, komunikasi dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah dan 
non pemerintah terkait fundraising dana zakat belum ada.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua bidang pengen-
tasan kemiskinan Dinas Sosial kabupaten Jeneponto:

“Kalau terkait penggalangan zakat itu belum ada. BAZNAS 
jalan sendiri dan kami juga jalan sendiri. Selanjutnya, kalau saya 
secara pribadi atau bidang saya ini belum pernah ada komuni-
kasi dengan BAZNAS sendiri, hal ini sudah pernah ditanyakan 
oleh kepolisian, kemudian saya jawab tidak pernah. Tapi mun-
gkin, kalau dengan bu kadis mungkin ada, cuman saya tidak 
tahu” (Wawancara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023). 



Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kendala fund-
raising dana zakat adalah kurangnya komunikasi dengan lem-
baga lainnya. Meskipun BAZNAS telah menjelaskan bahwa mer-
eka terbuka dengan komunitas ataupun personal lainnya akan 
tetapi komunikasi BAZNAS dengan lembaga pemerintahan dan 
Non pemerintahan di kabupaten Jeneponto belum sepenuhn-
ya terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan sebagaimana pendapat-
pendapat dari beberapa instansi/lembaga yang disebutkan pe-
neliti diatas. Dari hasil koding wawancara dengan menggunakan 
NVivo 12+, komunikasi antara BAZNAS dan lembaga pemerin-
tah serta non pemerintah dapat divisualisasikan berikut: 

Gambar 11. Hasil Chart Indikator Komunikasi

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Berdasarkan hasil olah data NVivo 12+ menunjukkan bahwa 
untuk indikator komunikasi, Bazsnas dan Kementrian Agama 
(Kemenag) Jeneponto mendominasi dengan nilai 4 dan nilai 3, 
yang menjelaskan bahawa komunikasi dua lembaga tersebut 
berjalan baik. Sedangkan nilai terendah untuk indikator komuni-
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kasi terdapat pada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Dinas Sosial dan Pemer-
intah Desa Palajau dengan nilai 1. Hal ini menujukkan bahwa 
pendekatan komunikasi tidak terjadi antara beberapa lembaga 
tersebut.

c. Interaksi
Indikator atau pendekatan terakhir  untuk menjelaskan 

bagaimana relasi aktor dalam fundraising dana zakat adalah 
interaksi. Interaksi mengkaji mengenai tindakan yang dilaku-
kan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling mempen-
garuhi. Pola interaksi dalam penelitian ini ditunjukkan antara 
BAZNAS dengan lembaga dibawahnya seperti UPZ (Unit Peng-
umpul Zakat). Seperti yang dikemukakan oleh ketua BAZNAS 
kabupaten Jeneponto:

“Komunikasi secara internal dilakukan dengan Unit Peng-
umpul Zakat (UPZ) agar pengumpulan zakat lebih efektif. 
Kalau Eskternal, bisa melalui perpanjangan tangan dengan 
lembaga dibawahnya. Jadi, setiap program itu kami selalu 
sosialisasikan/komunikasikan. Pertama dari pembicaraan an-
tar anggota BAZNAS baru diteruskan informasi programnya 
ke lembaga bawahnya” (Wawancara bersama Maulana Askari, 
S.Ag, 17 Januari 2023).
Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS 

menggunakan perpanjangan tangan untuk menyosialisasikan 
program kerja kepada masyarakat dimulai dari anggota inter-
nal sampai ke masyarakat. Namun, strategi sosialisasi tersebut 
kurang efektif, karena BAZNAS belum melakukan sosialisasi di 
instansi pemerintahan. Sebagaimana wawancara bersama sek-
retaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) kabu-
paten Jeneponto, sebagai berikut:

“Komunikasi yang dibangun secara khusus dengan BA-
ZNAS, saya pikir itu hanya sebatas pemotongan 2,5 persen 
gaji ASN (Aparatur Sipil Negara). hal ini juga disampaikan oleh 
Pak Bupati sewaktu rapat bersama OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) kabupaten Jeneponto. Saya rasa juga pemotongan ini 
sudah baik, karena artinya kan gaji kita sudah bersih. Walau 
bagaimanapun harta kita ada milik orang yang membutuh-
kan disana” (Wawancara bersama Supardi. AS. Mallarangang, 
SE.,MM, 17 Januari 2023). 
Dari data diatas diketahui bahwa dari dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (PMD) tidak ada kerja sama dengan BAZNAS 
kabupaten Jeneponto baik terkait peran dalam pengelolaan se-



cara umum maupun lebih spesifik perihal fundraising dana zakat. 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai lembaga 
pemerintahan secara khusus bergerak dibidang pemberdayaan 
masyarakat desa dan juga memiliki akar yang sama dengan BA-
ZNAS yaitu menyejahterakan masyarakat sosial. Interaksi Dinas 
Sosial dan Lazismu juga belum terjalin maksimal. Sebagaimana 
pendapat ketua Lazismu kabupaten Jeneponto:

“Yang mau saya tekankan ini, saya harapkan BAZNAS bisa 
semakin memperkuat koordinasi dengan lembaga dibawahn-
ya. Mestinya BAZNAS itu hanya menerima laporan dari semua 
lembaga bawah BAZNAS yang bekerja termasuk Lazismu ini. 
Cuman, mungkin dari pusat aturan mainnya seperti itu. Pada-
hal kalau mau baca undang-undang zakat, BAZNAS itu hany-
alah induk dari semua lembaga zakat. Mestinya, BAZNAS itu 
sebatas menerima laporannya, bukan yang mengelola dan 
terjun langsung ke lapangan. Tapi ternyata seperti itu pola 
kerjanya. Bahkan semua gaji atau zakat aparatur sipil nega-
ra daerah yang mengumpulkan dan yang mengelola hanya 
BAZNAS. Semuanya lari kesana. Akhirnya, lembaga-lembaga 
lainnya tidak ada. Mungkin kalau di Lazismu itu, hanya dari 
warga-warga Muhammadiyah yang diharapkan” (Wawancara 
bersama Muhammad Jihad, 17 Januari 2023). 
Kurang maksimalnya interaksi antar lembaga, sebagaimana 

dinyatakan juga oleh dinas sosial kabupaten Jeneponto. Dinas 
sosial mempunyai kebijakan sendiri dalam pengelolaan bantuan 
sosial. Hal ini sebagaimana dikatakan ketua bidang pengentasan 
kemiskinan dinas sosial kabupaten Jeneponto yaitu:

“Selain, kita punya grup dinas sosial dengan aparat desa 
dengan setiap kepala desa dan camat untuk kita sosialisasi. 
Kita juga turun ke lapangan kecamatan dan desa, bahwa ada 
kegiatan seperti ini sebelum bantuan turun. Harus berhubun-
gan langsung dengan masyarakat dengan survei langsung” 
(Wawancara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023). 
Interaksi yang baik terjalin antara Dinas Sosial dengan mas-

yarakat mengenai Bantuan sosial non zakat. Berikut visualisasi 
data olahan wawancara dengan menggunakan NVivo 12+: 
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Gambar 12. Hasil Chart Indikator Interaksi

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Berdasarkan hasil olah data NVivo 12+ menunjukkan bahwa 
untuk pendekatan interaksi, Dinas Sosial Kabupaten Jenepon-
to mendominasi dengan nilai 5. Hal ini disebabkan interaksi 
langsung dengan masyarakat intens dilakukan terkait program 
batuan sosial (Bansos), akan tetapi interaksi dengan BAZNAS, 
Kemenag, dan Lazismu dalam fundraising dana zakat belum 
dilakukan secara maksimal. Interaksi mereka hanya seputar 
pemotongan gaji aparatur sebesar 2,5% untuk infaq.  Sedangkan 
nilai terendah untuk indikator interaksi terdapat pada Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM). KSM tidak pernah berinteraksi da-
lam hal pengumpulan zakat dan yang lainnya.



2. Kendala implementasi program pengentasan kemiskinan 
dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan

Kendala implementasi program pengentasan kemiskinan di 
penelitian ini diperoleh dari rangkuman data hasil wawancara 
setiap informan terkait. Adapun metode yang dilalui yaitu mem-
baca setiap data wawancara, kemudian analisis variabel yang 
menjadi kendala disetiap lembaga. Terakhir adalah tentukan 
variabel mendominasi atau indikator yang paling sering mun-
cul. Selain metode diatas, analisis kendala akan menggunakan 
software NVivo 12+ dengan fitur word frequency, gunanya untuk 
melihat kata-kata yang sering muncul dari data wawancara. Beri-
kut adalah variabel kendala implementasi program pengentasan 
kemiskinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan 
berdasarkan hasil analisis:

a. Minimnya kolaborasi antar lembaga
Kolaborasi antar lembaga menjadi penting untuk direal-

isasikan dalam mengimplementasikan sebuah program kerja. 
Namun, berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga baik 
pemerintahan maupun non pemerintahan sangat minim men-
gadakan pertemuan atau kerja sama. Hal ini terjadi dibeberapa 
lembaga yaitu BAZNAS kabupaten Jeneponto, Lazismu kabupat-
en Jeneponto, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka 
dan kementerian agama kabupaten Jeneponto. Sebagaimana 
pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka:

“Tidak ada kendala sih sejauh ini, karena kita kan lembaga 
independen. Baik secara anggaran kita cari sendiri. Kalau ken-
dala terkait ini kemiskinan, ada masalahnya karena harus mel-
ibatkan segenap stakeholders. Sekarang pemerintah ini saya 
lihat jalan sendiri. Harusnya kan kita duduk bersama, memba-
has soal isu pengentasan kemiskinan seperti apa modelnya, 
bagaimana strateginya, buat road mapnya. Kemudian pemer-
intah, kalau pemerintahanya bupati sekarang kan sudah 10 
tahun. 10 tahun ini harus punya road map, kecamatan mana 
yang sudah tuntas , kecamatan mana yang belum tuntas. Itu 
semua harus terlihat jelas dimana jelasnya. Jadi 10 tahun bera-
khir kita sudah bisa lihat bahwa kita berhasil mengatasi kemi-
skinan sekian persen. Tapi sekarang ini tidak jelas, kan mestinya 
harus dilihat after dan before nya. Jadi memang kemiskinan itu 
tidak bisa dilihat secara kasat mata karena kemiskinan harus 
dilihat dari angka/data. Karena sekarang orang juga tiba-tiba 
langsung berstatus miskin, jadi pas pembagian ada bantuan 
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didapat. Misalnya pembagian beras, ini juga kemarin saya per-
hatikan sakit sedikit sudah langsung jadi miskin” (Wawancara 
bersama Suryani Hajar, 19 Januari 2023).
Dari data wawancara diatas diketahui bahwa Lembaga Swa-

daya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka kurang dilibatkan dalam pe-
rundingan program kebijakan didaerah, khususnya terkait pen-
gentasan kemiskinan melalui pengumpulan dan pendistribusian 
zakat. Hal ini relevan dengan pendapat ketua penyelenggara 
zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto:

“Harusnya memang ada koordinasi, apalagi soal zakat ini. 
BAZNAS sendiri melibatkan kami untuk kegiatan-kegiatan 
seperti pemberian bantuan begitu. Tapi, pembicaraan rutin itu 
belum ada, apalagi dengan Lazismu. Lazismu sendiri tidak per-
nah melapor ke saya juga. Jadi harus diperkuat lagi koordinasi 
disini” (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).
Dari data diatas diketahui bahwa kementerian agama sebagai 

pengawas penyelenggaraan zakat belum secara masif berkoor-
dinasi dengan lembaga zakat lainnya baik BAZNAS maupun la-
zismu di kabupaten Jeneponto. Keterlibatan tersebut hanya se-
batas untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara dan 
dominan menjalankan fungsi sera perannya masing-masing. Hal 
ini sebagaimana pendapat ketua Lazismu kabupaten Jeneponto:

“Sejauh ini untuk kerja sama terkait penggalangan dana 
zakat itu, belum sempat tapi hanya satu saja ini yang kita se-
lalu tunggu. Baznahlah induk dari segala lembaga zakat. Tapi 
belum berjalan maksimal juga, karena sampai saat ini semuan-
ya berjalan sendiri-sendiri. Yang mestinya BAZNAS itu sebagai 
pembina, membina lembaga dibawahnya seperti Lazismu, La-
zismu, Wahda dan lainnya” (Wawancara bersama Muhammad 
Jihad, 17 Januari 2023).
Dari data wawancara diatas diketahui bahwa antara Lazismu 

dengan BAZNAS belum ada koordinasi sama sekali karena dari 
perspektif lazismu bahwa BAZNAS sebagai induk lembaga zakat 
tidak melibatkan lazismu untuk kegiatan pengelolaan zakat. Hal 
ini menyebabkan, lazismu tidak mendapat donatur zakat. Jadi, 
dapat disimpulkan kolaborasi antar aktor belum terpenuhi se-
cara maksimal baik oleh kementerian agama, lazismu dan BA-
ZNAS maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka 
dengan pemerintah daerah kabupaten Jeneponto.

b. Kurangnya sosialisasi program
Sosialisasi program menjadi salah satu kendala dalam 

implementasi program pengentasan kemiskinan. Salah satu 



contohnya adalah masalah zakat profesi. Adapun bentuk dari 
zakat profesi dengan memotong 2,5%, ini menjadi riyak kare-
na banyak masyarakat tidak tahu dengan konsep zakat profesi 
tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat ketua penyelenggara 
kabupaten Jeneponto:

“Kendalanya itu banyak diantaranya itu kan kita rata-ra-
ta khususnya di kementerian agama itu sudah ambil kredit. 
Otomatis, umumnya orang yang memang belum paham betul 
sepertinya yah. Maunya dia potong semua dulu semua kredit-
nya dibank, kemudian dia keluarkan dulu semua pengeluaran-
nya, sehingga tersisa misalnya 200 rb. Karena boleh dikata 90 
persen aparatur sipil negara sudah ambil kredit di kementerian 
agama. Jadi, ini yang berat kendalanya bagaimana untuk me-
mahamkan kepada masyarakat bahwa zakat itu, zakat profesi 
itu dikeluarkan setelah bayar banyak. Tapi umumnya aparatur 
sipil negara itu berat. Jadi, akhirnya lebih banyak yang mau 
bayar infaq, yang tadi untuk golongnan IV 20 rb per bulan dan 
seterusnya. Untuk zakat profesi masih sangat berat, jadi ini tu-
gas berat juga bagi penyuluh yang ada di kementerian agama 
untuk tetap bersabar mensosialisasikan supaya masyarakat 
bisa paham. Karena kan ini juga merujuk pada surah Al-Baqa-
rah ayat 128 bahwa keluarkanlah zakatmu dari hasil usahamu 
yang baik-baik” (Wawancara bersama 20 Januari 2023). 
Dari data wawancara diatas diketahui bahwa zakat profe-

si masih menghadapi rintangan yang berat dikalangan beber-
apa orang khususnya dilembaga pemerintahan. Kredit diambil 
aparatur sipil negara jelas memperberat zakat profesi, sebab 
sebagian besar gajinya sudah terpotong untuk pembayaran 
kredit ditambah pemotongan zakat profesi. Dampaknya kebija-
kan tersebut ditunda oleh pemda untuk dikaji ulang, seharusnya 
terkait hal ini, pemda dapat melibatkan stakeholders terkhusus 
ahli fiqih untuk menjelaskan terkait konsep zakat profesi yang 
sebenarnya. Karena zakat profesi ini masih terdengar asing di-
masyarakat Jeneponto, hal ini relevan dengan pendapat anggo-
ta bidang kesehatan KSM desa Palajau:

Hal ini sejalan dengan pendapat anggota bidang kesehatan 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) desa Palajau:

“Kalau masalah zakatnya, biasanya sekretaris desa sendi-
ri yang tangani soal itu. Disini itu soal zakat sejauh ini yang 
dilakukan saat bulan ramadhan itu adanya namanya zakat fi-
trah. Kalau zakat-zakat lainnya saya tidak tahu. Kalau soal zakat 
fitrah, kan biasanya itu masuk remaja-remaja masjid pengurus-
nya di desa. Kita data nanti disitu berapa Janda, yatim piatu, 
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begitu kemudian yang dibagikan. Cuman kalau terkait BAZNAS 
sendiri disini, belum ada pernah sosialisasi kesini dari BAZNAS. 
Memang perlu penguat disitu, supaya masyarakat disini juga 
paham terkait zakat apa saja yang harus dikeluarkan” (Wawan-
cara bersama Ibu Suadaya, 19 Januari 2023).
Dari pendapat diatas diketahui bahwa sosialisasi dari BA-

ZNAS sebagai pengelola zakat belum menyentuh masyarakat 
desa karena mereka hanya tahu sebatas zakat fitrah. Padahal 
jenis zakat itu tidak hanya zakat fitrah, ada zakat mal dan zakat 
lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi 
kebijakan program belum masif disosialisasikan ke masyarakat. 

c. Minimnya ketersediaan anggaran
Salah satu kendala implementasi program kemiskinan ada-

lah ketersediaan anggaran. Analisis kendala ini diperoleh dari 
lembaga Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) sebagai lembaga 
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan di kabupaten 
Jeneponto. Hal ini sebagaimana pendapat dari ketua bidang 
Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten Jeneponto:

“Itu kan setiap tahunnya kita membuat program kerja, kita 
laksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran. Jadi kalau-
pun kita sudah program kan tapi kita tidak punya anggarannya 
maka kita korbankan sebagian pada saat penyusunan. Intinya 
dilihat dari kondisi keuangan. Kita membuat program sede-
mikian rupa, sebanyak mungkin dengan syarat melihat ang-
garan yang tersedia, apakah sudah bisa dilaksanakan atau be-
lum. Kalau keuangan atau anggarannya terbatas kita juga akan 
selektif untuk menentukan program di bidang Kesejahteraan 
Rakyat” (Wawancara bersama Siradj SL, 18 Januari 2023).
Dari wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan program 

disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kemudian untuk 
mengolah data kualitatif, peneliti menggunakan software nivio 
12 plus.  Adapun visualisasi data digambarkan sebagai berikut:



Gambar 13. Hasil Analisis Word Frequency

Sumber: Olah data analisis word frequency

Gambar diatas menampilkan hasil analisis menggunakan 
fitur word frequency melalui software NVivo 12+, gunanya un-
tuk menguji kata-kata yang sering muncul dalam penelitian. 
Dari olahan data wawancara diatas diketahui bahwa Kebijakan, 
zakat, aparatur, BAZNAS mendominasi frekuensi berulangnya 
kata atau kalimat. Kata tersebut sering muncul dalam wawan-
cara terhadap informan penelitian.

3. Pengembangan Model Multipartner  Governance dalam  
pengelolaan Fundrising dana Zakat di Kabupaten Jeneponto

Model multipartner governance sudah marak digunakan 
oleh aktor-aktor pemerintahan dalam pengadaan sebuah 
program atau menjalankan tindakan. Tujuannya agar memu-
dahkan pencapaian program. Pengembangan multipartner 
governance dalam penelitian ini dilihat dari 4 pendekatan 
yaitu partisipasi aktor, perspektif aktor, aksebilitas aktor dan 
penentuan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa in-
dikator perspektif aktor mendominasi dengan total nilai 36 
dibanding indikator lainnya yaitu aksebilitas aktor mendapat 
nilai 23, partisipasi aktor 30 dan penentuan tindakan 23. Pada 

101 Policy Network



102Policy Network

indikator perspektif aktor, BAZNAS mendapat nilai terting-
gi yaitu 9 dari skala 30. Untuk melihat pemahaman program 
oleh lembaga, peneliti mengfokuskan terhadap pertanyaan 
terkait proses penyaluran dana zakat, sebagaimana pendapat 
ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto yaitu:

“Kalau proses penyalurannya itu, kalau ada calon Mu-
zakki, kita proses dulu, kita minta datanya. Terus kita perik-
sa langsung, kondisinya, apakah benar-benar berhak untuk 
mendapatkan bantuan. Kemudian kita ambil datanya termasuk 
foto kondisi rumahnya. Terus kita musyawarahkan bagaimana 
kita untuk memberikan bantuannya kepada yang berhak me-
nerima zakat. Setelah di musyawarahkan, baru kita tentukan 
bagaimana bentuk bantuan yang bisa disalurkan bentuk tunai 
atau berbentuk bahan-bahan makanan” (Wawancara bersama 
Maulana Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).
Hal ini sejalan dengan pendapat ketua penyelenggara zakat 

kementerian agama kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:
“Ini kan program-program nasional, independen kan BA-

ZNAS, tentunya perlu pengawasan. Yang namanya kement-
erian Agama kan pasti terkait dengan itu. Apalagi penyuluh 
kita kan banyak. Pihak BAZNAS harus diawasi atau ada pen-
gawasan, supaya ada transparansi, kemudian masyarakat per-
caya pada BAZNAS untuk mengelola itu dana zakatnya.Karena 
kapan kita tidak awasi, yang namanya manusia biasa, mungkin 
ada kekeliruan atau kesalahan yang tidak terpantau . Tapi kalau 
kita ingatkan pasti in syaa Alloh berusaha memberikan yang 
sesuai 8 itu” (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 
2023). 
Pemahaman aktor terkait program salah satunya dilihat dari 

keterlibatannya dari perencanaan sampai pelaksanaan sebuah 
program. Kementerian agama menunjukkan keterlibatan sebagai 
pengawas penyelenggaraan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator perspektif aktor telah 
terimplementasi dengan baik dilembaga BAZNAS dan kement-
erian agama. Uraian diatas dapat divisualisasikan dengan tujuan 
untuk memberikan gambaran secara jelas, sebagai berikut:



Gambar 14.  Hasil Chart Multipartner Governance

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Gambar diatas menunjukkan hasil analisis dari masing-masing 
indikator mulai dari partisipasi aktor, perspektif aktor, aksebilitas 
aktor dan penentuan tindakan. Variabel perspektif aktor menun-
jukkan nilai tertinggi atau mendominasi dibanding variabel lainn-
ya, sebagaimana nilai total keseluruhan dari semua institasi pada 
indikator perspektif aktor yaitu sebanyak 36, sedangkan indikator 
lainnya yaitu partisipasi aktor mendapat nilai total sebanyak 30, 
aksebilitas aktor sebanyak 23 dan penentuan tindakan mendapat 
nilai 23. BAZNAS kabupaten Jeneponto mendapat total nilai 23 
dari semua indikator, desa Palajau 9, dinas Pemberdayaan Mas-
yarakat Desa (PMD) 6, dinas sosial kabupaten Jeneponto 15, 
kementerian agama 15, bidang kesejahteraan masyarakat 14, 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) desa Palajau 4, Lazismu 
kabupaten Jeneponto 15 dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Pattiro Jeka mendapat nilai 9. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa BAZNAS kabupaten Jeneponto menunjukkan perannya 
dalam model multipartner governance dalam fundraising dana 
zakat dengan baik.
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a. Partisipasi aktor
Partisipasi aktor membahas mengenai peran aktor dalam im-

plementasi suatu kebijakan, keterkaitannya dalam pengelolaan 
fundraising dana zakat di Kabupaten Jeneponto. Hasil analisis 
diperoleh dari software analisis kualitatif bernama NVivo 12+ 
menggunakan 3 metode yaitu pengimputan data, coding data 
dan visualisasi data. Pertama, input data hasil wawancara ma-
suk ke dalam software NVivo 12+. Data wawancara berupa file 
berformat word. Kedua, buat node dan cases dimana node dis-
esuaikan dengan indikator pengembangan multipartner gov-
ernance yaitu partisipasi aktor, perspektif aktor, aksebilitas ak-
tor dan penentuan tindakan. Sedangkan cases, yaitu BAZNAS, 
lazismu, ksm desa palajau, desa palajau, kementerian agama, 
dinas PMD, dinas sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Pattiro Jeka dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten 
Jeneponto. Lalu, coding data dengan cara memblok kalimat-ka-
limat yang dianggap relevan dengan node. Terakhir adalah visu-
alisasi data, menggunakan fitur explore crosstab query. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten Je-
neponto memperoleh nilai 7 dari skala 7 mendominasi diband-
ing lembaga lainnya, setelah BAZNAS kemudian ada Lazismu 
kabupaten  Jeneponto mendapat nilai 5 dari skala 7, dinas sosial 
mendapat nilai 4. Sementara Kesejahteraan Masyarakat (KESRA), 
kementerian agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Pattiro Jeka mendapat nilai rata-rata 3. BAZNAS sebagai lemba-
ga pengelola zakat berperan aktif, hal ini sebagaimana pendapat 
ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto terkait strategi fundraising 
dana zakat:

“Untuk sementara ini Pemerintah Daerah membantu untuk 
mensosialisasikan pentingnya berzakat. In syaa Alloh dalam 
waktu dekat ini kami akan melaksanakan seminar untuk mem-
berikan pemahaman pentingnya berzakat dan infak. Kemudian 
setelah itu, setelah itu kami akan lanjutkan sosialisasi ke lem-
baga atau instansi baik lembaga pemerintah maupun non pe-
merintah. Kemudian kami juga akan memasuki universitas atau 
perguruan tinggi, kecamatan, desa-desa, pedagang-pedagang 
dan pengusaha. Disana banyak potensi yang bisa kita dapat-
kan untuk memberikan pemahaman pentingnya berzakat ini. 
Sebenarnya potensinya ini sangat banyak, tapi hanya kurang 
kesadaran untuk berzakat” (Wawancara bersama Maulana 
Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).
Dari datas diatas dapat diketahui bahwa salah satu kendala 

fundraising dana zakat adalah kurangnya sosialisasi ke lembaga 



pemerintah maupun non pemerintah serta perorangan. Oleh 
karena itu, seharusnya BAZNAS mempunyai strategi fundrais-
ing dengan metode multipartner governance. artinya mengajak 
pihak-pihak lainnya agar menunaikan zakatnya serta mem-
bantu untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat. Meskipun 
masih berbentuk rencana, akan tetapi tahap-tahap sosialisasi 
dengan menyusuri semua kalangan pihak merupakan niat baik 
yang harus didukung. Strategi ini sama halnya dilakukan Lazis-
mu sebagai cabang lembaga zakat dari BAZNAS, sebagaimana 
pendapat ketua Lazismu kabupaten Jeneponto:

“Kalau untuk metode/strateginya sampai saat ini masih 
itu yang bisa kita lakukan, kita sampaikan atau sosialisasikan 
mengenai pentingnya zakat di acara-acara keislaman seper-
ti taksiyah, sunatan, khutbah jumat dan lainnya. Karena kalau 
dari kementerian Agama ada memang instruksi untuk sosial-
isasikan itu zakat, tapi sejauh ini hanya sekadar instruksi belum 
ada yang berjalan” (Wawancara bersama Muhammad Jihad, 17 
Januari 2023).
BAZNAS mendorong rencana kegiatan sosialisasi dengan 

menyusuri berbagai pihak, sama halnya dengan Lazismu. Akan 
tetapi bedanya, Lazismu telah melakukan sosialisasi akan tetapi 
tidak menggandeng BAZNAS. Selain itu, lembaga yang berperan 
dalam fundraising dana zakat adalah kementerian agama kabu-
paten Jeneponto. Sebagaimana pendapat ketua penyelenggara 
zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto:

“Strateginya setiap bulannya itu kita bersilaturahmi me-
mantau perkembangan apa yang ada di BAZNAS karena kita 
ini kementerian agama itu hanya pengawasan bukan ter-
jun langsung ke masyarakat tetapi BAZNAS lah yang terjun. 
Karena 2 tahun yang lalu itu, monev nya itu tentang penggu-
naan syariah BAZNAS itu yah kami dari kabupaten. Tapi tahun 
kemarin diambil alih oleh kanwil untuk monev semua lapo-
ran-laporan penggunaan dana BAZNAS. Itu pengawasannya, 
jadi strateginya itulah harus ada silahturahmi, banyak-banyak 
komunikasi untuk memantau perkembangan. Karena jangan 
sampai ada kekeliruan tanpa dia sadari” (Wawancara bersama 
Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).  
Peran kementerian agama dalam hal fundraising dana zakat 

yaitu mengawasi lembaga pengelola zakat termasuk BAZNAS, 
Lazismu, Lazisnu dan lembaga lainnya. Proses mentoring ini 
dilakukan dengan pendekatan personal terlebih dahulu dan 
kemudian pendekatan lembaga. Komunikasi dilakukan dapat 
dilakukan via sms, telfon maupun WA. Namun peran ketiga 
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lembaga tersebut, berbeda dengan peran dinas sosial terkait 
fundraising dana zakat selaku lembaga pemerintahan di kabu-
paten Jeneponto. Hal ini sesuai pendapat ketua bidang pen-
gentasan kemiskinan dinas sosial kabupaten Jeneponto terkait 
strategi penyampaian program yaitu:

“Yang bantuan kemarin 2021 kemarin, ada bantuan per-
bengkelan dan pertukangan, nelayan, UMKM untuk pening-
katan ekonomi. Bantuan seperti musibah banjir, kebakaran 
dan lainnya ada juga. Selain itu, ada juga bedah rumah. Dari 
kementerian ada seperti PKH, bantuan sembako, BLT, BBM” 
(Wawancara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023). 
Dari data wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Sosial ti-

dak memiliki andil terhadap zakat baik perihal pengawasan, 
penggalangan maupun hal lainnya, ada hubungan namun seba-
tas pemotongan dari gaji 2.5% u. Dinas sosial memiliki kebijakan 
tersendiri soal pengentasan kemiskinan melalui bantuan-bantu-
an sosial dari kementerian sosial, pemda dan lembaga lainnya. 
Artinya bahwa baik BAZNAS selaku pengelola zakat dan dinas 
sosial  jalan sendiri-sendiri, belum ada komunikasi intens. Hal 
yang sama juga dirasakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Pattiro Jeka, sebagaimana pendapat direktur Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka sebagai berikut:

“Kalau sekarang kami di Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Pattiro Jeka itu banyak anggota namanya laskar muda 
Pattiro. Isinya itu anak-anak fresh graduate semua yang ba-
ru-baru selesai terekrut. Kita bangun jaringan, ini sekarang kita 
lagi konsen ke isu kemiskinan, isu anak, literasi dan lainnya. 
Masih kecil-kecil dulu karena mereka kan ini di Laskar Muda 
Pattiro masih muda-muda, masih freshgraduate kan. Kita kasih 
projek-projek yang standar dulu” (Wawancara bersama Sury-
ani Hajar, 19 Januari 2023).
Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka da-

lam hal ini sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan 
menyejahterakan masyarakat termasuk mengentas isu kemiskinan, 
dilakukan dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan. Na-
mun, peran dalam fundraising ini belum tercapai sepenuhnya karena 
kerja sama kelembagaan belum ada hanya sebatas komunikasi per-
sonal. Hal ini relevan dengan pendapat Kesejahteraan Masyarakat 
(KESRA) kabupaten  Jeneponto yang tidak memiliki peran terkait 
fundraising dana zakat ataupun persoalan zakat secara umum:

“Kalau terkait zakat itu, kan sudah ada Mou antara pemer-
intah kabupaten dengan BAZNAS sendiri, terkait dengan pen-
yalurannya sendiri ada aturan-aturannya tersendiri disana. 



Jadi, penyalurannya itu bukan dikami. Tapi dikelola sendiri oleh 
BAZNAS. Jadi, ini yang baru-baru kita lakukan ini, itu zakat 2,5 
persen yang baru berlangsung 1 bulan. Tapi banyak sekali rin-
tangan disitu sehingga ditunda dulu. Namun sebelum-sebel-
umnya itu sudah berjalan BAZNAS nya. Dan sudah seringkali 
dia memberikan bantuan. Cuman saya belum tahu seperti apa. 
Kalau spesifik terkait kerja sama lembaga kami dengan BAZNAS 
yah ada. Cuman itu sarannya pemerintah daerah agar mem-
bantu membiayai yang betul-betul membutuhkan, yang sangat 
kekurangan. Kita hanya mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah 
selebihnya itu BAZNAS yang kelola terkait zakat sendiri. Leb-
ih lanjut, untuk perencanaan sampai pelaksanaan terkait zakat 
BAZNAS tidak melibatkan kami dbaik itu dalam pengawasan, 
pokok nya tidak ada peran Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) 
disitu dalam pengelolaan zakat dari BAZNAS. Karena juga saya 
secara pribadi tidak pernah dilibatkan” (Wawancara bersama Si-
radj SL, 18 Januari 2023).
Terkait fundraising dana zakat, Kesejahteraan Masyarakat (KES-

RA) kabupaten  Jeneponto tidak memiliki peran intens. Kesejahter-
aan Masyarakat (KESRA) sejauh ini berperan untuk kegiatan-kegia-
tan keislaman mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi, 
dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga 
yang memiliki peran dominan dalam fundraising dana zakat atau-
pun perihal zakat secara umum yaitu kementerian agama, Lasizmu 
dan BAZNAS kabupaten Jeneponto. Sedangkan lembaga lainnya 
hanya sekadar mendukung namun tidak memiliki peran tersebut. 
Adapun uraian diatas dapat divisualisasikan, tujuannya untuk mem-
berikan gambaran jelas mengenai peran aktor dalam fundraising 
dana zakat, sebagai berikut :

Gambar 15. Hasil Chart Indikator Partisipasi Antar Aktor
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Sumber: Olah data software NVivo 12+

Gambar diatas menunjukkan hasil analisis melalui software 
NVivo 12+, kali ini menguji indikator koordinasi disetiap lem-
baga. BAZNAS kabupaten Jeneponto menunjukkan perannya 
dalam pengelolaan zakat dengan perolehan nilai 7 terbilang 
mendominasi dibanding lembaga lainnya, kemudian ada La-
zismu kabupaten Jeneponto sebagai salah satu pengelola 
zakat mendapat nilai 5, dinas sosial 4, kementerian agama, 
bidang kesejahteraan masyarakat dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka mendapat rata-rata nilai 3, 
desa Palajau dan dinas Pemberdayaan Masyarakat mendapat 
nilai sama yakni 2, nilai terendah didapat oleh Kelompok Swa-
daya Masyarakat (KSM) desa Palajau. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa terkait fundraising dana zakat di kabupaten Jeneponto, 
sejumlah lembaga pemerintahan dan/atau non pemerintahan 
belum masif diikutkan. Karena yang berperan hanya lemba-
ga-lembaga yang memiliki otoritas persoalan zakat. 

b. Perspektif aktor
Perspektif aktor membahas mengenai pemahaman aktor ter-

kait program fundraising dana zakat ataupun zakat secara gen-
eral. Metode analisis menggunakan software NVivo 12+, sama 
dengan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten  Jeneponto mendom-
inasi dengan nilai 9 dari skala 9, kemudian disusul kementerian 
agama mendapat nilai 6 dari skala 9, Pemerintah Desa Palajau, 
Dinas sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) masing-mas-
ing mendapat nilai 5. Sementara Lazismu mendapat nilai 3, ter-
akhir Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dan KSM 
desa Palajau mendapat nilai terendah yaitu 1 dari skala 9. Sudah 
jelas bahwa BAZNAS memiliki pemahaman terkait zakat lebih 
mendominasi karena merupakan badan resmi yang dibentuk 



pemerintah untuk mengelola zakat nasional. Hal ini sebagaima-
na pendapat wakil ketua 1 pendistribusian dana zakat BAZNAS 
kabupaten Jeneponto:

“Jadi untuk saat ini kita memberikan bantuan kepada orang 
tua jompo yang tidak punya penghasilan. Alhamdulillah, den-
gan adanya BAZNAS, mereka bisa menikmati masa tuanya. 
Kemudian, yang kedua adalah kalau misalnya ada bencana, 
BAZNAS secara sigap memberikan bantuan. Termasuk juga 
dibidang pendidikan, yaitu memberikan bantuan-bantu-
an kepada siswa miskin untuk penyelesaian studi. Dan untuk 
dibidang kesehatan juga, yang bermasalah juga dikesehatan 
misalnya masyarakat yang tidak mampu yang tidak punya 
BPJS. BAZNAS yang bantu untuk biaya-biaya perawatannya. 
Saya kira sudah banyak bukti yang bisa memperlihatkan bah-
wa dengan adanya BAZNAS ini sendiri bisa membantu” (Waw-
ancara bersama Mursalim, S.H.I, 17 Januari 2022)
Untuk menilai pemahaman informan terkait program fund-

raising dana zakat,  peneliti berusaha mengkaji dari segi pandan-
gan informan terkait keberhasilan program yang telah terlaksana 
dilembaga. BAZNAS sendiri sebagaimana dijelaskan oleh wakil 
ketua 1 diatas, menyiratkan bahwa informan memahami den-
gan baik perencanaan sampai pelaksanaan program zakat. Se-
cara spesifik dijelaskan bahwa BAZNAS sudah menjalankan pro-
gram dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya. Hal ini juga 
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lazismu Kabupaten 
Jeneponto sebegai berikut:

“Itu hasil celengan yang kita dapatkan, dari sekian musi-
bah yang terjadi di Indonesia ini seperti kejadian kemarin di 
Majene, di Palu juga kemarin, Alhamdulillah kami bantu dari 
celengan itu. Jadi dimana-mana ada musibah seperti puting 
beliung, banjir, kebakaran dan lainnya kita bantu. Dan ini juga 
dari celengan tersebut, kita membiayai ada anak dari Unismuh 
yang lanjut kuliah S2 di Jawa tapi yang diberikan hanya biaya 
kuliah beda lagi dengan biaya hidupnya, diberikan bantuan 
pendidikan dari Lazismu.  Ada juga anak-anak yang kemarin 
mendaftar di Jeneponto dia kekurangan dana untuk kuliah, 
kemudian kami bantu. Ini juga termasuk bantuan dana untuk 
pengadaan kegiatan misalnya dari Ikatan Mahasiswa Muham-
madiyah (IMM) atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Ini 
kemarin ada kegiatan dari IPM di Bulukumba. Tapi tetap harus 
ada pengajuan proposalnya, banyak atau tidaknya kami beri-
kan. Kalau ada dananya kita berikan, kalau tidak ada, yah tidak 
diberikan karena bagaimana kita berikan kalau dana nya tidak 
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ada” (Wawancara bersama Muhammad Jihad, 17 Januari 2023).
Lazismu didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pengurus 

Pusat (PP) Muhammadiyah pada Tahun 2022, yang selanjutnya 
dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai 
lembaga zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan 
masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, 
infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseo-
rangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu terse-
bar di seluruh Propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, terma-
suk di Kabupaten Jeneponto. Hanya saja, pendayagunaan zakat 
masih terbatas pada kalangan internal saja. Lazismu dan BAZNAS 
belum menjalin kerjasama untuk mendayagunakan zakat untuk 
mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu 
mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pengumpulan zakat khu-
susnya bagi warga Muhammadiyah belum berjalan dengan mak-
simal juga disebabkab oleh kurangnya kesadaran masyarakat un-
tuk berzakat. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui 
bahwa pemahaman para aktor khususnya peran Lazismu sebagai 
lembaga pengumpul zakat sudah baik. 

Selain itu, kementerian agama juga menunjukkan pemaha-
man terkait zakat, sebagaimana pendapat ketua penyelenggara 
zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto:

“Kami melihat data yang ada, kalau misalnya ditahun ke-
marin kan ada muzakki dan mustahik. Kalau meningkatkan 
muzakki nya berarti itu bagus, kemudian diusahakan ada pe-
merataan disetiap kecamatan. Itu barangkali bisa dilihat dari 
peningkatan grafiknya muzakki dan mustahiknya. Kalau leb-
ih banyak muzakki nya berarti memang perlu ada kepedulian 
yang tinggi supaya berhasil. Alhamdulillah ini tahun kita fokus 
untuk memprogramkan, mudah-mudahan kita dapat di Je-
neponto itu kampung zakat. Kemarin itu sudah survei lapa-
ngan di kecamatan Rumbia, ada program nanti itu memben-
tuk kampung zakat. Kampung zakat itu memang sudah ada 
dalam juknis pusat terkait dengan tinggi mustahiknya, pendi-
dikan rendah, kesehatan rendah. Dan inilah yang akan dibina, 
semaksimal mungkin mustahik meningkat menjadi muzakki. 
Pendidikan tinggi dan semuanya” (Wawancara bersama Dra. 
Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).
Dari data diatas diketahui bahwa tolok ukur keberhasilan 

program yang dijelaskan mengindikasikan bahwa aktor pemer-
intah dalam hal ini Kementrian Agama (Kemenag) Jeneponto  
memahami dengan jelas program pandayagunaan zakat untuk 
meningkatkan jumlah Muzakki. Untuk memberikan gambaran 



terkait perspektif aktor dalam fundraising dana zakat, dapat dili-
hat dari visualisasi hasil olahan NVivo 12+ berikut ini:  

Gambar 16. Hasil Chart Indikator Perspektif Aktor

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa indikator per-
spektif aktor mendominasi pendekatan multipartner governance 
dalam fundraising dana zakat, hal ini didasarkan karena analisis pe-
neliti dan hasil yang ditunjukkan oleh software NVivo 12+ seperti 
digambarkan diatas. BAZNAS kabupaten Jeneponto mendominasi 
dengan nilai tertinggi yaitu 9 karena kewenangan untuk mengelola 
zakat telah tertera dalam Undang-Undang,yang kemudian nantinya 
berdampak pada pemahaman mereka mengenai zakat. Sementara 
untuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pattiro Jeka, Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa (PMM) memperoleh nilai terendah dengan nilai 1. Hal ini 
mengindikasikan bahwa perspenktif aktor di ketiga lembaga terse-
but berada pada kategori kurang baik. 
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c. Aksebilitas aktor
Aksebilitas aktor membahas mengenai akses aktor-aktor 

terhadap pelaksanaan program. Hasil menunjukkan bahwa BA-
ZNAS kabupaten Jeneponto mendapat nilai tertinggi yaitu 6 dari 
skala 6, Lazismu kabupaten Jeneponto 4 dari skala 6, Dinas so-
sial dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) rata-rata mendapat 
nilai 3, Kementerian Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) mendapat nilai 2, serta KSM, Pemerintah Desa palajau dan 
dinas PMD mendapat nilai 1 dari skala 6. BAZNAS kabupaten 
Jeneponto menunjukkan kemudahan dari pencapaian program 
dari segi kewenangan yang dimiliki untuk menjalankan program, 
sebagaimana pendapat ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto, 
sebagai berikut:

“Kemudian untuk pendistribusiannya, pendistribusiannya 
juga kan kita punya. Kalau data Mustahik biasa banyak. Tapi 
untuk assessment itu biasa lama. Ini juga jadi keluhan Musta-
hik, karena kita memiliki prosedur yang harus diikuti. Jadi, kita 
tidak langsung berikan, ada ketentuan yang harus kita penuhi” 
(Wawancara bersama Maulana Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).
Akses BAZNAS terkait fundraising sebagaimana wawancara 

diatas dibuktikan dengan data administrasi berupa data musta-
hik (penerima zakat) yang dipegang oleh BAZNAS sebagai pen-
gelola zakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa BAZNAS 
memiliki aksesibilitas yang baik terkait fundraising dana zakat. 
Hal ini berbeda dengan pendapat ketua bidang pengentasan 
kemiskinan dinas sosial kabupaten Jeneponto:

“Optimal, artinya karena semuanya ada aturannya khusus-
nya dalam pendistribusian Bantuan social” (Wawancara bersa-
ma Andi Fajar, 17 Januari 2023).
Dari wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Sosial yang 

mempunyai tugas pokok sebagai fasilitator dalam mengentas-
kan kemiskinan melalui bantuan sosial (Bansos)  sudah terpenuhi 
aksesibilitasnya. Akan tetapi dalam hal fundraising dana zakat, 
dinas sosial tidak memiliki akses tersebut. Hal ini dibuktikan den-
gan tidak adanya wewenang atau peran dinas sosial untuk fund-
raising dana zakat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ind-
ikator aksebilitas aktor telah terpenuhi dilembaga BAZNAS dan 
Lazismu dan kementerian agama, sementara lembaga lainnya 
berperan sebagai pendukung. Uraian diatas dapat digambarkan 
melalui software NVivo 12+ dengan fitur crosstab query:



Gambar 17. Hasil Chart Indikator Aksebilitas Aktor

   

  Sumber : Olah data software NVivo 12+

Aksebilitas aktor dilihat dari kemudahan akses ruang, wak-
tu dan lainnya dari sebuah lembaga terhadap fundraising dana 
zakat. Berdasarkan olahn NVivo 12+, BAZNAS mendominasi se-
bagai lembaga dengan otoritas tinggi untuk mengelola dana 
zakat. Kemudian disusul Lazismu dengan nilai 4, serta Dinas So-
sial dan Kementerian Agama kabupaten Jeneponto dengan nilai 
3. Nilai terendah ada pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Pattiro Jeka mendapat nilai 2, Pemerintah Desa Palajau, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) dengan nilai masing-masing 1. BAZNAS, Ke-
menterian Agama (KEMENAG) dan Lazismu yang mempunyai 
akses karena dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki ter-
kait fundraising dana zakat di Kabupaten Jeneponto. Dinas So-
sial juga memiliki akses yang baik, tetapi khusus untuk bantuan 
sosial (Bansos) dari pemerintah Misalnya BPNT (Bantuan pangan 
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non tunai) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ke depan di-
harapkan sudah terjalin kerjasama yang baik antar lembaga da-
lam pengelolaan zakat agar lebih berdaya guna. 

d. Penentuan tindakan
Penentuan tindakan membahas tentang peran aktor dalam 

mengambil suatu tindakan. Untuk mendapat hasil analisis dalam 
penelitian menggunakan software NVivo 12+ dengan fitur cross-
tab query. Hasil analisis menunjukkan bahwa kementerian agama 
mendapat nilai tertinggi dengan nilai 4 dari skala 4, kemudian la-
zismu, dinas sosial, Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) dan Lem-
baga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka rata-rata mendapat 
nilai 3 dari skala 4. Sementara, Dinas PMD mendapat nilai 2 dari 
skala 4, terakhir Pemerintah  Desa Palajau dan KSM desa Palajau  
mendapat nilai terendah yaitu 1. Kementerian agama merupa-
kan lembaga pemerintahan yang membidangi urusan agama, 
secara langsung membantu presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. Ini juga berdampak terhadap wewenang 
untuk mengambil keputusan terkait keagamaan termasuk zakat. 
Sebagaimana pendapat ketua penyelenggara zakat kementerian 
agama kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

“Lebih kerucut lagi penyulunya, tetapi di Kementerian Ag-
ama juga itu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Semua 
KUA itu ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  nya. Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ) inilah yang mengumpulkan dana zakat, infaq dan 
sekedah. Alhamdulillah di kementerian agama  itu sudah ber-
jalan, walaupun belum sesuai harapan” (Wawancara bersama 
Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023). 
Data wawancara diatas diketahui bahwa kementerian agama 

sudah mengambil beberapa keputusan terkait penyelenggaraan 
zakat, salah satu keputusannya yaitu membentuk Unit Pengum-
pul Zakat (UPZ) berperan untuk mengumpulkan dana zakat. Hal 
ini berbeda dengan pendapat direktur Lembaga Swadaya Mas-
yarakat (LSM) Pattiro Jeka:

“Itu tadi salah satunya dengan bedah rumah yang seperti 
saya sampaikan sebelumnya, pemetaan warga miskin. Jadi Pat-
tiro Jeka ini secara kelembagaan masukin TPKTD di BAPPEDA. 
TPKTD itu Tim Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Daerah” 
BAZNAS tidak pernah meminta data tersebut. (Wawancara 
bersama Suryani Hajar, 19 Januari 2023). 
Dari data diatas diketahui bahwa Lembaga Swadaya Mas-

yarakat (LSM) Pattiro Jeka memiliki keputusan sendiri dikelem-
bagaan. Keputusan-keputusan diambil sesuai dengan proporsi 



nya dan kebutuhan lembaganya. Namun, terkait dengan fund-
raising dana zakat secara umum tidak ada. Jadi dapat disimpul-
kan bahwa indikator penentuan tindakan telah direalisasikan 
dengan baik dilembaga Kementerian Agama (KEMENAG), BA-
ZNAS dan Lazismu. Sedangkan lembaga lainnya mengambil tin-
dakan sesuai tugas pokok dan  fungsi dari lembaga masing-mas-
ing. Adapun uraian diatas dapat digambarkan melalui software 
NVivo 12+ dengan fitur crosstab query, sebagai berikut:

Gambar 18. Hasil Chart Indikator Penentuan Tindakan

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Gambar diatas menunjukkan visualisasi dari analisis untuk 
indikator penentuan tindakan. Secara keseluruhan penentu-
an tindakan mendapat nilai 23, sama halnya dengan nilai yang 
diperoleh indikator aksebilitas aktor. Berdasarkan pengamatan 
peneliti bahwa semua lembaga mendapat nilai dibawah angka 
5, sebagaimana ditunjukkan oleh kementerian agama kabupat-
en Jeneponto mendapat nilai tertinggi yakni 4, BAZNAS, dinas 
sosial, bidang kesejahteraan masyarakat, lazismu kabupaten 
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Jeneponto, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka mendapat nilai 
yang sama yakni 3, nilai terendah diperoleh Pemerintah Desa 
Palajau dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Pala-
jau yaitu 1. Perolehan nilai tersebut dipengaruhi karena rata-ra-
ta lembaga lainnya selain BAZNAS, Lazismu dan Kementerian 
Agama (KEMENAG) nyatanya tidak memiliki kewenangan un-
tuk pengelolaan zakat begitupun dalam peran fundraising dana 
zakat. Oleh karena itu, lembaga lainnya tidak memiliki otoritas 
ataupun peran untuk menentukan tindakan dalam fundraising 
dana zakat.

E. Pembahasan

1. Relasi  antar  aktor  dalam  pengetasan  kemiskinan  di  
Kabupaten  Jeneponto melalui tata kelola fundrising dana 
zakat

Sebagaimana diadopsi dari teori Rodhes dan Mark bah-
wa relasi antar aktor menggunakan 3 pendekatan yaitu 
koordinasi, komunikasi dan interaksi. Berdasarkan hasil 
analisis penelitian, pendekatan koordinasi mendomina-

si dibanding komunikasi dan interaksi. Menurut Nurhidayat, 
dkk (2013) koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan 
menyatukan kegiatan yang sedang dilakukan [33]. Koordinasi 
yang berhasil akan mengarah pada hasil yang lebih baik bagi 
penerima manfaat [34]. Pendekatan koordinasi dalam peneli-
tian ini dilihat berhasil dengan adanya kerja sama antara ke-
menag dan BAZNAS terkait fundraising dana zakat. Kement-
erian Agama (KEMENAG) berperan sebagai pengawas zakat 
secara khusus ini ditugaskan kepada bidang penyelenggara 
zakat Kementerian Agama (KEMENAG) kabupaten Jeneponto. 
Adapun fungsi pengawasan tersebut dilakukan Kementerian 
Agama (KEMENAG) dengan 2 cara. Yaitu pertama, ikut menga-
wasi pemberian bantuan sosial dari dana zakat yang dilakukan 
oleh BAZNAS. Kedua, membantu mensosialisasikan/menyam-
paikan perihal zakat. Kementerian agama dalam pengawasan 
lembaga zakat, dijelaskan bahwa Kementerian Agama (KE-
MENAG) bertugas mendata dan menyampaikan himbauan 
kepada semua organisasi kemasyarakatan, perkumpulan dan 
yayasan yang melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribu-
sian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial 
keagamaan lainnya agar mengurus legalitas sebagai Lembaga 



Amil Zakat (LAZ) dengan melengkapi persyaratan yang diten-
tukan dalam perundang-undangan [35]. 

Sementara BAZNAS berdasarkan UU no.23 tahun 2011 
tentang pengelolaan zakat bahwa dalam upaya mencapai tu-
juan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS 
provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Eksistensi BAZNAS 
sebagai lembaga pengelola zakat perlu mendapat dukungan 
dari instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan per-
masalahan pengelolaan dana zakat. Dukungan instansi yang 
dimaksud salah satunya adalah kantor wilayah kementerian 
agama yang ada disetiap provinsi [36]. Pada dasarnya Kemen-
terian Agama dan BAZNAS memiliki akar yang sama. Lebih 
lanjut, relasi antara Kementerian Agama dan BAZNAS di kabu-
paten Jeneponto adalah pertama saling melibatkan diberbagai 
kegiatan pengelolaan zakat. BAZNAS secara aktif melibatkan 
Kementerian Agama ketika memberikan bantuan sosial untuk 
korban bencana alam. Sejalan dengan misi BAZNAS kabupat-
en Jeneponto pada poin ke-5 yaitu “meningkatkan sinergi dan 
kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pem-
bangunan zakat. Ini juga berlaku untuk Kementerian Agama 
(KEMENAG), Kementerian Agama kabupaten Jeneponto men-
gajak BAZNAS berunding via whatsapp, telefon ataupun chat. 
Hal ini dilakukan secara rutin karena adanya grup whatsapp 
khusus yang dibuat. Jadi, semua informasi dibagikan ke group 
tersebut. 

Kedua, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pas-
alnya unit ini tidak hanya dibentuk oleh BAZNAS kabupaten 
Jeneponto, tetapi Kementerian Agama juga membentuk Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ)  guna untuk membantu BAZNAS 
untuk fundraising dana zakat. Pembentukan UPZ ini sebagai 
langkah mengoptimalkan tugas BAZNAS dalam pengumpul-
kan zakat di lingkungan masyarakat mulai dari tingkat kota, 
kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan [37]. UU No. 23 
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 16 ayat 1 
mempunyai tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota 
dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi 
pemerintah, badan usaha milik negara, milik daerah, perusa-
haan swasta dan perwakilan RI di LN serta dapat memben-
tuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, ayat 2 tentang 
organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi Kabupaten/Kota 
yang diatur dalam peraturan pemerintah [38]. Relasi antara 
BAZNAS dan Kementerian Agama juga telah dikaji oleh Iqbal 
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Fadli Muhammad dalam penelitiannya berjudul “Kontribu-
si Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan 
Wakaf dalam Penanggulangan Covid-19”, dimana penelitian 
ini bertujuan menganalisis kontribusi pemangku kepentingan 
dalam Ziswaf dilakukan oleh Kementerian Agama, BAZNAS, 
LAZ, BWI dan Nazir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ter-
kumpul dana  penanggulangan Covid-19, dari sumber dana 
zakat, infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya 
mencapai 392,5 Miliar [39]. Dari penelitian itu diketahui bah-
wa kontribusi dari lembaga lainnya termasuk Kementerian Ag-
ama selain BAZNAS sangat penting untuk meningkatkan dana 
zakat yang masuk. 

Selanjutnya komunikasi, dari hasil penelitian dapat disimpul-
kan bahwa pendekatan komunikasi tidak terealisasi baik. Ko-
munikasi mempunyai pengaruh terhadap tipe, sasaran, tugas 
pemerintahan termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan, 
tanpa adanya komunikasi ke segala arah dalam suatu kegia-
tan maka sulit diketahui apa yang sudah dicapai, yang akan 
diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan kegiatan 
[40]. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi an-
tara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dengan 
desa Palajau dan BAZNAS kabupaten Jeneponto, Kesejahter-
aan Masyarakat (KESRA), Kementerian Agama, BAZNAS den-
gan lazismu dan Dinas Sosial kabupaten Jeneponto. Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dan desa Palajau secara 
kelembagaan telah menjalin kerja sama. Pemerintahan desa 
Palajau menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  
Pattiro Jeka untuk membantu cara mengisi administrasi kepen-
dudukan seperti form bantuan sosial sehingga masyarakat desa 
Palajau tidak bingung. Hal ini sejalan dengan adanya program 
pengaduan pelayanan administrasi yang terbuka untuk mas-
yarakat untuk diusung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) sendiri. Meskipun begitu, terkait fundraising dana zakat, 
belum ada komunikasi antara keduanya. Ini juga sama dengan 
hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka 
dan BAZNAS, komunikasi secara personal sudah ada namun 
belum membawa kerja sama antara keduanya secara kelem-
bagaan untuk fundraising dana zakat karena sepenuhnya pen-
gelolaan zakat dipegang kendali oleh BAZNAS. Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka selama ini hanya dilibatkan 
dalam  pemberian bantuan-bantuan sosial kepada korban ben-
cana alam. Padahal LSM sebagai organisasi non governmental 
organization adalah lembaga yang juga bisa dilibatkan dalam 



proses pemberdayaan masyarakat melalui program pemerin-
tah melalui BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan, untuk 
membantu mengawasi program pemerintah yang sejalan den-
gan program pemerontah daerah Kabupaten Jeneponto agar 
program tersebut tepat sasaran. 

 Selain itu, komunikasi BAZNAS juga tidak terjalin dengan 
lazismu. Dari perspektif lazimu bahwa BAZNAS tidak melibat-
kan lazismu dalam rapat formal terkait pengelolaan zakat, hal 
ini dibuktikan dengan kurangnya donatur zakat di Lazismu 
karena kebanyakan donatur langsung membayarkan zakatnya 
di BAZNAS. Alhasil lazismu hanya memanfaatkan dana dari 
celengan infaq yang telah disebar ke toko/kios/perorangan. 
Padahal seharusnya pengelolaan zakat oleh BAZNAS harus 
melibatkan jejaring sosial termasuk Lazismu dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Jaringan BAZNAS dijelaskan pula 
oleh Irfan Sanusi (2016) dipenelitannya berjudul “Networking 
Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan 
Pelayanan Zakat”, umumnya jaringan BAZNAS terdiri dari pi-
hak-pihak seperti berikut:

Gambar 19. Membangun Jaringan BAZNAS

Sumber: journal.unisgd

Gambar diatas menjelaskan ruang lingkup hubungan 
dalam kelompok resmi/kerja diantaranya (a) pemerintah 
berkepentingan terhadap terlaksananya program-program 
BAZNAS yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah 
harus membina dan memonitor terhadap mutu BAZNAS, (b) 
industri sangat berkepentingan terhadap penyediaan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh industri untuk 
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mendukung operasinya, (c) Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan BA-
ZNAS agar program-program sosialnya dapat terlaksana den-
gan baik, (d) masyarakat memiliki kepentingan agar nilai-nilai 
moral dapat tersebar dengan baik terhadap seluruh anggot-
anya [41]. Selain Lembaga Swadaya Masyarakat dan lazismu, 
BAZNAS juga tidak terlihat menjalin komunikasi baik person-
al maupun kelembagaan dengan dinas sosial kabupaten Je-
neponto. Berdasarkan hasil penelitian, dinas sosial menjalank-
an kebijakan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial 
secara independen begitupun BAZNAS dalam hal pengelo-
laan zakat. Artinya, bahwa pesan dari masing-masing lembaga 
tidak tersampaikan dengan baik Dari perspektif dinas sosial 
sebagai lembaga pemerintahan, penyebab tidak adanya ko-
munikasi karena BAZNAS belum melakukan sosialisasi secara 
intensif ke dinas-dinas di kabupaten Jeneponto. Peran  para  
amil  zakat  selaku  pengemban  amanah  dalam  pengelolaan  
dana zakat khususnya dalam pengumpulan tidak akan dapat 
berjalan dengan baik   tanpa   dukungan   dari   penguasa,   
dalam   hal   ini   pemerintah.   Hal   ini   disebabkan  karena  
para  amil  pada  hakikatnya  adalah  wakil  penguasa  dalam  
hal   pemungutan   zakat   tersebut  [42]. Sementara BAZNAS 
sendiri barusaja melakukan pergantian kepengurusan, oleh 
karena itu membutuhkan waktu untuk menjangkau lembaga 
pemerintahan, non pemerintahan dan lainnya.

Pendekatan terakhir adalah interaksi. Interaksi adalah jenis 
tindakan yang terjadi karena dua atau lebih objek memiliki 
efek satu sama lain [43]. Pendekatan interaksi dalam peneli-
tian ini dikatakan belum terealisasi dengan baik, karena belum 
adanya proses interaksi antar aktor lembaga. Penelitian secara 
khusus menyorot interaksi antara dinas PMD dengan BAZNAS. 
Penentuan ini didasarkan karena nilai yang diperoleh antara 
kedua lembaga tersebut. BAZNAS sebagai lembaga penge-
lola zakat harusnya menjalin kerja sama dengan lembaga pe-
merintahan, namun fakta membuktikan bahwa hubungan BA-
ZNAS dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) 
hanya sebatas zakat profesi. Konsep zakat profesi sendiri yaitu 
pemotongan 2,5% dari gaji setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang disampaikan 
Hibnu Basuki dan R. Widodo Triputro (2022) dalam penelitian-
nya berjudul “Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan 
BAZNAS Kota Yogyakarta”, kerjasama  yang  dibangun  oleh  



Pemerintah  Kota  Yogyakarta  bersama  lembaga  sosial keag-
amaan   seperti   BAZNAS   merupakan   modal   keberhasilan   
pembangunan   daerah [44]. 

Belum adanya kerjasama yang solid baik antara lemba-
ga pengelola zakat maupun dengan pemerintah dan swasta 
sehingga dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat ti-
dak terintegrasi, sehingga distribusi zakat hanya bersirkulasi 
pada tempat atau orang tertentu. Hal inilah yang menyebab-
kan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat. 
Persoalan Akuntabilitas yang rendah juga menjadi penyebab 
rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat-
nya pada BAZNAS. Hasil pengelolaan zakat tidak terpub-
likasikan dan belum ada fasilitas legal formal dan penyedia 
data tentang kebutuhan dan potensi pengelolaan zakat yang 
disiapkan pemerintah.

2. Kendala implementasi program pengentasan kemiskinan 
dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat 
bahwa Jeneponto masih menjadi daerah termiskin, pasalnya 
total kemiskinan di Jeneponto mencapai 14,28 persen [45]. 
Selain itu, untuk memperkuat bukti ini maka peneliti melaku-
kan observasi di BPS kabupaten

 Jeneponto, kemudian diperoleh data jumlah penduduk 
miskin dari tahun 2020 hingga 2022. Data tersebut dapat di-
gambarkan sebagai berikut:

Gambar 20. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jeneponto

Sumber: Data BPS kabupaten Jeneponto
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Grafik diatas menunjukkan persentase penduduk miskin 
yang diperoleh dari data BPS kabupaten Jeneponto kemu-
dian divisualisasikan dalam bentuk grafik. Pada tahun 2020 
persentase penduduk miskin sebanyak 14,58 persen jika dia-
kumulasikan menjadi 53,24 jumlah penduduk miskin di ka-
bupaten Jeneponto ditahun tersebut. Tahun 2021 persentase 
penduduk miskin sebanyak 14,28 persen dengan jumlahnya 
52,35 penduduk miskin. Selanjutnya, tahun 2022 persentase 
penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 13,73 
persen dengan jumlah penduduk miskin 50,59. Meskipun 
persentase penurunannya sedikit tiap tahunnya (2020-2022), 
tapi angka tersebut telah menunjukkan perubahan lebih baik 
untuk kabupaten Jeneponto karena berangkat dari pering-
kat termiskin terbawah untuk naik keatas bukan merupakan 
hal mudah. Oleh karena itu, pemerintah harus memasang 
strategi yang mampu menjawab tantangan kemiskinan. Hal 
terpenting bahwa pemda kabupaten Jeneponto juga harus 
mengevaluasi tantangan/kendala yang terjadi selama kurung 
waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 in-
dikator mendominasi yang menjadi ke dalam dalam pelaksa-
naan program pengentasan kemiskinan di Jeneponto, antara 
lain minimnya kolaborasi antar lembaga, kurangnya sosialisasi 
program dan minimnya ketersediaan anggaran. 

Kolaborasi antar lembaga atau akrab dikenal collaborative 
governance sangat penting. Untuk mengoptimalkan peran 
pemerintah dalam implementasi kebijakan publik, menurut 
paradigma new public governance bahwa keterlibatan semua 
pihak (government, civil society, private sector) [46]. Namun, 
kolaborasi antar aktor yang diharapkan belum berjalan maksi-
mal. Berdasarkan hasil analisis penelitian, ada beberapa lem-
baga yang belum menjalin kolaborasi, terlihat dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM)  Pattiro Jeka dengan Pemda ka-
bupaten Jeneponto dan BAZNAS dengan Lazismu kabupaten 
Jeneponto. LSM Pattiro Jeka merupakan salah satu lembaga 
independen yang bergerak dibidang sosial, tujuannya untuk 
menyejahterakan masyarakat umum. Peran Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) sebagai penyeimbang pemerintah 
diekspresikan dalam bentuk masukan-masukan dan pengin-
gat terkait hak dan manfaat pembangunan bagi masyarakat 
terutama kelompok marjinal [47]. 

Namun, fakta dilapangan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) Pattiro Jeka belum terlalu dilibatkan dalam pelaksa-
naan program pengentasan kemiskinan. Lembaga Swadaya 



Masyarakat (LSM)  hanya diikutkan pada tahap perenca-
naan, sementara untuk tahap selanjutnya Pemerintah Daer-
ah sudah tidak melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) lagi. Hal ini perlu ditinjau kembali, karena Lemba-
ga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wakil rakyat 
yang berhak untuk mengikuti proses perencanaan sampai 
pelaksanaan kegiatan. Rina Cahyaningrum (2017) mengkaji 
pentingnya kolaborasi pemerintah dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam penelitiannya berjudul “Kerjasa-
ma Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Pattiro dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 
Surakarta”, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama 
yang dijalankan antara pemerintah kota Surakarta dan Lem-
baga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro berjalan dengan 
baik, dibuktikan dengan meningkatnya Indeks Pembangu-
nan Manusia kota Surakarta, kesehatan masyarakat Sura-
karta dan angka kepuasan terhadap pelayanan kesehatan 
yang cukup baik [48].

Pegentasan kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap 
dengan kerjasama yang solid antara lembaga pemerintah 
dan organisasi Non Pemerintah. Lembaga Swadaya Mas-
yarakat (LSM) Pattiro Jeka mengatakan ada 2 faktor yang 
melatarbelakangi terkendalanya program kemiskinan dari 
pemda kabupaten Jeneponto, yaitu road map dan pen-
dataan warga miskin belum tepat sasaran. Road map ada-
lah sebuah dokumen berisi petunjuk atau gambar dalam 
pelaksanaan suatu program kegiatan secara jelas dan rinci. 
Panduan tersebut digunakan untuk mempermudah rencana 
atau strategi mencapai sesuatu serta untuk melihat peru-
bahan yaitu antara after dan before sebuah program. Road 
map yang dibuat pemda belum menampilkan kegiatan ker-
ja dari beberapa tahun belakangan, artinya baik pemerintah 
daerah maupun stakeholders terlibat, tidak bisa menganal-
isis secara rinci kendala-kendala dan/atau hal yang dicapai 
dari program tersebut. Kedua adalah masalah pendataan 
warga miskin belum tepat sasaran. Berdasarkan survei dari 
dinas sosial kabupaten Jeneponto, pemberian bantuan 
sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan disesuaikan 
dengan data yang tersedia di Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS). Namun, tantangannya adalah data Data Ter-
padu Kesejahteraan Sosial (DTKS) cenderung tidak diup-
date. Sebagai contoh, warga yang sudah meninggal masih 
terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
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Kendala lainnya adalah kurangnya sosialisasi program 
oleh lembaga. Permasalahan dimasyarakat Jeneponto se-
karang ini adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat 
yang dikeluarkan dari hasil yang di peroleh dari pekerjaan 
dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan 
uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tampa ter-
gantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan atau-
pun otak (professional)[49]books referesni, literature, en-
cyclopedias, scientific articles, scientific papers and other 
sources that are relevant and related to the object being 
studied. As for the object of study of this research is in the 
form of texts or writings that describe and explain about 
the profession zakat (tithe income. Kebijakan pemerintah 
ini dinilai tidak mementingkan banyak pihak dan mas-
yarakat masih asing dengan istilah zakat profesi tersebut. 
Pada dasarnya kebijakan pemda ini diimplementasikan se-
cara sepihak yaitu dengan langsung memotong gaji Apara-
tur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2,5 persen sesuai petunjuk 
teknis (juknis)   bupati terkait kebijakan zakat profesi. Pen-
guatan regulasi zakat itu salah satunya rancangan regulasi 
yang mendorong dan mewajibkan pimpinan Kementerian/
lembaga pusat dan daerah untuk memfasilitasi pemba-
yaran zakat penghasilan bagi pegawai yang beragama Is-
lam melalui mekanisme penyisihan sebesar 2,5 persen dari 
gaji dan tunjangan lainnya yang diterima setiap bulan [50].

Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) menolak pem-
otongan 2,5 persen itu karena rata-rata mereka sudah 
mengambil kredit dibank yang tiap bulannya dikenai bun-
ga sekian persen. Perumpamaan gajinya rerata UMR 3,5 
juta, kemudian mereka membayar kredit 2 jt. Jadi tersisa 
1,5 juta, dan dipotong lagi 2,5 persen. Gaji yang diterima 
sisanya tidak cukup untuk biaya kehidupan sehari-sehari 
mereka. Tanggapan ini berbeda dengan aparatur sipil 
negara yang tidak merasa keberatan dengan pemoton-
gan gaji tersebut dengan alasan bahwa pemotongan 
langsung itu efektif artinya gajinya sudah dibersihkan 
jadi tidak perlu membayar lagi setelah mendapat gaji bu-
lanan. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa zakat 
wajib dibayarkan dan harta tersebut merupakan hak dari 
mustahik (penerima zakat/yang membutuhkan). Dari per-
spektif islam, menyumbangkan dan memberikan zakat 
bukan hanya tindakan keagamaan, tetapi fungsinya juga 
untuk melayani solidaritas sosial diantara umat islam [51]. 



Alhasil kebijakan ini, dipending dan dievaluasi kembali 
oleh Pemda. Padahal rencana zakat profesi di kabupaten 
Jeneponto oleh Pemda sudah ada sejak 2020, tahun 2023 
adalah tahap pelaksanaan zakat profesi, namun ternyata 
belum bisa diterima oleh semua masyarakat. 

Membangun trust masyarakat memang sulit, Musfira 
Akbar (2018) dalam penelitiannya berjudul “Pengelolaan 
Zakat Profesi Aparat Sipil Negara”, hasil penelitian mene-
mukan bahwa zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
BAZNAS kabupaten  Maros belum efektif, disebabkan kare-
na minimnya kesadaran dan pengetahuan para aparatur 
sipil negara tentang sistem pengeluaran zakat profesi [52]. 
Disisi lain zakat profesi justru telah berhasil diimplemen-
tasikan di kota Cirebon, BAZNAS Kabupaten Cirebon telah 
melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan penday-
agunaan dengan standar dan sasaran yang telah dibuat. 
Salah satu standar yang berbeda dari tahun sebelumnya 
yaitu adanya instruksi Bupati Cirebon Nomor 328 Tahun 
2020 yang berisi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib 
membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon se-
besar Rp.100.000 dari gaji bersih dipotong langsung oleh 
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) [53]. Oleh karena itu, pemer-
intah dalam hal ini perlu untuk melibatkan segenap stake-
holders untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak 
yang dirugikan dari kebijakan itu. 

Sosialisasi  zakat  dilakukan  oleh  BAZNAS  Jawa  Barat  
dengan  menyampaikan dan melakukan pendekatan kepa-
da masyarakat terkait pengumpulan dana zakat. Sosialisa-
si tersebut dilakukan baik dengan penyampaian informasi 
secara tatap mukamaupun dengan menggunakan   me-
dia   (media   massa   dan   media   sosial).   Sosialisasi   
penerimaan   zakat kemudian diperkuat dengan melakukan 
edukasi zakat kepada masyarakat. Tujuan edukasi ini ada-
lah  untuk  menanamkan  kesadaran  kepada  masyarakat  
terkait  kewajiban  dan manfaat zakat bagi kemaslahatan 
umat.Rama Wijaya Kesuma Wardani (2018) dalam peneliti-
annya berjudul “Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat” menunjukkan pent-
ingnya sosialisasi dalam fundraising dana zakat. Sosialisasi  
zakat  dilakukan  oleh  BAZNAS  Jawa  Barat  dengan  men-
yampaikan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat 
terkait pengumpulan dana zakat, sosialisasi dilakukan baik 
dengan penyampaian informasi secara tatap muka maupun 
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dengan media sosial. Tujuannya adalah untuk menanamkan 
kesadaran kepada masyarakat terkait kewajiban dan man-
faat zakat bagi kemashlahatan umat [54]. Selain itu, kuran-
gnya sosialisasi program zakat juga dipahami masyarakat 
Jeneponto hanya sebatas zakat fitrah yang dikeluarkan saat 
bulan romadhon. Dampaknya jumlah muzakki (pedonor 
zakat) sangat kurang di BAZNAS kabupaten Jeneponto. Ku-
rangnya sosialisasi ini berdampak pada dana yang terkum-
pul oleh BAZNAS (dan lainnya), berdasarkan data pengum-
pulan zakat, infaq dan sedekah tahun 2022 dari bulan juli 
hingga desember digambarkan sebagai berikut:

Gambar 21. Total Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah 
(Juli – Desember 2022)

Sumber: Data BAZNAS kabupaten Jeneponto

Data diatas menunjukkan total pengumpulan zakat, infaq 
dan sedekah oleh BAZNAS kabupaten  Jeneponto. BAZNAS 
kabupaten Jeneponto baru berjalan maksimal ditahun 2022 
setelah pergantian pengurus diawal tahun, oleh karena itu data 
dikumpulkan ditahun tersebut. Ditahun sebelumnya 2021, pen-
gurus lama meninggalkan data-data pengumpulan dan pen-
yaluran zakat, infaq dan sedekah. Data diambil dari bulan juli 
hingga desember karena dibulan tersebut, pengumpulan ber-
jalan. Sebagaimana ditunjukkan bahwa bulan juli pengumpulan 
zakat 0% atau tidak ada berbeda dengan infaq dan sedekah 
justru mendapat pendanaan sebanyak 16.225.000. Hal ini sama 
terjadi dibulan berikutnya agustus untuk zakat sebanyak 0% se-
mentara jumlah dana infaq bertambah menjadi Rp18.784.500. 



Bulan berikutnya september, dana zakat mulai ada sebanyak 
711.548 dan infaq mengalami peningkatan lagi Rp20.195.412. 
Bulan oktober dana zakat meningkat secara signifikan men-
jadi Rp2.144.048, sedangkan infaq justru menurun dari bulan 
sebelumnya yaitu Rp19.721.412. Selanjutnya, dibulan novem-
ber dana zakat di kabupaten Jeneponto meningkat 2 kali li-
pat Rp4.806.587 dan infaq sedikit naik Rp19.795.912. Terakh-
ir dibulan desember 2022 dana zakat terkumpul mengalami 
penurunan dibanding bulan november yaitu Rp4.176.188, hal 
ini sama halnya dengan infaq dan sedekah menurun diangka 
Rp19.7210930. 

Jadi total pengumpulan sebanyak Rp11.838.371 untuk zakat, 
sementara untuk infak dan sedekah sebanyak Rp114.444.37. 
Total dana tersebut terbilang lebih rendah dibanding dana 
yang terkumpul oleh BAZNAS didaerah lain. Sebagai contoh, 
dalam kurun waktu enam bulan ini, Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kabupaten Barru berhasil menghimpun dana umat 
sebanyak Rp 7 miliar dari target Rp 12,8 Miliar, dana Rp 7 M 
yang terkumpul tersebut bersumber dari dana Zakat Infak dan 
Sedekah (ZIS) Masyarakat Barru  [55]. Dana zakat kabupaten 
Jeneponto dibanding kabupaten Barru sangat berbeda jauh, 
oleh karena itu BAZNAS kabupaten Jeneponto dapat melaku-
kan studi banding sebagai solusi untuk meningkatkan dana 
muzakki ditahun 2023 ini. Berdasarkan uraian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa total dana zakat dan infaq serta sedekah 
yang terkumpul per bulannya tidak stabil artinya kadang naik 
dan turun. Untuk lebih memahami uraian diatas, maka total 
pengumpulan juli hingga desember 2022 dapat digambarkan 
sebagai berikut:

Gambar 22. Grafik Total Pengumpulan (Juli – Desember 2022)

Sumber: Olah data peneliti
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Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa total pengumpu-
lan dana infaq dan sedekah lebih besar dibanding zakat di 
kabupaten Jeneponto. Hal ini juga menjawab persoalan su-
litnya membangun trust masyarakat didaerah tersebut. Dana 
terkumpul dapat berasal dari muzakki-muzakki yang meng-
umpulkan hartanya ke BAZNAS, sebagaimana data BAZNAS 
kabupaten Jeneponto berikut.

Tabel 3. Daftar Muzakki Tahun 2022
No Bulan Jumlah Keterangan
1 Agustus 12
2 September 203
3 Oktober 206
4 November 207
5 Desember 243

Sumber: Data BAZNAS kabupaten Jeneponto

Total pengumpulan dengan daftar muzakki seperti digam-
barkan diatas sangat berhubungan, apabila jumlah muzakki 
(donatur zakat) banyak per bulannya (meningkat) maka jum-
lah dana zakat yang terkumpul tentu juga meningkat. Namun, 
tabel daftar muzakki bulan juli hingga desember tahun 2022 
tersebut menyimpulkan bahwa jumlah muzakki di kabupat-
en Jeneponto hanya bertambah sedikit per bulannya atau jika 
dipersentasekan hanya 5 – 10%. 

Kendala pelaksanaan program pengentasan kemiskinan 
adalah minimnya ketersediaan anggaran. Anggaran (Bud-
get) secara umum diartikan sebagai suatu rencana kerja 
untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai 
dengan uang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai 
paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran 
yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa 
periode mendatang [56]. Munir (2003) mengatakan ang-
garan sangat penting dipahami karena (1) anggaran mer-
upakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pemba-
ngunan sosial ekonomi, (2) sebagai instrumen pelaksanaan 
akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga pemerintah 
daerah; (3) anggaran merupakan alat yang efektif untuk 
pengendalian dan penilaian kinerja pemerintah (govern-
ment performance measurement tool). Dinas PMD sebagai 



perpanjang tangan bupati bertugas melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang 
pemberdayaan masyarakat, selain itu PMD juga berperan 
untuk mengelola kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan 
lomba mengaji, dakwah dan lainnya. Sebagai lembaga 
pemerintahan, dinas PMD mengalami kendala anggaran. 
Berdasarkan laporan hasil penelitian menyatakan bahwa 
salah satu kendala dalam pelaksanaan program kese-
jahteraan masyarakat adalah kurangnya dana. Jadi, untuk 
menyesuaikan program dengan anggaran harus selektif 
untuk memilih program yang benar-benar prioritas untuk 
direalisasikan [57].

3. Pengembangan Model Multipartner  Governance dalam  
pengelolaan Fundrising dana Zakat di Kabupaten Je-
neponto

Model multipartner governance ditentukan dengan 4 varia-
bel yaitu partisipasi aktor, perspektif aktor, aksebilitas aktor dan 
penentuan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pers-
pektif aktor mendapat nilai tertinggi atau mendominasi diband-
ing variabel lainnya. Artinya pemahaman aktor terkait fundraising 
dana zakat sudah diketahui yaitu dari Kementerian Agama, BA-
ZNAS, Lazismu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka 
dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten Jeneponto. 

Partisipasi aktor, mengkaji bagaimana peran aktor dalam 
fundraising dana zakat. Fundraising atau penggalangan dana 
zakat, artinya bagian ini ingin melihat peran lembaga-lemba-
ga pemerintah atau non pemerintah atau masyarakat untuk 
ikut terlibat menggalangkan dana zakat. Lembaga-lembaga 
yang memiliki peran tersebut sebagaimana diutarakan dalam 
undang-undang yaitu BAZNAS, Kementerian Agama dan La-
zismu. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus berperan kuat 
untuk fundraising dana zakat. Sementara lembaga lainnya, 
berperan untuk mendukung lembaga pokok tersebut seperti 
menunaikan dana zakatnya ke BAZNAS dan/atau memban-
tu menyuluhkan pentingnya berzakat. Pada dasarnya dengan 
berzakat berzakat sama artinya kita memberdayakan mus-
tahik, menurut Trianto (2020) tujuan memberdayakan mus-
tahik yaitu untuk menciptakan kemandirian ekonomi secara 
langsung juga mampu mengentaskan kemiskinan [58].

Badan Amil Zakat daerah adalah badan resmi dan 
satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan 
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Kepres RI No.8 tahun 2011 berperan melaksanakan tugas 
atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana 
ZIS pada tingkat nasional [59]. Artinya eksistensi BAZNAS 
sudah legitimate berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 
8 Tahun 2011, oleh karena itu perannya diharapkan dapat 
maksimal dalam pengelolaan zakat. Sejauh ini ada bebera-
pa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS adalah 
pertama transparansi kerja meskipun masih terbatas pada 
pelaporan dana yang masuk dan diterima. Akan tetapi hasil 
pengelolaan zakat tidak terpublikasi dengan baik. Hal ini 
perlu menjadi perhatian BAZNAS untuk meningkatkan trust 
masyarakat sehingga menjadi sadar zakat. BAZNAS Jepe-
nonto juga rutin melakukan rapat tiap jum’at sore untuk 
merembukkan program yang berhasil dan hal yang masih 
perlu dibenahi. Setiap masalah yang terjadi dimusyawarah-
kan bersama, kemudian diambil solusi terbaik dari keputu-
san bersama. Kemudian program-program yang terlaksana 
terbukti manfaat/dampaknya untuk masyarakat. 

Adapun programnya adalah Jeneponto Sehat, BAZNAS 
memberikan bantuan berupa biaya pengobatan rumah sakit un-
tuk masyarakat membutuhkan. Selain itu, ada jeneponto cerdas 
bergerak dibidang pendidikan seperti beasiswa untuk melan-
jutkan sekolah atau kuliah. Konsep beasiswanya diberikan sekali 
atau langsung, bukan bertahap seperti program KIP atau bidik-
misi. Jeneponto mandiri bergerak untuk membantu kemandirian 
ekonomi masyarakat berupa pengembangan usaha kecil atau 
disebut UMKM, diberikan modal usaha. Terakhir adalah jenepon-
to peduli, ini disalurkan ketika ada bantuan mendadak seperti 
bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan lainnya. Usaha BA-
ZNAS kabupaten  Jeneponto sendiri dibenarkan oleh Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka, yang mengatakan bah-
wa BAZNAS merupakan lembaga terkuat terkait bantuan sosial 
dan sangat cepat tanggap ketika ada musibah yang menimpa 
masyarakat. Karena BAZNAS menjadi wadah di suatu daerah 
yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. 
Selain itu juga mampu meminimalisir kemiskinan, kesenjangan 
sosial, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan ekonomi 
[60]. Keempat, membentuk Liz untuk mempermudah menjang-
kau berbagai kalangan sampai pelosok daerah di kabupaten Je-
neponto. Selain itu, Liz dibentuk gunanya membantu BAZNAS 
mengumpulkan dana zakat. Karena anggota BAZNAS jumlahnya 
sendiri, oleh karena itu sangat sulit jika mengandalkan anggota 
yang tidak lebih dari 20 orang untuk terjun ke lapangan. Selain 



Liz, sebenarnya BAZNAS harus dapat lebih kreatif untuk men-
jangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 
penelitian Anita berjudul “BAZNAS Strategy for Capital Market”, 
penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS dapat meningkatkan 
aktivitas mereka melalui aplikasi digital seperti Gopay atau Shop-
ee untuk menjangkau filantropis, hal ini merupakan terobosan 
yang diapresiasi umat Islam di Indonesia [61]. Inovasi berbasis 
digita ini diharapka bisa menjadi contoh dalam pengumpulan 
dana zakat secara online.  Realisasi dari program-program BA-
ZNAS dibuktikan dengan laporan dana penyaluran yang diper-
oleh peneliti dari BAZNAS kabupaten Jeneponto, kemudian di-
gambarkan sebagai berikut:

Gambar 23.Data Penyaluran Dana Zakat, Infaq  dan Sedekah 
Kabupaten Jeneponto

Sumber: Data penyaluran BAZNAS kabupaten Jeneponto

Adanya laporan pengumpulan dan penyaluran sebagaima-
na yang telah diterakan oleh peneliti menunjukkan transparansi 
dari banzas kabupaten  Jeneponto. Adapun jumlah dana yang 
dikeluarkan untuk asnaf (sesuai 8 golongan mustahik) yaitu 
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sebanyak Rp284.219.800 dan dan bidang program sebanyak 
Rp215.219.800 dengan total dana zakat Rp215.819.000 dan 
infaq sebanyak Rp68.400.000. Kemudian yang menjadi perso-
alan dana yang disalurkan lebih banyak dibanding dana yang 
terkumpul, hal ini karena oleh pengurus baru memanfaatkan 
dana dibulan sebelumnya (januari – juni 2022), sehingga dil-
aporan penyaluran bulan juli – desember 2022 lebih banyak. 

Hanya saja, kendalanya selain sosialisasi adalah banyak 
muzakki yang langsung menyerahkan dananya ke mustahik.  
Biasanya disebabkan karena distribusi dan penyalurannya 
tidak maksimal, sehingga masyarakat lebih memilih untuk 
memberikannya sendiri. Masyarakat terbiasa membayar zakat 
langsung ke mustahik atau amil di desa-desa, seperti mem-
bayar zakat kepada kyai [62]Sebenarnya diperbolehkan dalam 
Islam, akan tetapi ada baiknya pengelolaan zakat diserahkan 
ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) (undirect zakat system) dalam 
rangka menghimpun dana zakat (infak dan shadaqah) agar 
lebih luas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat [63]. Meski-
pun sudah memasang strategi perpanjangan tangan yaitu 
memanfaatkan individu/lembaga, namun itu belum menjawab 
tantangan yang dihadapi. Buktinya masih banyak masyarakat 
yang belum berzakat, dan juga harusnya BAZNAS bisa beker-
ja sama dengan lembaga lainnya dalam fundraising. Ini agak 
rancu, karena dinas lainnya merasa tidak dilibatkan dalam hal 
fundraising padahal BAZNAS sendiri mengatakan bahwa mer-
eka sudah melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga bahkan 
dibantu oleh Pemda untuk mensosialisasikan zakat. Selain itu, 
masih ada masyarakat berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yang belum tahu zakat profesi tersebut. Masalah tersebut 
juga terjadi di Lazismu sebagai lembaga yang mempunyai hak 
soal zakat. Lazismu berpendapat bahwa mereka tidak diikut-
kan untuk pengurusan zakat. Meskipun begitu, lazismu tetap 
aktif memainkan perannya. 

Lazismu sendiri dibentuk untuk mampu bersumbangsih dalam 
mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu 
mengentaskan kemiskinan [64]. Ahmad Suwandi dan Yenni Samri 
(2022) berjudul Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan 
Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan 
Masyarakat kota Medan, dimana disimpulkan bahwa pertama, 
Lazismu menghimpun dana dalam bentuk zakat, infaq, sedekah 
dan waqaf melalui sistem menjemput kerumah-rumah, transfer 
bank dan call center. Kedua dana dihimpun Lazismu akan disal-
urkan dalam beberapa program yang terstruktur antara lain 1) 



pendidikan 2) ekonomi 3) kesehatan 4) sosial kemasyarakatan 
5) dakwah dan kegiatan lainnya [65]. Dibuktikan dengan peng-
galangan dana infaq dimasyarakat berupa celengan infaq yang 
telah disebar ke toko-toko. Hasil dari dana infaq nya tersebut 
dikumpulkan tiap bulan bagaimanapun jumlahnya diambil oleh 
eksekutif lazismu. Dana infaq itu terbukti memberikan dampak 
yang signifikan kepada masyarakat, beberapa dampak dirasakan 
oleh masyarakat yaitu program 1000 gerobak oleh BAZNAS.

Dikutip dari berita suara Muhammadiyah, launching 1000 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan penyerahan gero-
bak dari ketua Lazismu kabupaten  Jeneponto dirangkaikan 
dengan dilaksanakannya milad ke-109 Muhammadiyah ting-
kat daerah [66]. Konsep 1000 gerobak ini, dengan memberi-
kan gerobak-gerobak sebagai modal usaha. Lazismu tidak in-
gin memberikan uang tunai sebagai modal usaha karena uang 
tersebut bisa digunakan membeli barang yang tidak dibu-
tuhkan, jadi lazismu ingin masyarakat benar-benar meman-
faatkan bantuan tersebut untuk jangka waktu yang panjang. 
Makanya, diberikannya gerobak untuk masyarakat berjualan. 
Salah satu yang telah merasakan dampak tersebut adalah tu-
kang bengkel yang mendapat bantuan gerobak untuk usaha 
bengkelnya. Selain itu, ada juga mahasiswi mendapat bantu-
an biaya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang perguru-
an tinggi, tidak hanya itu Lazismu juga membantu organisasi 
kemuhammadiyahan ketika melaksanakan kegiatan dengan 
syarat mengajukan proposal kegiatan terlebih dahulu. BA-
ZNAS dan Lazismu perlu menjalin kerja sama dengan maksi-
mal, agar bisa meningkatkan jumlah muzakki dan juga kuali-
tas pengelolaan zakat. 

Bukti dari kerja sama ini dapat dilihat dari kerja sama yang 
dijalin BAZNAS RI dan Lazismu dengan membuat program ko-
laborasi kebajikan zakat dititik lokasi kabupaten Serang, Bant-
en. Melalui program Kolaborasi Kebajikan Zakat yang dijalin 
antara BAZNAS dan Lazismu, berbagai permasalahan kemi-
skinan diharapkan dapat teratasi dengan baik [67]. Selain itu, 
secara nasional Lazismu menandatangani program kerjasama 
kemitraan jangka panjang dengan Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS RI), Ketua umum PP Muhammadiyah RI Haedar Nat-
sir berharap BAZNAS memperluas kerjasama serupa dengan 
berbagai lembaga amil zakat lain agar tujuan BAZNAS opti-
malisasi kemanfaatan zakat semakin ringan dan mudah diwu-
judkan [68]. Disamping BAZNAS dan Lazismu, Kementerian 
Agama juga berperan penting perihal zakat karena perannya 
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sebagai pengawas penyelenggaraan zakat di kabupaten Je-
neponto. Menurut H. Saribuddin selaku kepala kantor Kemen-
terian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan 
Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat peranannya 
sebagai fasilator, coordinator, motivator dan regulator, untuk 
memudahkan dan memajukan pengolaan zakat [69]. 

Penelitian Fatmawati, dkk (2016) membuktikan peran Ke-
menterian Agama sebagai pengawas zakat, Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Wajo 
telah melakukan pengawasan dalam pembagian zakat, namun 
dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan Kementeri-
an Agama Kabupaten Wajo masih belum efektif dan efisien. 
Hal ini dikarenakan pemantauan Kementerian Agama Kabu-
paten Wajo hanya pada laporanlaporan tertulis saja, dan hal 
tersebut dapat dinilai dari hasil wawancara dan para informan 
dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan [70]. Artin-
ya bahwa Kementerian Agama memiliki fungsi monitoring/
mengawasi jalannya zakat yang dikelola oleh pihak BAZNAS. 
Kementerian Agama di Kabupaten Jeneponto sudah mere-
alisasikan perannya dengan baik dibuktikan dengan keterli-
batannya sebagai pengawas ketika ada kegiatan pemberian 
bantuan sosial kepada korban bencana alam oleh BAZNAS. 
Selain itu, perannya direalisasikan melalui komunikasi dan in-
formasi yang disebarkan via grup media sosial bersama pihak 
BAZNAS, namun kerja sama ini belum maksimal karena koor-
dinasi belum rutin dilakukan dan harusnya selalu ada diskusi 
bersama antara BAZNAS, Kementerian Agama dan Lazismu 
untuk membahas pengelolaan zakat. Kerjasama yang dilaku-
kan oleh lembaga zakat kepada instansi penerintah dan Non 
Pemerintah (NGO) sangat membantu lembaga zakat dalam 
pengumpulan zakat. Karena upaya ini memudahkan muzakki 
dalam menyalurkan zakatnya melalui pemotongan gaji mere-
ka pada setiap bulan dan meringankan tugas pengelola zakat 
dalampengumpulan zakat [71].

Selanjutnya, menguraikan peran Lembaga Swadaya Mas-
yarakat (LSM) Pattiro Jeka dalam fundraising dana zakat. Ber-
dasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM Pattiro tidak 
terlibat dalam fundraising dana zakat, meskipun begitu Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka memiliki komunikasi per-
sonal. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  adalah organisasi/
lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara re-
publik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri ber-
niat serta bergerak dbidang kegiatan tertentu yang ditetapkan 



oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat 
dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mas-
yarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swa-
daya [72]. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka ka-
bupaten  Jeneponto belum intens diikutkan oleh BAZNAS dalam 
pengelolaan dana zakat, meskipun begitu Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka sangat aktif melakukan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan sosial yang su-
dah dilaksanakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro 
Jeka adalah pertama membuat 3 group arisan bedah rumah. Dari 
dana arisan tersebut sebagian akan disalurkan untuk membedah 
rumah masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pat-
tiro Jeka membantu bedah rumah masyarakat dari nol, artinya 
dari perencanaan sampai pembangunan rumahnya, tidak hanya 
sekadar bantuan materil/bahan atau uang yang diberikan. Tetapi 
dana yang digunakan bukan dari zakat yang terkumpul melalui 
BAZNAS. Meskipun begitu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
mengatakan ini juga sebagai bentuk sindiran untuk pemerintah 
yang selama ini gaya membantunya dinilai kurang efektif kare-
na membantu hanya sekadar bahan-bahan bangunannya tidak 
selesai sampai tahap membangun rumahnya. Kedua, adalah 
bantuan sosial yang diberikan ketika musibah bencana alam sep-
erti bantuan beras, pakaian, minyak, alat mandi dan lainnya tidak 
maksimal. Ketiga adalah program aduan pelayanan masyarakat 
terkait distribusi bantuan sosial yang belum berfungsi dengan 
baik sehingga Distribusi zakat hanya bersirkulasi pada tempat 
dan orang tertentu.

Terakhir menyorot bagian Kesejahteraan Masyarakat (KES-
RA) dalam program pengentasan kemiskinan. Bagian Kese-
jahteraan Masyarakat (KESRA) adalah organisasi supporting 
staff penyelenggara kesejahteraan sosial menurut Peraturan 
Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tu-
gas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah [73]. 
Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) di kabupaten Jeneponto 
juga berperan penting sebagai penyelenggara kegiatan-ke-
giatan islam. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program 
yang telah terlaksana yaitu Jeneponto Smart untuk melahir-
kan insan yang cerdas dan religius. Ini juga sebagaimana misi 
Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) untuk mewujudkan seribu 
hafidz di Jeneponto  kurang dari 2018 sampai 2023. Secara 
utuh “Jeneponto SMART” dapat dimaknai sebagai suatu kon-
sep dan strategi pembangunan kekinian yang dikenal dengan 
istilah “SMART CITY/SMART REGENCY”. Strategi tersebut akan 
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ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten 
Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis 
daerah [70]. Program lainnya ada pusat studi islam dari Kes-
ejahteraan Masyarakat (KESRA). Pusat Studi Islam dan Sains 
(PSIS) merupakan pusat studi yang didirikan untuk mengka-
ji dan mengembangkan kajian terintegrasi antara islam dan 
sains. Dalam   sains   islam,   referensi   utama   atau   data   
primer   sains   islam diperoleh dari teks-teks Al-Quran dan 
hadits nabi [74]. Pusat Studi Islam dihadirkan oleh Kesejahter-
aan Masyarakat (KESRA) dengan tujuan untuk menghadirkan 
kiai-kiai muda ditengah gejolak kompleksitas masyarakat se-
karang ini. Melihat upaya Kesra untuk meningkatkan kualitas 
keagamaan di kabupaten Jeneponto, maka hendaknya BA-
ZNAS/ Kementerian Agama ataupun Lazismu mengajak Kese-
jahteraan Masyarakat (KESRA) terkait pengelolaan zakat. 

Perspektif aktor mengkaji bagaimana pemahaman aktor 
terkait fundraising dana zakat. Setiap aktor memiliki pan-
dangan yang berbeda-beda mengenai program, terdapat 
beberapa aktor yang sudah tahu kriteria dan tujuan dari 
program, namun ada juga beberapa yang belum tahu men-
genai adanya program [75]. Berdasarkan hasil penelitian 
pada variabel perspektif aktor menyoroti lembaga BAZNAS, 
Lazismu, Kementerian Agama dan Desa Palajau. Variabel ini 
juga menunjukkan dominasi dibanding variabel lainnya. 
BAZNAS sebagai badan pengelola zakat sudah sepatutn-
ya mempunyai pemahaman mengenai program zakat ter-
masuk fundraising dana zakat. Hal ini dibuktikan dengan 
beberapa hal yaitu pertama pembagian struktur organisasi 
di BAZNAS kabupaten Jeneponto. BAZNAS kabupaten Je-
neponto memiliki 9 pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua 
I bertugas untuk pengumpulan ZIS , wakil ketua II bertugas 
dibidang pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua 
III bertugas dibidang pelaporan dan keuangan dan wakil 
ketua IV bertugas dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) 
Administrasi dan umum. Kemudian, masing-masing bidang 
memiliki 1 staf yang bertugas didalamnya mulai dibidang 
pengumpulan ZIS sampai bidang Sumber Daya Manusia 
(SDM) administrasi dan umum. Setiap pengurus bekerja se-
suai tupoksinya masing-masing, oleh karena itu dikatakan 
BAZNAS memiliki pemahaman terkait zakat. Efektifitas dan 
efesiensi suatu organisasi ditentukan oleh tiga elemen 
penting yaitu misi dan strategi organisasi, struktur organi-
sasi, dan sumber daya manusia [76]. 



Kedua, perspektif aktor oleh BAZNAS dilihat dari pemaha-
man terkait tolak ukur keberhasilan. Bahwa tolak ukur dinilai 
dari santunan yang diberikan BAZNAS setiap bulan dari 
dana zakat yang diterima oleh Muzakki. Selain itu, program 
dikatakan berhasil apabila dana zakat sudah diterima oleh 8 
golongan yang berhak sebagaimana dikatakan ketua BAZNAS 
kabupaten Jeneponto. Penerima zakat sudah sangat jelas, ada 
dalam 8 Asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim-
in, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Tidak boleh di luar dari delapan 
kategori tersebut [77]. Ketiga, dilihat dari pengetahuan BA-
ZNAS perihal tujuan keberadaannya. Tujuan BAZNAS kabu-
paten Jeneponto adalah menunaikan kewajiban kepedulian 
sosial dan menyejahterakan masyarakat secara spesifik untuk 
mengentaskan masalah kemiskinan. Terakhir, dinilai dari pen-
getahuan tentang proses penyaluran dana zakat. Dijelaskan 
bahwa semua mustahik (penerima zakat) didata dengan baik 
yaitu observasi langsung dilapangan dan mendokumentasikan 
setiap kegiatan sebagai bentuk transparansi BAZNAS. Setelah 
itu, putusan bersama dihasilkan dari musyawarah bersama 
anggota internal untuk menentukan skala prioritas mustahik, 
bantuan layak diberikan dan strategi untuk menyalurkannya. 

Selain BAZNAS, Kementerian Agama kabupaten Jeneponto 
juga memahami program zakat dengan baik. Secara spesifik 
peran Kementerian Agama terkait fundraising dilihat dari per-
an untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat diskala ma-
drasah, lembaga pemerintahan karena kewenangan Kemen-
terian Agama hanya sampai situ, untuk terjun ke lapangan 
secara langsung menjadi wewenang BAZNAS sendiri sebagai 
pengelola. Selain itu, perihal zakat ada hal yang bisa dilihat 
dari fundraising dana zakat oleh Kementerian Agama yaitu 
tolak ukur keberhasilan program. Tolak ukur keberhasilan pro-
gram, terkait ini Kementerian Agama kabupaten  Jeneponto 
dalam rangka membantu program BAZNAS berupaya untuk 
memprogramkan kampung zakat. Kampung zakat merupakan 
terobosan dari pemerintah dalam rangka memberdayakan 
ekonomi umat, yakni dengan program “Kampung Zakat” yang 
dibawah naungan Kementerian Agama khususnya Direktorat 
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan BAZNAS serta Fo-
rum Zakat [78]. Sementara, desa Palajau merupakan salah satu 
desa di kabupaten Jeneponto. Analisis penelitian membuk-
tikan bahwa desa Palajau tidak memiliki peran dalam fund-
raising dana zakat ataupun tahap pengelolaan zakat lainnya. 
Pasalnya BAZNAS tidak pernah masuk melakukan sosialisasi 
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didesa tersebut dan juga tidak ada komunikasi personal an-
tara pemerintah desa dengan BAZNAS ataupun secara kelem-
bagaan. Padahal kolaborasi ini sangat diharapkan, sebagaima-
na salah satu penelitian yang pernah mengkaji peran Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ)  dipemerintahan desa terbukti dapat 
meningkatkan dana zakatnya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  
Desa Wonoketingal sudah sesuai dengan ketentuan perun-
dang-undangan yang ada. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah 
mengumpulkan zakat mal disetiap panen dan mengumpulkan 
zakat fitrah disetiap tahun. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga 
telah mengumpulkan dana infak sedekah berupa santunan 
anak yatim dan kurban. Ditahun 2015 dana zakat dan infak 
sedekah yang terkumpul cukup besar (Rp632.989.200) untuk 
kategori Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa [79].

Multipartner governance juga dinilai dari variabel akse-
bilitas aktor. Aksebilitas dimaksudkan untuk mengetahuai 
bagaimana akses aktor terhadap fundraising dana zakat di ka-
bupaten Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan pendekat-
an ini dilihat dari 2 lembaga yaitu dinas sosial kabupaten Je-
neponto dan BAZNAS kabupaten Jeneponto. Meskipun, ada 
lembaga-lembaga lainnya, namun kedua lembaga ini paling 
menyorot menyorot dari data hasil wawancara. Dinas  sosial  
adalah  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  melaksanakan 
kegiatan  pada  bidang  kesejahteraan  masyarakat  dan  sosial 
[80], tentu ini harusnya ada kaitan dengan fundraising dana 
zakat. Sebagaimana zakat merupakan salah satu upaya men-
gentaskan kemiskinan masyarakat. Namun, fakta dilapangan 
membuktikan bahwa dinas sosial tidak memiliki akses untuk 
fundraising dana zakat ataupun tahap pengelolaan zakat lain-
nya. Salah satu tugas dan fungsi dinas sosial adalah menye-
lenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya 
adalah panggulangan kemiskinan [81]. 

Beberapa program Dinas Sosial yaitu (a) Program penataan 
administrasi kependudukan, (b) Program pemberdayaan fakir 
miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan para penyandang 
masalah kessos (PMKS) lainya, (c) Program peningkatan pe-
layanan kepada penduduk miskin dan penyandang masalah 
kesejahteraan social, (d) Program penanganan masalahmas-
alah strategis yang menyangkut tangkap cepat darurat dan 
LBK, (e) pembinaan penyandang cacat dan exs trauma, (f) 
program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang mas-
alah kesejahteraan sosial, (g) program peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteran sosial, (h) program 



pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat [82]. Ada-
pun kegiatan yang dilakukan Dinas sosial kabupaten Jenepon-
to misalnya pemberian bantuan sosial, mengupdate Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengurus administrasi 
sosial kependudukan, mengatur strategi pendataan mas-
yarakat dan lainnya. Tidak ada komunikasi/koordinasi antara 
BAZNAS dengan dinas sosial baik secara personal maupun 
kelembagaan. Hal ini menjadi faktor dinas sosial tidak dilibat-
kan untuk fundraising. Padahal dinas sosial berpotensi untuk 
membantu BAZNAS, karena kedua lembaga tersebut memiliki 
akar yang sama yaitu dibidang sosial.

Berbeda dengan BAZNAS kabupaten Jeneponto yang 
memiliki kewenangan dalam fundraising dana zakat. UU No. 
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa 
zakat dapat disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang 
tersebut memperkuat posisi BAZNAS sebagai pengumpul 
dana zakat [83]. Meskipun memiliki akses terkait pengelolaan 
dana zakat, namun BAZNAS kabupaten Jeneponto mengha-
dapi banyak masalah, salah satunya adalah minimnya muzakki 
yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS. Aksebilitas BAZNAS 
kabupaten Jeneponto sebagaimana dilihat dari kekuatan dan 
kelemahan dihadapi. Kurangnya kepercayaan masyarakat 
akibat sosialisasi tidak diperluas oleh BAZNAS. Membangun 
trust masyarakat pada dasarnya tidak semudah membalikkan 
telapak tangan. Menurut Moorman (1993) Ketika seseorang 
mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputu-
san berdasarkan pilihan dari orang- orang yang lebih dapat 
ia percaya dari pada yang kurang dipercayai [84]. Ini menjadi 
tantangan besar BAZNAS kabupaten Jeneponto. Masyarakat 
Jeneponto belum banyak mengetahui cara menghitung zakat 
dan kepada siapa zakat itu disalurkan. Disertai faktor lainnya, 
bahwa mereka meyakini tidak ada sanksi apapun bagi yang 
tidak mengeluarkan zakat karena pemahaman mereka masih 
belum mengerti tentang zakat sesuai syari’at [85].

Terakhir, pendekatan penentuan tindakan menjadi variabel 
penentu model multipartner governance. Penentuan tindakan 
mengkaji mengenai bagaimana cara aktor untuk mengambil 
suatu tindakan/keputusan perihal fundraising dana zakat di ka-
bupaten Jeneponto. Sebuah organisasi akan dapat menjalankan 
fungsinya apabila pemimpinya mampu mengkoordinasi ang-
gota organisasi sesuai dengan tangung jawab dan tugas mas-
ing-masing serta mampu mengambil keputusan yang tepat [86]. 
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Namun dalam pengambilan keputusan yang memiliki kewenan-
gan untuk mengesahkan keputusan itu terletak pada pimpinan 
organisasi tersebut [87]. Fundraising dana zakat dalam penelitian 
ini ditunjukan dengan pengambilan tindakan oleh Kemenag. Se-
bagai lembaga pengawas penyelenggaraan zakat, Kementerian 
Agama memiliki kewenangan untuk menentukan tindakan lem-
baga. Kementerian Agama kabupaten Jeneponto terdapat satu 
bidang yang khusus mengelola zakat yaitu bidang penyeleng-
gara zakat diketuai oleh ibu Dra. Hj. Jasminih. Adapun keputusan 
diambil dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam 
rangka membantu BAZNAS untuk mengumpulkan dana zakat.  
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  memiliki peran penting dalam hal 
pengelolaan zakat di tingkat terendah sehingga Unit Pengum-
pul Zakat (UPZ) ini menjadi salah satu faktor penentu berjalan 
atau tidaknya pengelolaan zakat oleh BAZNAS [88]. Pasalnya 
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  ini tidak hanya ada di kementeri-
an agama saja, tapi sejumlah dinas-dinas pemerintahan sudah 
membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), meskipun ada yang 
belum berjalan maksimal. Muzakki di Unit Pengumpul Zakat 
(UPZ)  merupakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memi-
liki golongan yang bervariasi [89]. Disisi lain kementerian agama 
kabupaten Paser justru menunjukkan peran besarnya tidak ha-
nya dalam fundraising tetapi juga penyaluran dana zakat kepa-
da mustahik, penyerahan kepada tiga orang mustahik diberikan 
langsung oleh Penyuluh Negeri Kantor Kementerian Agama 
Paser Ibu Hj.Hanawiah [90]. Selain membentuk Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ), kementerian agama kabupaten Jeneponto bersin-
ergitas untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat diskala  
madrasah dan lembaga pemerintahan. Namun, belum berjalan 
maksimal karena harapannya bahwa ada ahli fiqih benar-benar 
paham perihal zakat. 

Berbeda dengan kementerian agama kabupaten Je-
neponto, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka 
belum mengambil tindakan untuk fundraising dana zakat 
karena memang perannya tidak ada disana. Meskipun begi-
tu, dari perspektif lembaga sendiri Lembaga Swadaya Mas-
yarakat (LSM) sudah mengambil beberapa tindakan untuk 
bantuan sosial. Salah satunya adalah pembentukan TPKTD 
(Tim Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Daerah (TPKTD). 
TPKTD telah disahkan sebagaimana pada peraturan daerah 
kabupaten Jeneponto no.16 tahun 2018 bab V tim koordi-
nasi penanggulangan kemiskinan pasal 21 ayat (3) berbunyi 
pembentukan, struktur dan susunan keanggotaan organisasi, 



fungsi dan tugas masing-masing unsur dalam struktur TKPK 
diatur dalam peraturan bupati. TPKTD dari Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dikoordinasikan dengan 
Bappeda kabupaten Jeneponto yang bergerak untuk men-
data atau memetakan warga miskin di kabupaten Jeneponto.

F. Kesimpulan

Kemiskinan menjadi masalah mendasar dan menjadi pusat 
perhatian pemerintah diberbagai negara. Islam memiliki 
perspektif tersendiri perihal pengentasan kemiskinan yaitu 
melalui zakat. Zakat dimaknai menyisakan sebagian harta dari 

orang yang mampu (golongan muzakki) kepada golongan asnaf 
atau penerima zakat (mustahik). Penelitian ini berusaha mengkaji 
gerakan fundraising atau penggalangan dana zakat untuk pengen-
tasan kemiskinan. Namun, satu hal masih menjadi masalah adalah 
kesadaran masyarakat berzakat itu kurang. Oleh karena itu, strategi 
kolaborasi antar aktor-aktor kelembagaan sangat dibutuhkan ter-
khusus di kabupaten Jeneponto sebagai lokasi utama penelitian 
ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa hal menjadi 
kesimpulan:
1. Relasi antar aktor dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten 

Jeneponto melalui tata kelola fundraising dana zakat, diperoleh 
bahwa variabel koordinasi mendominasi dibanding komunikasi 
dan interaksi. Koordinasi telah berjalan baik, diketahui dari kerja 
sama Baznas dan kementerian agama, Baznas melibatkan kemen-
terian agama ketika ada pemberian bantuan sosial dan/atau un-
tuk mengawasi jalannya penyaluran zakat. Selain itu, juga kedua 
lembaga tersebut membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)  untuk 
meningkatkan fundraising dana zakat. Sementara variabel komu-
nikasi, belum berjalan baik karena ditunjukkan dengan tidak adan-
ya komunikasi Baznas dengan Lazismu kabupaten Jeneponto dan 
juga hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka 
dengan Pemerintah Desa Palajau yang hanya sebatas pengurusan 
administrasi kependudukan bukan fundraising dana zakat. Terakhir 
variabel interaksi, ini juga belum baik karena ditunjukkan dengan 
tidak adanya interaksi antara dinas PMD, KSM, Dinas Sosial, dan 
Pemrintah Desa Palajau dengan Baznas. Interaksi ini hanya berupa 
pemotongan gaji untuk zakat profesi. 

2. Kendala implementasi program pengentasan kemiskinan da-
lam membangun sinergitas antar aktor kebijakan, adapun ken-
dala implementasi berdasarkan hasil penelitian antara lain per-
tama minimnya kolaborasi antar lembaga. Lembaga Swadaya 
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Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka sebagai lembaga sosial tidak 
dilibatkan terkait zakat ataupun fundraising dana zakat. Meski-
pun begitu, komunikasi personal tetap terjalin misalnya ketika 
penyaluran bantuan sosial (bukan zakat) untuk korban banjir/
kebakaran. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Pattiro juga sebatas dilibatkan dalam perencanaan (tidak sam-
pai pada pelaksanaan) program pengentasan kemiskinan oleh 
Pemda kabupaten Jeneponto. Kedua, kurangnya sosialisasi 
program. Ini terkait zakat profesi, dimana masyarakat menolak 
kebijakan tersebut salah satunya karena mereka belum paham 
zakat profesi tersebut. Ketiga, kendala kurangnya anggaran/
dana. Hal ini dirasakan oleh Baznas dan Kesejahteraan Mas-
yarakat (KESRA). Dana zakat yang terkumpul relatif lebih se-
dikit sehingga dalam penyaluran juga tidak bisa banyak dan ti-
dak terpenuhi maksmial, sementara Kesejahteraan Masyarakat 
(KESRA) juga menghentikan/meniadakan beberapa program 
karena dana tidak mencukupi ketika pelaksanaan. 

3. Pengembangan model multipartner governance dalam penge-
lolaan fundraising dana zakat di kabupaten Jeneponto, diper-
oleh dengan 3 variabel yaitu partisipasi aktor, perspektif aktor, 
aksebilitas aktor dan penentuan tindakan. Partisipasi aktor di-
tunjukkan dengan peran Baznas yang telah tertuang di dalam 
undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk mengelola zakat, 
kementerian agama sebagai pengawas zakat. Di Desa terdapat 
erpanjangan tangan Baznas yang disebut Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ). serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro 
Jeka belum menunjukkan peran dalam fundraising, namun su-
dah ada komunikasi personal dengan baznas terkait bantuan 
sosial. Perspektif aktor dilihat dari Baznas sudah tentu mema-
hami konsep pengelolaan zakat karena mempunyai kewenan-
gan tersebut sama halnya dengan kementerian agama, semen-
tara desa Palajau belum dilibatkan terkait fundraising karena 
belum adanya sosialisasi dari baznas kabupaten Jeneponto ke 
desa tersebut. Aksebilitas aktor terkait dalam hal ini dinas so-
sial, namun belum berjalan baik karena dinas sosial bergerak 
independen perihal urusan sosial dan tidak memiliki keterli-
batan dalam fundraising dana zakat. Berbeda dengan Baznas 
yang sudah memiliki aksebilitas terhadap hal tersebut. Terakh-
ir penentuan tindakan, ditunjukkan oleh kementerian agama 
yang telah mengambil tindakan untuk melakukan survei pem-
bentukan kampung zakat sebagaimana keputusan-keputusan 
diambil berpedoman kejuknis bupati.



G. SARAN

Dari kesimpulan diatas sudah diketahui betapa urgent nya 
fundraising dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan 
di kabupaten Jeneponto, apalagi sejauh ini data dari BPS 
menunjukkan bahwa kabupaten Jeneponto masih berkate-

gori daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diharap-
kan kepada instansi pemerintah-non pemerintah atau aktor lainnya 
dapat mempertimbangkan saran-saran berikut ini:
1. Selalu mengedepankan komunikasi, dapat dilakukan dengan 

rapat atau duduk bersama dengan para pemangku kepenting 
yang berpotensi untuk fundraising dana zakat. Komunikasi san-
gat penting agar informasi yang didapatkan valid atau akurat, 
bukan informasi dari mulut ke mulut sehingga memicu muncul-
nya kesalahpahaman antar anggota. Ini juga terkait zakat profesi 
yang menuai pro dan kontra di kabupaten Jeneponto. Semuan-
ya dapat diselesaikan dengan komunikasi antar satu sama lainn-
ya dengan kondisi tubuh fit dan kepala dingin. 

2. Melakukan kolaborasi secara menyeluruh antar aktor lembaga 
baik pemerintahan maupun non pemerintahan, karena den-
gan kolaborasi dapat meningkatkan pendapatan dana zakat 
dan dapat menyalurkan dana zakat secara tepat (8 golongan 
penerima zakat/mustahik) serta transparan artinya terbuka ke-
pada masyarakat. Wujud kolaborasi ini dapat dilakukan, sebagai 
contoh berbentuk sosialisasi. Aparat-aparat dapat bekerja sama 
mensosialisasikan pentingnya berzakat dimasing-masing kantor 
nya dan/atau dapat menyusuri kampus-kampus, lembaga inde-
penden, komunitas dan lainnya. 

3. Melakukan studi banding terhadap daerah-daerah (dari Sulawe-
si Selatan ataupun pulau lainnya) yang terbukti berhasil men-
gentaskan kemiskinan dan secara spesifik daerah yang meng-
hasilkan dana zakat tinggi. Studi banding ini dapat dilakukan 
dengan mensurvei langsung dilapangan ataupun melakukan ka-
jian referensi dengan mencari publikasi-publikasi berupa berita 
internet. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi 
pemerintah daerah dan Baznas serta LIZ lainnya untuk mening-
katkan dana pengentasan kemiskinan di kabupaten Jeneponto. 

4. Mengembangkan aplikasi berbasis digital dalam pengumpulan 
dan penyaluran zakat.
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